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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen
berbasis sekolah (MBS) di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang ditunjukkan
dengan prinsip-prinsip MBS meliputi kemandirian, kerjasama/kemitraan,
partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas sekolah.
Penelitian ini adalah penelitian non-eksperimental kuantitatif dengan
metode pendekatan deskriptif. Subyek penelitian adalah Kepala Sekolah, Wakil
Kepala Sekolah, guru, kepala TU, bendahara, dan komite sekolah. Pengumpulan
data menggunakan multi-metode yaitu angket, wawancara, dan dokumentasi.
Analsis data angket diperoleh dari 98 responden dengan menggunakan statistik
deskriptif. Analisis data wawancara melalui reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Analisis dokumen dalam bentuk studi dokumen untuk
melengkapi atau mendukung data angket dan wawancara. Uji validitas instrumen
dilakukan melalui penilaian para ahli (Experts Judgement).
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa impelementasi
manajemen berbasis sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta pada kategori
baik yang ditunjukkan dengan; (1) kemandirian sekolah sudah berjalan baik, yaitu
program sekolah dikembangkan atas inisiatif warga sekolah sendiri sesuai dengan
potensi dan kebutuahan sekolah serta terdapat usaha dan kegiatan sekolah dalam
penggalian dana dengan memanfaatkan potensi sumber daya sekolah dengan
mendirikan unit produksi dan jasa sekolah; (2) kerjasama sekolah yaitu kerjasama
antar warga sekolah dan dengan pihak luar sekolah terjalin dengan baik, sekolah
memiliki perjanjian kerjasama (MoU) dengan 7 (tujuh) Du/Di dari tahun 2006-
2014; (3) bentuk partisipasi stakeholders (pemerintah, masyarakat, dan warga
sekolah) yaitu berupa dukungan dana, dukungan material/fasilitas, dukungan
pemikiran, dan dukungan tenaga pada kategori baik; (4) keterbukaan sekolah
sudah berjalan dengan baik, yaitu program dan keuangan sekolah dirumuskan
bersama dengan melibatkan warga sekolah dan komite sekolah. Sekolah membuat
media/wadah komunikasi dan informasi terhadap program dan keuangan sekolah
dalam bentuk komunikasi langsung, papan pengumuman, website sekolah,
maupun laporan kegiatan; dan (5) akuntabilitas sekolah sudah berjalan dengan
baik karena sekolah telah memberikan pertanggungjawaban proses dan hasil
pelaksanaan program maupun keuangan sekolah kepada warga sekolah, komite
sekolah, yayasan, dan pemerintah. Sekolah membentuk mekanisme
pertanggungjawaban melalui pelaporan yang disampaikan dalam pertemuan rapat
dengan warga sekolah, komite sekolah, yayasan, dan pemerintah.
Kata kunci: Implementasi, Manajemen Berbasis Sekolah, SMK Muhammadiyah
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sistem pendidikan nasional Indonesia dimaksudkan untuk menjamin
pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi
pendidikan, serta efisiensi manajemen pendidikan dalam menghadapi tuntutan
globalisasi. Era globalisasi yang sedang terjadi saat ini dihadapkan pada
tantangan yang lebih kompleks dan persaingan sumber daya manusia yang
semakin ketat, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul
dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu upaya
pemerintah untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul
tersebut adalah melalui pendidikan.
Terlepas dari harapan tersebut di atas, Indonesia sebenarnya
menghadapi masalah mendasar yaitu mutu pendidikan yang cenderung masih
rendah. Hal ini disebabkan oleh sistem pendidikan di Indonesia yang buruk.
Dari hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang
dimuat di Kompas pada tanggal 5 September 2001 (Yuliana, 2007),
disebutkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia terburuk di kawasan Asia,
yaitu dari 12 negara yang disurvei Indonesia menduduki urutan ke-12.
Menurut Depdiknas (2001: 1-2), rendahnya mutu pendidikan di
Indonesia antara lain disebabkan oleh sistem pendidikan yang sentralistik
(terpusat) dan partisipasi masyarakat khususnya orang tua dalam
penyelenggaraan pendidikan di sekolah selama ini sangat minim. Kebijakan
2penyelenggaraan yang bersifat sentralistik (terpusat) dimana hampir semua hal
diatur secara rinci dari pusat telah menyebabkan sekolah kehilangan
kemandirian, kreativitas dan insiatif untuk mengambil kebijakan yang
diperlukan tanpa adanya petunjuk dari birokrasi pendidikan di atasnya.
Partitipasi masyarakat (stakeholders) selama ini lebih berupa dukungan dana,
kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan,
monitoring, evaluasi dan akuntabiltas, sehingga sekolah tidak memiliki beban
untuk mempertanggungjawabkan proses dan hasil pendidikan kepada
masyarakat (stakeholders).
Menghadapi rendahnya mutu pendidikan tersebut, maka perlu
dilakukan upaya perbaikan terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Upaya
pemerintah dalam menyikapi hal tersebut adalah dengan melakukan
reorientasi penyelenggaraan pendidikan yaitu dari manajemen pendidikan
mutu berbasis pusat menuju manajemen peningkatan muru berbasis sekolah
atau manajemen berbasis sekolah (Depdiknas, 2001: 3). Perubahan sistem
penyelenggaraan pendidikan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan
pendidikan yang ada.
Mulyasa (2003: 11) menyampaikan bahwa melalui manajemen
berbasis sekolah pemerintah memberikan otonomi luas kepada sekolah dengan
mengikutsertakan masyarakat untuk mengelola sumber daya sekolah dan
mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat
dimaksudkan agar masyarakat lebih memahami, membantu, dan mengontrol
penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sekolah bersama masyarakat diberi
3kewenangan untuk mengelola sumber daya sekolah dan mengalokasikannya
sesuai dengan prioritas, kebutuhan, dan potensi setempat, serta
mempertanggungjawabkannya baik kepada masyarakat maupun pemerintah.
Manajemen berbasis sekolah yang ditandai dengan otonomi sekolah serta
pelibatan masyarakat merupakan respon pemerintah terhadap gejala-gejala
ketidakpuasan yang muncul dari masyarakat terhadap kinerja sekolah dan
rendahnya mutu pendidikan.
Dijelaskan lebih lanjut, manajemen berbasis sekolah diharapkan dapat
meningkatkan efisiensi, mutu, pemerataan, dan relevansi. Peningkatan
efisiensi antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya,
partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan
mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap
sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, berlakunya sistem
insentif dan disinsentif. Peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui
peningkatan partisipasi pada kelompok tertentu terutama masyarakat tidak
mampu. Sedangkan peningaktan relevansi antara lain dapat dilakukan melalui
fleksibilitas dan keleluasaan sekolah untuk melakukan pengembangan
kurikulum sekolah sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan melakukan
penataan jurusan atau program keahlian.
Implementasi manajemen berbasis sekolah ditegaskan dalam
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51, ayat
(1), “pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal
4dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah”. Kemudian dalam
PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 49,
ayat (1), “pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah menerapkan
manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian,
kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dengan implementasi
manajemen berbasis sekolah diharapkan tumbuh kemandirian sekolah untuk
mengelola sumber daya sekolah, peningkatan kerjasama atau kemitraan
sekolah, peningkatan partisipasi warga sekolah dan masyarakat, peningkatan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah.
Kendatipun MBS telah diterapkan di sekolah, namun secara realita di
lapangan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Penerapan konsep MBS di
Indonesia masih menghadapi permasalahan yang cukup kompleks, terkait
dengan kesiapan sumber daya pendidikan. Berdasarkan hasil kajian lapangan
ditemukan berbagai permasalahan dalam implementasi MBS di sekolah,
diantaranya yaitu: (1) belum dipahaminya konsep MBS secara utuh dan benar
oleh para pemangku kepentingan (stakeholders); (2) resistensi terhadap
perubahan karena kepentingan, ketidakmampuan secara teknis dan manajerial,
atau tertambat pada tradisi dan kelaziman yang telah mengkristal dalam tubuh
sekolah dan dinas pendidikan; (3) kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip
MBS (kemandirian, kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas);
(4) belum optimalnya partisipasi pemangku kepentingan sekolah, dan
(5) belum optimalnya teamwork yang kompak dalam menerapkan MBS
(Depdiknas, 2009: 31-32).
5SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta merupakan SMK kelompok
teknologi dan rekayasa yang memperoleh hasil penilaian dengan kategori
amat baik (terakreditasi A). SMK Muhammadiyah 3 juga merupakan sekolah
RSBI sejak tahun 2007 sampai sekarang. Kemudian di bidang manajemen,
sekolah ini telah memperoleh sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2008.
Keberhasilan meraih predikat terakreditasi A, RSBI, dan ISO 9001:2008
merupakan prestasi besar bagi SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta.
Dari uraian di atas nampak bahwa di satu sisi implementasi MBS di
sekolah diduga belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, tetapi pada saat
yang sama SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta menunjukkan prestasi yang
membanggakan. Mencermati lebih dalam bagaimana implementasi MBS pada
sekolah tersebut dirasa sangat perlu, karena dengan pencapaian yang dimiliki
diharapkan memberikan indikasi awal bahwa sekolah telah mampu
mengimplementasikan MBS dengan baik. Oleh karena itu dilakukan
penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi MBS di SMK
Muhammadiyah 3 Yogyakarta.
B. Identifikasi Masalah
Implementasi MBS di sekolah dalam kenyatannya masih menemui
banyak permasalahan. Kemungkinan adanya masalah dalam implementasi
MBS disebabkan oleh kondisi dan karakteristik masing-masing sekolah yang
berbeda. Berikut pemaparan permasalahan implementasi manajemen berbasis
sekolah (MBS) yang terjadi selama ini.
61. Konsep MBS belum dipahami oleh para pemangku kepentingan
Manajemen berbasis sekolah merupakan model manajemen
pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah,
memberikan fleksibilitas/keluwesan kepada sekolah, dan mendorong
partisipasi warga sekolah sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan
mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku (Depdiknas, 2009: 10). Manajemen
berbasis sekolah menganut prinsip kemandirian, kerjasama, partisipasi,
keterbukaan, dan akuntabilitas. Namun, berdasarkan hasil kajian
Depdiknas (2009: 36) masih terdapat sebagian sekolah yang jauh dari
prinsip-prinsip MBS dalam mengelola sekolah. Hal ini berdampak timbul
ketikdakpuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan.
Kondisi yang demikian disebabkan oleh pelaku pendidikan yang belum
bisa memahami makna MBS dengan benar.
Berdasarkan hasil penelitian MCW (2006: 31) di kota Malang
didapati fakta bahwa kurangnya pemahaman kepala sekolah dan guru
untuk terlibat dalam pengembangan MBS disebabkan karena mereka
sudah terbiasa dan terpola dengan model manajemen lama yang begitu
sentralistis, walaupun mereka sudah mendapatkan petunjuk mengenai
implementasi MBS secara teknis. Selain itu guru juga kurang memahami
bagaimana melakukan sinergi antara MBS dengan proses mengajar di
kelas. Penerapan MBS dipahami oleh kepala sekolah hanya sebatas
membentuk Komite Sekolah sebagai pengganti BP3 dan dijadikan alat
7untuk melegitimasi mengambil keputusan untuk menaikkan SPP dan iuran
lainnya. Demikian pula dengan perencanaan anggaran sekolah yang
pembuatannya masih dimonopoli oleh kepala sekolah.
Pemahaman kepala sekolah, guru, maupun masyarakat yang sangat
minim menyebabkan konsep MBS sangat sulit diterapkan di sekolah.
Penerapan konsep MBS tidak dapat berjalan dengan demokratis apabila
kepala sekolah masih mempertahankan dominasinya dalam pengelolaan
sekolah tanpa mendengarkan aspirasi warga sekolah lainnya dan
masyarakat. Padahal kesuksesan implementasi MBS terletak pada
pemahaman para pemangku kepentingan sekolah (kepala sekolah, guru,
maupun masyarakat).
2. Kemandirian Sekolah
Dalam implementasi MBS sekolah diberikan kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa
sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kewenangan
tersebut merupakan otonomi sekolah untuk mengelola (merencanakan,
melaksanakan, dan mengawasi/mengevaluasi) program sekolah, tanpa
harus menunggu atau dibatasi petunjuk dari birokrasi pendidikan di
atasnya. Pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah akan
memberikan akan memberikan fleksibilitas dalam mengelola sumber
dayanya secara optimal.
Penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berlangsung secara
sentralistik telah menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan
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yang telah sangat tergantung pada birokrasi di atasnya akan menghambat
kemandirian sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul (2003)
menyatakan bahwa implementasi MBS pada tingkat SMK dan SMA masih
banyak sekolah yang menunggu petunjuk dan arahan dari atas, belum
menunjukkan kemandirian untuk melakukan perubahan dalam rangka
peningkatan mutu sekolah dan lulusannya (Tamsir, 2010: 11). Sekolah
memiliki kewenangan untuk melakukan yang terbaik bagi sekolahnya,
sehingga dituntut utuk memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja yang
tidak selalu menggantungkan pada atasan. Untuk menjadi mandiri, sekolah
harus memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
Hal terpenting agar kemandirian sekolah dapat dicapai adalah
apabila para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memiliki
pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Menurut Nurkolis (2003: 269), di Indonesia kemandirian sekolah belum
dimiliki karena banyak guru dan kepala sekolah yang belum memenuhi
syarat untuk menjalankan pekerjaannya. Bahkan banyak guru yang tidak
memenuhi standar minimal untuk menjalankan tugasnya sehari-hari atau
belum layak mengajar.
3. Kerjasama/Kemitraan Sekolah
Kemitraan adalah bentuk kerjasama antara sekolah dengan para
pemangku kepentingan (stakeholders) (Depdiknas, 2009: 42). Esensi
kemitraan pada dasarnya untuk meningkatkan kepedulian maupun
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dengan para stakeholder (pemangku kepentingan sekolah) disesuaikan
dengan kondisi dan kebutuhan sekolah serta kondisi dan kebutuhan para
stakeholder yang menjadi mitranya. Kerjasama sekolah yang baik
ditunjukkan oleh hubungan antar warga sekolah yang erat, hubungan
sekolah dan masyarakat erat, serta adanya kesadaran bersama bahwa
output program sekolah merupakan hasil bersama (team work)
(Depdiknas, 2009: 63).
Kebersamaan (team work) merupakan salah satu prinsip yang
dituntut oleh manajemen berbasis sekolah, karena out put pendidikan
merupakan hasil kolektif warga sekolah, bukan hasil individual. Karena
itu, budaya kerjasama antar fungsi dalam sekolah, antar individu dalam
sekolah, harus merupakan kebiasaan antar individu dalam sekolah. Belum
optimalnya kerjasama (team work) yang kompak di sekolah akan
menghambat kegiatan sekolah dalam uapaya meningkatkan mutunya.
Dalam Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan mengenai peran serta masyarakat dan kemitraan
sekolah disebutkan bahwa setiap sekolah/madrasah menjalin kemitraan
dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output,
dan pemanfaatan lulusan. Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga
pemerintah atau non-pemerintah seperti masyarakat, dunia usaha/industri,
dan lain sebagainya. Sistem kemitraan sekolah dapat ditetapkan dengan
perjanjian secara tertulis.
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Hubungan kerjasama yang harmonis antara sekolah dengan
masyarakat dapat tercermin dalam kemauan masyarakat untuk tergabung
dalam wadah komite sekolah. Komite sekolah merupakan mitra sekolah
yang diharapkan mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan
masyarakat dalam memajukan pendidikan di sekolah. Namun demikian,
tidak semua masyarakat peduli terhadap proses pendidikan di sekolah.
Berdasarkan hasil penelitian Suparlan (2007) ditemukan bahwa penerapan
MBS dalam prinsip kerjasama/kemitraan sekolah dengan masyarakat
mengalami masalah, khususnya di daerah pedesaan, yaitu banyak orang
tua dan masyarakat yang tidak mau terlibat dalam kegiatan komite
sekolah. Hal ini dikarenakan budaya masyarakat yang hanya menyerahkan
bilat-bulat urusan pendidikan kepada pihak sekolah.
Selain itu, kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha/industri
juga mengalami masalah. Hasil penelitian Suwati (2010: iii) menemukan
hambatan dakan kegiatan pendidikan sistem ganda yang meliputi:
terbatasnya jumlah tempat praktek yang menerima siswa praktek,
kurangnya kesadaran tempat praktek untuk pendidikan sistem ganda,
kurang kesesuaian jenis pekerjaan dengan program belajar yang ditempuh
anak didik. Semua kondisi ini bisa juga terjadi pada tempat lain, sehingga
dibutuhkan kerja keras dari para pemangku kepentingan agar kerjasama
antara sekolah dengan para pemangku kepentingan dapat terjalin dengan
baik.
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4. Partisipasi stakeholders (pemangku kepentingan)
Partisipasi adalah proses dimana stakeholders (warga sekolah dan
masyarakat) terlibat aktif baik secara individual maupun koletif, secara
langsung maupun tidak langsung, dalam pengambilan keputusan,
pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/
pengevaluasian pendidikan di sekolah (Depdiknas, 2009: 43). Partisipasi
merupakan kondisi terciptanya lingkungan yang terbuka di sekolah,
dimana warga sekolah (guru, karyawan, siswa) dan masyarakat (orang tua
siswa, dunia usaha/industri, dan lainnya) didorong untuk memberikan
dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Partisipasi pada
dasarnya untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, dan dukungan dari
warga sekolah maupun masyarakat berupa dukungan dana, pemikiran,
tenaga, dan material/fasilitas.
Penelitian yang dilakukan oleh Balitbang Diknas, dikutip dari
Nurkolis (2006: 124) menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian guru,
tingkat partisipasi orang tua siswa dalam mendukung penyelenggaraan
pendidikan di sekolah adalah rendah, yaitu rata-rata 57,1%. Selain itu,
hasil penelitian Rohmat (2007: iii) mengungkapkan bahwa kepedulian
masyarakat untuk berperan serta sangat rendah, disebabkan masyarakat
tidak mengetahui bentuk-bentuk dan cara berpartisipasi dalam bidang
pendidikan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih rendahnya
partisipasi stakeholders dalam dalam penyelenggaraan pendidikan di
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sekolah dikarenakan mereka kurang peduli terhadap proses pendidikan di
sekolah dan tidak mengetahui bentuk serta cara berpartisipasi di sekolah.
5. Keterbukaan Sekolah
Keterbukaan dalam pengelolaan sekolah dimaksudkan agar dalam
penyelenggaan pendidikan dilakukan secara transparan. Transparansi
sangat diperlukan untuk membangun keyakinan dan kepercayaan
stakeholders terhadap sekolah. Transparansi ini ditunjukan dengan
keterlibatan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan kegiatan, serta penggunaan uang sebagai alat kontrol.
Transaparansi bertujuan untuk menciptkan kepercayaan timbal balik
antara sekolah dan publik melalui penyediaan informasi yang memadai
dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat.
Salah satu masalah yang krusial terkait dengan keterbukaan
sekolah yaitu penggunaan dana sekolah yang ditetapkan dalam anggaran
pendapatan dan belanja sekolah (APBS). Dalam penentuan APBS,
terutama penarikan dana dari orang tua siswa melibatkan banyak pihak,
terutama dari orang tua siswa dan komite sekolah. Akan tetapi, kenyataaan
di lapangan tidaklah demikan, karena masih ada kepala sekolah yang
sangat mendominasi dalam penentuan APBS.
Berdasarkan hasil penelitian ICW (Ade Irawan dkk, 2004: 102),
dikatakan bahwa dalam penentuan APBS dari pembuatan hingga
pelaksanaan, kepala sekolah sangat mendominasi, sehingga yang terjadi di
lapangan adalah penetapan APBS tidak terbuka dengan melibatkan orang
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tua siswa. Dikatakan lebih lanjut, sekolah tidak pernah mengumumkan
berapa besar subsidi yang diterima sekolah dari pemerintah dan
dialokasikan untuk apa saja.
Dari uraian di atas menunjukkan keterbukaan sekolah belum
terlaksana dengan baik, yaitu program dan dana sekolah dikelola secara
transparan. Sekolah seharusnya terbuka kepada warga sekolah dan
masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana jalannya program sekolah
dan kondisi dana sekolah. Dengan adanya keterbukaan tersebut, maka
akan meningkatkan kepercayaan antar warga sekolah maupun masyarakat
terhadap sekolah.
6. Akuntabilitas Sekolah
Akuntabilitas sekolah adalah pertanggungjawaban sekolah kepada
warga sekolahnya, masyarakat, dan pemerintah melalui pelaporan dan
pertemuan yang dilakukan secara terbuka (Depdiknas, 2009: 45).
Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus
dilakukan sekolah terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan.
Akuntabilitas ini berbentuk laporan prestasi yang dicapai dan dilaporkan
kepada pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat.
Fakta di lapangan menunjukkan akuntabilitas sekolah belum
terlaksana dengan baik. Menurut hasil penelitan ICW (Ade Irawan, dkk.,
2004: 119), menyebutkan bahwa di SMU 1 Cimahi, sekolah
membebankan kepada orang tua siswa untuk kegiatan Palang Merah
Remaja (PMR) total sebanyak Rp 4,2 juta. Namun, di sekolah tersebut
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tidak ada kegiatan PMR sehingga dana yang sudah dipungut dari orang tua
siswa tidak jelas kemana larinya dan tidak dipertanggungjawabkan.
Sedangkan di SMU 5 Cimahi, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13,8 juta
untuk penyelenggaraan rapat sebanyak 30 kali dalam satu tahun. Akan
tetapi, kenyataannya rapat hanya dilakukan antara 5–6 kali, sedangkan
dana rapat yang sudah dianggarkan tidak jelas dipakai untuk apa.
Hasil penelitian di atas menunjukkan akuntabilitas sekolah yang
diinginkan oleh para pemangku kepentingan belum sesuai harapan. Masih
ada sekolah yang memungut dana untuk program sekolah dari orang tua
siswa namun tidak dipertanggungjawabkan bagaimana pelaksanaan dan
hasilnya kepada yang memberi dana tersebut. Seharusnya sekolah
memberi keterangan kepada orang tua siswa baik melalui pelaporan
maupun pertemuan terkait pengelolaan program dan dana sekolah yang
telah dipakai dan bagaimana hasil pelaksanaan program tersebut.
C. Pembatasan Masalah
Permasalahan yang dikemukakan pada identifikasi masalah tidak dapat
dibahas secara keseluruhan dalam penelitian ini, karena berbagai faktor dan
keterbatasan yang dimiliki peneliti. Pembahasan pada penelitian ini
difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah yang
meliputi kemandirian, kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas
sekolah. Hal ini dikarenakan masih banyak sekolah yang mengalami masalah
dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah tersebut.
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D. Perumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana kemandirian sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta?
2. Bagaimana kerjasama sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta?
3. Apa saja bentuk partisipasi para pemangku kepentingan (stakeholders) di
SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta?
4. Bagaimana keterbukaan sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta?
5. Bagaimana akuntabilitas sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini
adalah untuk:
1. Mengetahui kemandirian sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta.
2. Mengetahui kerjasama sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta.
3. Mengetahui bentuk partisipasi stakeholder di SMK Muhammadiyah 3
Yogyakarta.
4. Mengetahui keterbukaan sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta.
5. Mengetahui akuntabilitas sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta.
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F. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini antara lain:
1. Secara teoritis
Memberikan sumbangan informasi atau referensi bagi
perkembangan khazanah keilmuan khususnya bidang pendidikan terkait
dengan implementasi manajemen berbasis sekolah.
2. Secara praktis
Sebagai masukan bagi para pemangku kepentingan (stakeholders)
pendidikan secara luas dalam mengimplementasikan manajemen berbasis
sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Adapun implementasi
manajemen berbasis sekolah yang belum sejalan dengan prinsip-prinsip
MBS dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak yayasan Muhammadiyah
maupun Dinas Pendidikan.
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BAB II
KAJIAN TEORI
A. Deskripsi Teori
1. Manajemen Pendidikan
Istilah manajemen berasal dari kata kerja dalam bahasa Inggris
manage yang dalam bahasa Indonesia berarti mengelola. Dari pengertian
ini manajemen dapat dipahami sebagai pengelolaan. Apabila pengertian
tersebut diterapkan dalam pendidikan, maka pengertiannya menjadi
mengelola pendidikan. Sejalan dengan pengertian ini, Mulyasa (2003: 20)
mengartikan manajemen sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan
pengelolaan proses untuk mencapai tujuan yang ditetapkan baik tujuan
jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
Manajemen dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008), diartikan
sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.
Sementara itu, para pakar administrasi pendidikan seperti sergiovanni,
Coombs, dan Thurson mendefinisikan manajemen sebagai “process of
working with and trough others to accomplish organizational goals
efficiently” (Ibrahim Bafadal 2003: 39). Pengertian manajemen ini dapat
dimaknai sebagai proses kerja dengan dan melalui (mendayagunakan)
orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
Kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk
melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan dapat tercapai dengan efektif dan
efisien. Kegiatan proses pencapaian tujuan tersebut yaitu berupa tindakan-
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tindakan yang mengacu kepada fungsi manajemen. Fungsi-fungsi
manajemen ini menurut G.R. Terry, yang dikutip dari Engkoswara
(2010: 86) sebagai suatu proses yang terdiri dari tindakan perencanaan
(planning), pengorganisasiam (organizing), pelaksanaan (actuating), dan
pengawasan (controlling) yang dilaksanakan untuk menentukan serta
mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan
sumber daya manusia serta sumber daya lainnya. Dari pengertian ini dapat
dipahami bahwa dalam proses pencapaian tujuan dimulai dari tindakan
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang
dikerjakan dengan mengerahkan dan memanfaatkan sumber daya yang
ada.
Dari berbagai definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
manajemen pendidikan merupakan suatu proses pengelolaan pendidikan
melalui kerjasama sekelompok orang dengan memanfaatkan berbagai
sumber daya yang berupaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam
pencapaian tujuan pendidikan tersebut diperlukan fungsi-fungsi
manajemen pendidikan yang meliputi tindakan perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan proses pendidikan
sehingga tujun pendidikan yang ditetapkan dapat tercapai.
2. Manajemen Sekolah
Manajemen sekolah pada hakikatnya mempunyai pengertian yang
sama dengan manajemen pendidikan. Namun, manajemen pendidikan
mempunyai jangkauan yang lebih luas daripada manajemen sekolah.
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Menurut Rohiat (2009: 14), manajemen sekolah adalah melakukan
pengelolaan sumber daya yang dimiliki sekolah. Hal ini berarti manajemen
sekolah sebagai pengelolaan sekolah yang dilakukan dengan dan melalui
sumber daya yang dimiliki sekolah untuk mencapai tujuan sekolah.
Manajemen pendidikan umumnya dan manajemen sekolah
khususnya merupakan pengelolaan institusi (sekolah) yang dilakukan
dengan dan melalui pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai
tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Dua hal yang merupakan inti
manajemen sekolah yaitu fungsi manajemen dan aspek urusan sekolah.
Dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
disebutkan bahwa standar pengelolaan berkaitan dengan fungsi
manajemen sekolah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan atau
sekolah agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pendidikan. Sedangkan aspek manajemen sekolah meliputi kurikulum,
PBM, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana,
pembiayaan, hubungan masyarakat, dan lainnya.
3. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
a. Pengertian manajemen berbasis sekolah
Secara leksikal, manajemen berbasis sekolah berasal dari tiga
kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah
proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai
sasaran. Berbasis berasal dari kata dasar basis yang berarti dasar atau
20
basis. Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat
menerima dan memberikan pelajaran (Kamus Besar Bahasa Indonesia,
2008). Berdasarkan makna leksikal tersebut, maka manajemen berbasis
sekolah dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang
berasaskan pada sekolah itu sendiri.
Definisi yang mencakup makna lebih luas dikemukakan oleh
Wohlstetter dan Mohram (1996) yang dikutip dari Nurkolis (2006: 2).
Secara luas manajemen berbasis sekolah berarti pendekatan politis
untuk mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan
kewenangan dan kekuasaan kepada partisipan sekolah pada tingkat
lokal guna memajukan sekolahnya. Manajemen berbasis sekolah dalam
pengertian yang sama dikemukaan oleh Myers dan Stonehill, dikutip
dari Umaedi (2008: 4.3) adalah strategi untuk memperbaiki mutu
pendidikan melalui pengalihan otoritas pengambilan keputusan dari
pemerintah pusat ke daerah dan ke masing-masing sekolah sehingga
kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik
mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap proses pendidikan.
Selain itu, Depdiknas (2009: 10) mengartikan manajemen
berbasis sekolah sebagai model manajemen yang memberikan otonomi
lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesan kepada
sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung semua warga
sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang
tua siswa, pengusaha, dan sebagainya) untuk meningkatkan mutu
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sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan
perundangan yang berlaku. Dengan otonomi tersebut, sekolah diberikan
kewenangan dan tanggungjawab untuk mengambil keputusan-
keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan tuntutan sekolah
serta masyarakat atau stakeholder yang ada. Baik peningkatan otonomi
sekolah, fleksibilitas pengelolaan sumber daya sekolah maupun
partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaran
sekolah, kesemuanya itu ditujukan untuk meningkatkan mutu sekolah
berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundangan
yang berlaku.
Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan atau kemandirian
yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus diri sendiri secara
merdeka (tidak tergantung pihak lain). Fleksibilitas merupakan
keluwesan-keluwesan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola
sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu
sekolah. Peningkatan partisipasi yang dimaksud yaitu penciptaan
lingkungan yang terbuka dan demokratik, dimana warga sekolah (guru,
siswa, dan karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, usahawan, dan
sebagainya) didorong untuk terlibat secara langsung memberikan
dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah.
Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa
manajemen berbasis sekolah merupakan model pengelolaan pendidikan
yang memberikan kewenangan (otonomi) lebih besar kepada sekolah
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untuk mengelola sekolahnya sendiri yang didukung partisipasi warga
sekolah dan masyarakat sesuai dalam kerangka kebijakan pendidikan
nasional. Dapat juga dikatakan bahwa manajemen berbasis sekolah
pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara
mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan
yang terkait (stakeholders) dengan sekolah secara langsung dalam
proses pengambilan keputusan untuk memenuhi mencapai tujuan
sekolah.
Manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk memandirikan
atau memberdayakan seklah melalui pemberian kewenangan (otonomi)
kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan
keputusan partisipatif. Disamping itu, menurut Surya Darma (2010: 9)
maajemen berbasis sekolah diterapkan dengan asumsi sebagai berikut:
1) Dengan pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah, maka
sekolah akan lebih kreatif, inisiatif, dan inovatif dalam
meningkatkan kinerja sekolah;
2) Dengan pemberian fleksibilitas/keluwesan-keluwesan yang lebih
besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdayanya, maka
sekolah akan lebih luwes dan lincah dalam mengadakan dan
memanfaatkan sumberdaya secara optimal untuk meningkatkan
mutu sekolah;
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3) Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan
ancaman bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan
pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan sekolah;
4) Sekolah lebih mengetahui kebutuhannya, khususnya input
pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam
proses pendidikan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan
tingkat perkembangan serta kebutuhan peserta didik;
5) Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok
untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang
paling mengetahui apa yang terbaik bagi sekolahnya;
6) Penggunaan sumberdaya pendidikan lebih efektif dan efisien jika
dikontrol oleh warga sekolah dan masyarakat setempat;
7) Keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan
keputusan akan mampu meningkatkan rasa kepemilikan, dedikasi,
transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap sekolah;
8) Sekolah lebih bertanggungjawab tentang mutu pendidikan masing-
masing kepada pemerintah dan pemerintah daerah, orangtua peserta
didik, dan masyarakat pada umumnya sehingga sekolah akan
berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai
sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan;
9) Sekolah akan mampu bersaing secara sehat dengan sekolah-sekolah
lainnya dalam peningkatan mutu pendidikan melalui upaya-upaya
kreatif dan inovatif yang didukung oleh orangtua siswa, masyarakat
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sekitar, dan pemerintah daerah setempat; dan sekolah dapat secara
cepat menanggapi perubahan, aspirasi masyarakat, dan lingkungan
yang berubah dengan cepat.
b. Peningkatan mutu pendidikan melalui MBS
Dalam pandangan Umaedi (1999), mutu diartikan sebagai
derajat keunggulan suatu barang atau jasa dibandingkan dengan yang
lain. Sementara itu, Sallis (2006: 22-25) dalam Total Quality
Manajemen in Education mengemukaan konsep mutu dalam tiga
pengertian. Pertama, mutu sebagai konsep yang absolut (mutlak),
kedua, mutu dalam konsep yang relatif, ketiga, mutu menurut
konsumen.
Dalam pengertian absolut, sesuatu disebut bermutu jika
memenuhi standar yang tertinggi dan tidak dapat diungguli, sehingga
mutu dianggap sesuatu yang ideal yang tidak dapat dikompromikan,
seperti kebaikan, keindahan, maupun kebenaran. Mutu dalam konsep
ini menunjukkan keunggulan status dan posisi dengan mutu tinggi. Jika
dikaitkan dengan konteks pendidikan, maka konsep mutu absolut
bersifat elit karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang dapat
memberikan pendidikan dengan mutu tinggi kepada siswa, dan
sebagian besar siswa tidak dapat menjangkaunya.
Dalam pengertian relatif, sesuatu dikatakan bermutu apabila
suatu produk atau jasa telah memenuhi persyaratan atau kriteria, atau
standar yang ada. Produk atau jasa tersebut tidak harus terbaik, tetapi
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memenuhi standar yang telah ditetapkan, termasuk memenuhi tujuan
pelanggan. Jadi pada konteks ini sangat tergantung standarnya, apakah
standar tinggi, sedang, atau rendah.
Dijelaskan lebih lanjut, terdapat dua aspek dari mutu relatif,
yaitu mutu yang mendasarkan pada standar, dan mutu yang memenuhi
kebutuhan pelanggan. Aspek pertama menunjukkan bahwa mutu diukur
dan dinilai berdasarkan persyaratan kriteria dan spesifikasi (standar-
standar) yang telah ditetapkan lebih dulu. Pemenuhan standar ini
ditunjukkan oleh produsen secara konsisten sehingga hasilnya (produk
maupun jasa) tetap sesuai spesifikasi yang ditetapkan.
Aspek kedua, konsep ini juga mengakomodasi keinginan
konsumen atau pelanggan, sebab di dalam penetapan standar
(persyaratan, kriteria, dan spesifikasi) produk atau jasa yang dihasilkan
memperhatikan syarat-syarat yang dikehendaki pelanggan. Perubahan-
perubahan standar antara lain juga didasarkan atas keinginan dan
pemenuhan kebutuhan pelanggan, bukan semata-mata kehendak
produsen. Oleh karena itu, produk atau jasa yang dihasilkan akan dapat
memenuhi kebutuhan pelanggan.
Dengan memperhatikan dua aspek konsep relatif dari mutu
tersebut, menunjukkan bahwa standar bersifat dinamis, dan dapat
berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan yang
terjadi. Oleh karena itu, mutu dalam konsep relatif ini dapat terus
berkembang dan lembaga dapat terus melakukan inovasi untuk
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meningkatkan spesifikasi dan standar serta menyesuaikan dengan
kebutuhan pelanggannya. Dalam konteks pendidikan, produk dari
lembaga pendidikan berupa jasa.
Kepuasan pelanggan (siswa, orang tua dan masyarakat) dapat
dibagi dalam dua aspek yaitu tata layanan pendidikan dan prestasi yang
dicapai siswa. Dari aspek tata layanan pendidikan, kepuasan pelanggan
dilihat dari layanan penyelenggaraan pendidikan dalam suatu lembaga
pendidikan, seperti layanan bagi siswa dalam proses pembelajaran.
Sedangkan dari aspek prestasi yang dicapai siswa, mutu dihubungkan
dengan capaian yang telah diperoleh dalam kaitannya dengan
kompetensi yang diinginkan oleh pelanggan.
Di Indonesia, mutu dalam pengertian absolut dapat dilihat dari
adanya beberapa sekolah unggulan, baik berasal dari sekolah yang
berbasis masyarakat maupun sekolah yang diprakarsai oleh pemerintah.
Beberapa sekolah yang unggul adalah sekolah sekolah-sekolah yang
ingin tampil beda, dengan kekhasan yang tidak dimiliki sekolah lain.
Dalam dunia pendidikan di Indonesia, mutu dalam pengertian
relatif (standar) diterapkan dengan mengacu pada sejumlah standar
yang telah ditetapkan. Standar pendidikan tersebut ditetapkan dalam
PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan
maka ditetapkan delapan standar nasional pendidikan. Di luar standar
tersebut pemerintah juga melakukan pengecekan standar yang berkaitan
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dengan kinerja sekolah dan kelayakan pengelolaan pendidikan melalui
sistem akreditasi sekolah.
Mutu berdasarkan kepuasan pelanggan menjadi bagian penting
dari keberlangsungan hidup sekolah, karena masyarakat akan memilih
pendidikan yang terbaik bagi putra-putrinya, sesuai dengan kebutuhan
dan harapan mereka. Oleh karena itu, sekolah yang tidak
memperhatikan kebutuhan pelanggan akan ditinggal oleh masyarakat.
Pentingnya pelanggan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan di
Indonesia direspon positif oleh pemerintah dengan dibentuknya komite
sekolah, yang berfungsi sebagai tempat menyalurkan aspirasi
masyarakat pengguna jasa pendidikan di sekolah.
Hal ini diperkuat lagi dengan penerapan manajemen berbasis
sekolah yang ditetapkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang
Sisdiknas, pasal 51 ayat (1). Dalam penjelasan pasal ini, yang dimaksud
manajemen berbasis sekolah adalah bentuk otonomi manajemen
pendidikan pada satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah dan
guru dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan
pendidikan. Dari penjelasan pasal 51 ayat (1) tersebut, wawasan mutu
dari segi kepuasan konsumen yang diwakili oleh komite sekolah dengan
ikut membantu mengelola kegiatan pendidikan di sekolah sudah
terpadu dalam penerapan manajemen berbasis sekolah.
Depdiknas (2009: 24) menyatakan bahwa MBS secara utuhnya
adalah untuk mencapai tidak hanya mutu pendidikan, tetapi juga untuk
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memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal ini ditegaskan
dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP Pasal 49, ayat (1) disebutkan
“pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan
dengan kemandirian, kemitraan/kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan
akuntabilitas”. Kaitan antara pemenuhan SNP yang dikelola dengan
prinsip-prinsip MBS dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Pengelolaan Sekolah dalam Pemenuhan SNP Melalui MBS.
MANAJEMEM
SEKOLAH
ASPEK-ASPEK SEKOLAH
IMPLEMENTASI MBS:
(kemandirian, kemitraan/kerjasama,
partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas)
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Penilaian
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sarana dan prasarana
Pengelolaan
Pembiayaan
(Sumber: Depdiknas (2009) Manajemen Berbasis Sekolah, hal. 39)
Standar Nasional Pendidikan adalah standar pendidikan minimal
yang harus dipenuhi oleh sekolah, yang berfungsi sebagai dasar dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka
mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, yang terdiri dari
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delapan aspek pendidikan. Pengertian delapan aspek SNP berdasarkan
PP No. 19 tahun 2005 adalah sebagai berikut:
1) Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan
yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
2) Standar isi/KTSP adalah ruang lingkup materi dan tingkat
kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi
tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan
silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada
jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
3) Standar proses adalah SNP yang berkaitan dengan pelaksanaan
pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar
kompetensi lulusan.
4) Standar penilaian pendidikan adalah SNP yang berkaitan dengan
mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta
didik
5) Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan
prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan
dalam jabatan.
6) Standar sarana dan prasarana adalah SNP yang berkaitan dengan
kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat
beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat
bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain,
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yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk
penggunaan TIK.
7) Standar pengelolaan adalah SNP yang berkaitan dengan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan
pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten /kota, provinsi, atau
nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pendidikan.
8) Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan
besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu
tahun.
Manajemen berbasis sekolah mengandung prinsip kemandirian,
kemitraan/kerjasama, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam
pengelolaan sekolah, setiap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/
evaluasi program sekolah untuk mencapai pemenuhan aspek-aspek SNP
ditunjukkan oleh prinsip-prinsip MBS.
1) Perencanaan program sekolah
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang SNP Pasal
53 menyatakan bahwa: “setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar
rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana
kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4
(empat) tahun”. Demikian pula dalam Lampiran Permendiknas No.
19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan disebutkan bahwa setiap
sekolah harus menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang
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bersifat empat tahunan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
(RKAS) yang bersifat satu tahunan. Dalam penyusunan program
kerja sekolah yang berupa RKS dan RKAS ditunjukkan dengan
kemandirian, kemitraan/kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan
akuntabilitas.
Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Sekolah dituangkan di dalam dokumen yang mudah dibaca oleh
pihak-pihak terkait, disetujui rapat dewan pendidik setelah
memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah dan disahkan
berlakunya oleh dinas pendidikan atau yayasan. Pada dasarnya
secara substansi isi RKS dan RKAS adalah sama, yaitu memuat
program kerja sekolah berkaitan dengan aspek-aspek sekolah yang
akan dilaksanakan dan dikembangkan dalam kerangka pemenuhan
SNP.
2) Pelaksanaan program sekolah
Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan
rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan.
Pelaksanaan program sekolah diupayakan makin lama mampu
mandiri (untuk hal-hal tertentu) tanpa banyak bergantung kepada
pihak lain. Pelaksanaan program sekolah tertentu juga harus
menjalin kerjasama atau kemitraan dengan stakeholders untuk
menghasilkan tujuan yang optimal. Demikian juga suatu program
harus dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak secara
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proporsional dan professional, sehingga menumbuhkan semangat
partisipasi. Sekolah dalam melaksanakan programnya juga harus
terbuka, yaitu tidak ada pelaksanaan program sekolah yang hanya
diketahui oleh individu atau kelompok tertentu saja. Semua
pelaksanaan program tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara
prosedural dan professional, sehingga menumbuhkan tingkat
kepercayaan publik dan pihak-pihak lain semakin tinggi.
3) Pengawasan program sekolah
Setelah program kerja sekolah disusun dan dilaksanakan
dengan prinsip-prinsip MBS, maka dalam pengawasan terhadap
pelaksanaan program sekolah juga menganut prinsip-prinsip MBS.
Berdasarkan Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan disebutkan bahwa pengawasan dan evaluasi sekolah
terdapat lima hal, yaitu: program pengawasan, evaluasi diri, evaluasi
dan pengembangan KTSP, evaluasi pendayagunaan pendidik dan
tenaga kependidikan, dan akreditasi sekolah. Masing-masing
program tersebut harus dilaksanakan oleh sekolah, kecuali akreditasi
4. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008), implementasi berarti
penerapan. Sementara itu, Salusu (1996) menyatakan bahwa implementasi
adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu
sasaran (Lolowang, 2008: 19). Dari dua pengertian ini, implementasi dapat
diartikan sebagai penerapan atau operasionalisasi suatu keputusan guna
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mencapai suatu sasaran. Dalam hal ini adalah implementasi manajemen
berbasis sekolah (MBS) sebagai model pengelolaan pendidikan di sekolah
yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan/kerjasama, partisipasi,
keterbukaan, dan akuntabilitas (PP No. 19 tahun 2005).
Pengelolaan sekolah diupayakan makin lama mampu mandiri
(untuk hal-hal tertentu) tanpa banyak bergantung kepada pihak lain. Begitu
juga dalam hal tertentu sekolah harus menjalin kerjasama atau kemitraan
dengan stakeholder untuk menghasilkan tujuan yang optimal. Demikian
juga suatu program harus dilaksanakan dengan dukungan semua pihak
secara proporsional dan professional, sehingga menumbuhkan semangat
partisipasi. Sekolah juga harus terbuka, yaitu tidak ada program dan dana
sekolah yang hanya diketahui oleh individu atau kelompok tertentu saja.
Pengelolaan program dan dana sekolah dapat dipertanggungjawabkan
secara prosedural dan professional, sehingga menumbuhkan kepercayaan.
a. Kemandirian sekolah
Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008), mandiri adalah
keadaan dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain,
sedangkan kemandirian adalah hal atau keadaaan dapat berdiri sendiri
tanpa bergantung pada orang lain. Pengertian ini menunjukkan bahwa
kemandirian terlihat dari keadaan yang dapat berdiri sendiri atau tidak
selalu tergantung kepada pihak lain dalam memutuskan atau melakukan
sesuatu. Senada dengan hal ini, Surya Darma (2010: 15) menyampaikan
bahwa otonomi dapat diartikan sebagai kemandirian yaitu kemandirian
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dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, kemandirian dalam
program dan pendanaan merupakan tolok ukur utama kemandirian
sekolah.
Prinsip kemandirian sekolah dalam MBS sejalan dengan teori
MBS yang dikemukakaan oleh Cheng, yaitu prinsip sistem pengelolaan
mandiri (Nurkolis, 2006: 52). Menurutnya, MBS mempersilakan
sekolah menjadi sistem pengelolaan secara mandiri dibawah
kebijakannya sendiri. Sekolah memiliki otonomi untuk
mengembangkan tujuan pengajaran, memecahkan masalah, dan
mencapai tujuan berdasarkan kondisi mereka masing-masing. Hal ini
dapat terjadi apabila terjadi pelimpahan wewenang dari birokrasi di
atasnya ke tingkat sekolah.
Otonomi yang berarti mempunyai kewenangan mengatur semua
masalah secara mandiri pada sekolah bukanlah otonomi tanpa batas.
Sebagai kewenangan yang diberikan oleh otoritas di atasnya, hal ini
merupakan pelimpahan wewenangan yang ada batasnya. Di antara
batasan otonomi sekolah menurut Umaedi (2008: 4.6) adalah kebijakan
dan peraturan yang berlaku, serta idealisme atau harapan mengapa
manajemen berbasis sekolah perlu diterapkan.
Batasan pertama, yaitu kebijakan dan peraturan perundangan
yang berlaku. Kebijakan dapat berupa kebijakan nasional, propinsi, atau
kabupaten/kota yang berhubungan dengan pengelolaan sekolah dan
tidak bertentangan dengan Undang-Undang Sisdiknas yang berlaku.
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Batasan kedua, yaitu berupa harapan-harapan semua stakeholder (orang
tua, masyarakat, pengguna lulusan, guru, kepala sekolah, dan
penyelenggara pendidikan) yang berkepentingan terhadap keberhasilan
pendidikan untuk melaksanakan fungsinya. Kalau batasan pertama
bersifat normatif, sedangkan batasan kedua bersifat relatif dalam arti
bahwa manajemen berbasis sekolah dinilai dari sejauh mana ia dapat
memenuhi harapan para stakeholder.
Pengertian kemandirian sekolah menurut Depdiknas (2009: 40)
lebih ditekankan kepada kewenangan sekolah dalam mengatur dan
mengurus dirinya sendiri dengan tidak selalu tergantung kepada pihak
lain. Kemandirian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/
evaluasi program sekolah merupakan tolok ukur kemandirian sekolah.
Program sekolah yang dimaksudkan disini sesuai dengan Permendiknas
No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaaan adalah upaya sekolah
dalam pemenuhan aspek-aspek standar nasional pendidikan (SNP).
Program sekolah tersebut dikembangkan sendiri menjadi berbagai
kegiatan dengan cakupan dan luasan sesuai dengan kondisi dan
kemampuan sekolah.
Kemandirian sekolah akan mampu berjalan dengan semestrinya
apabila didukung oleh sejumlah kemampuan, seperti kemampuan
mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan memecahkan
persoalan sekolah, maupun kemampuan memenuhi kebutuhannya
sendiri. Untuk menjadi mandiri, sekolah harus memiliki sumberdaya
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yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsinya, baik sumberdaya
manusia maupun sumberdaya selebihnya yaitu peralatan, perlengkapan,
perbekalan, dana, dan bahan/material (Surya Darma, 2010: 24).
Depdiknas (2009: 59) menyatakan bahwa suatu sekolah dapat mandiri
dalam pelaksanaan program jika didukung oleh sejumlah kemampuan
SDM sekolah, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai
sesuai dengan tuntutan program, didukung oleh sumber dana yang
memadai sesuai dengan tuntutan program. Hal ini berarti bahwa
sekolah yang mandiri dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan sumber
daya sekolah tersebut, yang meliputi ketersediaan pendidik dan tenaga
kependidikan, ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, dan
ketersediaan dana sekolah sesuai dengan tuntutan program.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemandirian
sekolah dapat di lihat dari beberapa hal diantaranya: 1) sekolah
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan 2) sekolah
memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan sumber dayanya sendiri,
Untuk lebih jelasnya indikator kemandirian sekolah dalam penelitian
adalah sebagai berikut.
1) Sekolah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
dirinya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan.
Sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan yang terbaik
bagi bagi sekolahnya, sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan
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dan kesanggupan kerja yang tidak selalu menggantungkan pada
atasan. Kewenangan dalam mengatur sekolah secara mandiri ini
harus sejalan dengan kebijakan maupun peraturan yang berlaku.
Kewenangan sekolah yang akan dibahas dalam penelitian ini
berdasarkan lampiran Permen No. 19 tahun 2007 adalah kewenangan
pada program kurikulum dan pembelajaran.
Saat ini telah terjadi pergeseran kewenangan sebagian
pengelolaan kurikulum dari pemerintah pusat ke sekolah melalui
Permendiknas No. 22 tahun 2006, No. 23 tahun2006, dan No. 24
tahun 2006. Pengelolaan kurikulum yang dimaksud dinamakan
kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Pemerintah Pusat
hanya menetapkan standar dan sekolah diharapkan
mengoperasionalkan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Selanjutnya sekolah berhak mengembangkan KTSP ke dalam Buku I
KTSP, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, proses
pembelajaran, dan sistem penilaian.
Permendiknas No. 22 tahun 2006 pasal 1 ayat (1) meyatakan
bahwa Standar Isi unuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
yang selanjutnya disebut Standar Isi mencakup lingkup materi
minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai
kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan
tertentu. Standar ini berdasarkan PP No. 19 tahun 2005 Bab III pasal
5 ayat (2) memuat kerangka dasar dan struktru kurikulum, beban
38
belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender
pendidikan/akademik. Disamping itu penyusunan kurikulum tersebut
selain mengacu pada Standar Isi juga harus mengacu pada
Permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan dan panduan penyusunan KTSP yang diterbitkan oleh
BSNP. Acuan penyusunan kuirikulum tersebut dikukuhkan dengan
Permendiknas No. 24 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaannya.
Depdiknas (2006) menyatakan bahwa pelaksanaan
penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan terdiri dari:
a) Analisis Konteks, yang meliputi
(1) Analisis potensi dan kekuatan/kelemahan yang ada di
sekolah: peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan,
sarana prasarana, biaya, program-program yang ada di
sekolah.
(2) Analisis potensi peluang dan tantangan yang ada di
masyarakat dan lingkungan sekitar: komite sekolah, dewan
pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri,
dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya.
(3) Mengidentifikasi standar isi dan standar kompetensi lulusan
sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan
pendidikan.
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b) Mekanisme penyusunan
(a) Tim penyusun
Tim penyusun kurikulum SMK terdiri atas guru,
konselor, kepala sekolah dan nara sumber dengan kepala
sekolah sebagai ketua merangkap anggota, dan disupervisi
oleh dinas kabupaten kota/kota dan propinsi yang
bertanggung jawab di bidang pendidikan
(b) Kegiatan
Penyusunan kurikulum merupakan bagian dari
kegiatan perencanaan sekolah. Kegiatan ini dapat berbentuk
rapat kerja dan/atau lokakarya sekolah dan/atau kelompok
sekolah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum
tahun pembelajaran baru.
(c) Pemberlakuan
Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan SMK
dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta diketahui oleh
komite sekolah dan dinas kabupaten/kota/propinsi yang
bertanggung jawab di bidang pendidikan
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Dokumen kurikulum dapat diformat dan dikemas dalam tiga
buku utama sebagai berikut:
a) Buku I. Petunjuk umum
Berisi tentang visi dan misi satuan pendidikan/sekolah,
tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, kalender
pendidikan, dan struktur muatan kurikulum.
b) Buku II. Silabus dan RPP
Berisi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP) lengkap untuk setiap mata pelajaran dan kelompok mata
pelajaran.
c) Buku III Pedoman Penilaian
Berisi petunjuk pelaksanaan penilaian, baik proses,
prosedur, maupun mekanisme penilaian.
Proses belajar mengajar merupakan kegiatan utama sekolah.
Sekolah diberi kebebeasan memilih strategi, metode, dan teknik
pembelajaran yang paling efektif, sesuai dengan karakteristik mata
pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi nyata
sumber daya yang tersedia di sekolah. Permendiknas No. 41 tahun
2007 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa standar proses untuk satuan
pendidikan dasar dan menengah mencakup perencanaan proses
pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil
pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Pada penilaian
proses pembelajaran mengacu kepada lampiran Permendiknas
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No. 20 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa
penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar
dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian
pendidikan yang berlaku secara nasional yang berkaitan dengan
mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta
didik.
2) Sekolah memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan sumber
dayanya sendiri
Manajemen berbasis sekolah memberikan kewenangan yang
lebih besar kepada sekolah, sehingga kepala sekolah, guru dan
stakeholder terkait diharapkan melakukan sesuatu yang terbaik untuk
sekolahnya. Sehubungan dengan ini maka sekolah harus didukung
oleh sumber daya manusia dan sumber daya sekolah yang memadai.
Sumber daya sekolah tersebut diantaranya adalah pendidik dan
tenaga keependidikan, sarana prasarana, dan pembiyaan/dana
sekolah.
Dalam UU No. 20 tahun 2003 disebutkan pendidik adalah
tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen,
konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator
dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan,
tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan
diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi,
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pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis
untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
Pendidik dan tenaga kependidikan harus mempunyai
kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya agar dapat
menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam Permendiknas No. 16
tahun 2007 disebutkan karakteristik seorang pendidik meliputi
standar kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik. Kualifikasi
akademik dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun uji
kelayakan dan kesetaraan yang biasanya ditunjukkan dengan
sertifikat atau ijazah sebagai bukti kelulusannya.
Adapun kompetensi pendidik dapat diketahui melalui kinerja
pendidik yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial
dan profesional. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan
pendidik yang berkaitan dengan sikap mental sebagai seorang
pendidik. Sesuai dengan standar, maka kompetensi pedagogik
minimal yang harus dimiliki, guru adalah mampu merencanakan,
melaksanakan, dan mengevaluasi sesuai dengan prinsip-prinsip
pembelajaran
Kompetensi kepribadian terkait dengan kemampuan guru
dalam hal pengendalian diri. Dalam hal ini guru memiliki integritas
kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum,
sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kompetensi
sosial berkaitan dengan kemampuan guru dalam berhubungan
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dengan orang lain, dalam hal ini guru mampu berkomunikasi secara
efektif dan santun dengan sesama guru, karyawan, orang tua siswa,
dan masyaraka Adapun kompetensi profesional berkaitan dengan
penguasaan guru terhadap keilmuan bidang keahlian yang
diampunya yaitu dengan menguasai materi, struktur, konsep, dan
pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu
Kebutuhan sumber daya sekolah yang terpenting lainnya
adalah ketersediaan sarana prasarana sekolah. Sekolah diberikan
kewenangan dalam program pengelolaan sarana dan prasarana
sekolah mulai dari merencanakan, memenuhi, mendayagunakan, dan
melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada
di sekolah. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolah yang
paling mengetahui kebutuhan fasilitas, baik kecukupan maupun
kesesuaiannya.
Dalam Permendiknas No. 40 Tahun 2008 tentang Standar
Sarana dan Prasarana SMK/MAK, disebutkan standar sarana
prasarana sekolah mencakup: (1) bangunan; (2) kelengkapan sarana
prasarana ruang pembelajaran umum, (3) kelengkapan sarana
prasarana ruang penunjang, dan (4) kelengkapan sarana prasarana
ruang pembelajaran khusus. Sekolah dikatakan memenuhi kebutuhan
sarana dan prasarana berarti harus memiliki minimal kebutuhan
sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu
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sekolah harus mampu mendayagunakan dan memanfaatkannya
secara optimal.
Sumber daya selanjutnya yang sangat penting dalam
penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah pembiayaan/dana
sekolah. Menurut Harsono (2007: 9) biaya pendidikan berdasarkan
sumbernya dapat digolongkan menjadi 4 jenis, (1) biaya pendidikan
yang dikeluarkan oleh pemerintah, (2) biaya pendidikan yang
dikeluarkan oleh masyarakat orang tua/wali siswa, (3) biaya
pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua/wali
siswa, misalnya sponsor dairi lembaga keuangan dan perusahan, dan
(4) lembaga pendidikan itu sendiri. Senada dengan hal ini, Umaedi
(2008: 3.7) menyatakan bahwa sumber pembiayaan sekolah dapat
bersumber dari (1) pemerintah, (2) masyarakat termasuk dana dari
orang tua/masyarakat/dunia usaha, dan (3) sumber lainnya, misalnya
hibah atau pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penerimaan sumber biaya pendidikan juga ditegaskan dalam PP No.
48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, disebutkan bahwa
pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara
pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Depdiknas (2009: 63) menjelaskan indikator kemandirian
sekolah ditinjau dari sumber dana dan pendanaan antara lain dapat
dilihat dari: 1) upaya sekolah dalam mengembangkan unit-unit
usaha/income generating untuk menghasilkan pemasukan dana, baik
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berupa usaha jasa maupun produk; 2) Mengupayakan dapat bantuan
dana secara kontinyu dari daerahnya untuk mendukung pelaksanaan
program yaitu dianggarkan melalui APBD daerah, agar tidak
tergantung dari pemerintah pusat; 3) meningkatkan peran dan fungsi
komite sekolah untuk mendukung pelaksanaan program khususnya
dalam bidang pendanaan/keuangan. 4) mengoptimasikan potensi
sumber daya sekolah (SDM, sarpras, lingkungan fisik/social, dan
lainnya) dan masyarakat sekitarnya untuk menghasilkan keuntungan
ekonomi. 5) menjalin kerjasama dengan perusahaan sekitar atau
pihak lain untuk membantu dana pendidikan melalui sponsorship
atau beasiswa atau untuk mendukung pelaksanaan program.
Berdasarkan uraian ini maka kemandirian sekolah dalam pendanaan
dapat dilihat dari perolehan sumber dana sekolah dan upaya sekolah
dalam memperoleh sumber pembiayaan.
b. Kerjasama/kemitraan sekolah
Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008), mitra adalah
teman; sahabat; kawan kerja; pasangan kerja; rekan, sedangkan
kemitraan adalah hubungan atau jalinan kerjasama. Kemitraan
merupakan hubungan atau jalinan kerjasama dimana masing-masing
orang yang memiliki keahlian berbeda bekerja bersama menjadi satu
kelompok/tim.
Dalam pandangan manajemen, kerjasama dimaknai dengan
istilah collaboration (Surya Darma, 2008: 5). Makna ini sering
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digunakan dalam terminologi manajemen pemberdayaan staf yaitu
kerjasama antara manajer dengan staf dalam mengelola organisasi.
Sekolah merupakan organisasi, tidak ada organisasi tanpa kerjasama,
sehingga dalam pengelolaan sekolah dibutuhkan kerjasama yang baik
dari para pemangku kepentingan agar tujuan sekolah dapat tercapai.
Dalam pelaksanaan program sekolah diperlukan adanya
masukan-masukan atau bantuan secara langsung dari para stakeholder.
Namun demikian, adanya masukan atau bantuan dari para pemangku
kepentingan tersebut tidak mengurangi prinsip dan makna kemandirian
yang dibangun sekolah. Kemandirian dalam arti luas tetap menerima
dan memerlukan kerjasama dengan pihak lain. Disamping itu, terdapat
beberapa hal yang tidak bisa hanya ditangani oleh sekolah, sehingga
kerjasama atau kemitraan tetap diperlukan.
Menurut Daryanto (2006: 71), dalam dunia pendidikan dikenal
dua macam hubungan, yakni: (1) hubungan dalam penyelenggaraan
program pendidikan dengan masyarakat sekolah, dan (2) Hubungan
dengan masyarakat di luar sekolah. Hubungan dengan masyarakat
sekolah dapat diartikan sebagai kerjasama antar warga sekolah
(kerjasama internal). Hubungan dengan mayarakat di luar sekolah
merupakan kerjasama antara sekolah dengan pihak luar sekolah
(kerjasama eksternal). Kerjasama sekolah yang baik ditunjukkan oleh
hubungan antar warga sekolah yang erat, hubungan sekolah dan
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masyarakat erat, serta adanya kesadaran bersama bahwa output program
sekolah merupakan hasil teamwork (Depdiknas, 2009: 63).
Kemitraan/kerjasama penting untuk dilakukan karena disadari
sepenuhnya bahwa hasil pendidikan sekolah merupakan hasil kolektif
dari unsur-unsur terkait atau para pemangku kepentingan
(stakeholders). Kemitraan yang dapat menghasilkan teamwork yang
kompak, cerdas, dan dinamis akan menentukan keberhasilan pencapain
tujuan sekolah. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan
kemitraan perlu ditempuh melalui: (1) pembuatan pedoman mengenai
tatacara kemitraan, penyediaan sarana kemitraan dan saluran
komunikasi, (2) melakukan advokasi, publikasi, dan transparansi
terhadap pemangku kepentingan, dan (3) melibatkan pemangku
kepentingan sesuai dengan prinsip relevansi, yurisdiksi, dan kompetensi
serta kompatibilitas tujuan yang akan dicapai (Surya Darma, 2010: 45).
Di dalam sekolah, terdapat sejumlah orang yang bekerja pada
posisi dan peran masing-masing. Dari sudut pandang ini, sekolah adalah
sebuah tim kerja (teamwork), sehingga output pendidikan di sekolah
merupakan hasil kerjasama warga sekolah, bukan hasil individual.
Karena itu, budaya kerjasama antar fungsi dalam sekolah dan antar
individu dalam sekolah harus merupakan kebiasaan hidup sehari-hari
warga sekolah.
Selain kerjasama internal sekolah, dalam pelaksanaan program
sekolah juga memerlukan kerjasama dengan pihak terkait. Bentuk
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kerjasama dalam pelaksanaan program sekolah disesuaikan dengan
kondisi dan kebutuhan sekolah dan juga pihak terkait yang menjadi
mitranya. Prinsip dasar dalam menjalin kemitraan ini antara lain: saling
menguntungkan, saling percaya, kesejajaran, saling memberi dan
menerima, dan berjangka.
Menurut Surya Darma (2010: 36), dalam MBS sekolah memiliki
mitra yang mewakili masyarakat sekitarnya yang disebut komite
sekolah. Tugas dan fungsi komite sekolah dalam pelaksanaan MBS
adalah: (1) memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada
sekolah mengenai kebijakan dan program pendidikan, RAPBS, kriteria
kinerja sekolah, kriteria pendidik dan tenaga kependidikan, kriteria
fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
(2) mendorong orangtua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi
dalam pendidikan, menggalang dana masyarakat dalam rangka
pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, mendorong tumbuhnya
perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu tinggi, melakukan evaluasi dan pengawasan
terhadap kebijakan/program/ penyelenggaraan dan keluaran pendidikan,
melakukan kerjasama dengan masyarakat, dan menampung dan
menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan
yang diajukan oleh masyarakat.
Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
dibutuhkan kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Hal ini
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dikarenakan SMK adalah lembaga pendidikan kejuruan yang
diselenggarakan untuk mempersiapkan siswa memasuki lapangan kerja
dan mengembangkan sikap professional dalam bidang tertentu. Kerjasama
antara SMK dengan dunia usaha dan industri dilaksanakan melalui model
penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yang dikembangkan
untuk meningkatkan relevansi SMK dengan kebutuhan dunia kerja.
Pelaksanaan PSG berdasarkan keputusan Mendikbud No. 0490/1992
tentang kerjasama SMK dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI)
bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian program SMK dengan
kebutuhan dunia kerja yang diusahakan dengan saling menguntungkan
Dalam Lampiran Permendiknas No. 19 Tahun 2007, disebutkan
bahwa setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang
relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan
lulusan. Kemitraan sekolah dapat dilakukan dengan lembaga
pemerintah maupun nonpemerintah seperti perguruan tinggi, sekolah
yang setara, mayarakat, serta dunia usaha dan dunia industri di
lingkungannya. Indikator keberhasilan sekolah dalam menjalin
kerjasama/kemitraan antara lain ditunjukkan oleh: (1) terbentuknya tim
khusus humas/atau tim kerjasama dengan tupoksi dan program dan
mampu (berhasil) menggalang kemitraan, (2) terlaksananya kunjungan
penjajagan kerjasama dengan pihak terkait untuk memperoleh masukan
sebelum pelaksanaan program, (3) terealisasikannya kontrak kerjasama
yang dituangkan dalam MoU atau pigam piagam kerjasama dengan
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pihak terkait, dan (4) terealisasikannya berbagai kegiatan dalam
kerangka mensukseskan pelaksanaan program, seperti (a) pertukaran
pelajar, guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan pimpinan sekolah
dalam upaya penambahan wawasan dan kompetensinya; (b) magang
guru ke lembaga lain untuk meningkatkan kompetensi, dan sebagainya
(Depdiknas, 2009: 64).
c. Bentuk partisipasi
Partisipasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu “participation”
yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan (Echols dan
Shadily, 2006: 419). Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008)
partisipasi adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan.
Berdasarkan definisi ini maka partisipasi dapat diartikan sebagai peran
serta atau dukungan dalam suatu kegaitan.
Depdiknas (2009: 43) menyatakan bahwa partisipasi adalah
proses dimana stakeholders (warga sekolah dan masyarakat) terlibat
aktif baik secara individual maupun koletif, secara langsung maupun
tidak langsung, dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan,
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengevaluasian pendidikan di
sekolah. Partisipasi yang dimaksud merupakan penciptaan lingkungan
yang terbuka dan demorakatik di sekolah, dimana warga sekolah
(kepala sekolah, guru, karyawan) dan masyarakat didorong untuk
terlibat dalam memberikan dukungan secara langsung dalam
penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan,
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perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang diharapkan
dapat meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dilandasi oleh keyakinan
bahwa jika seseorang turut serta (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan
pendidikan, maka akan memiliki rasa memiliki terhadap sekolah,
sehingga akan bertanggung jawab dan berdedikasi untuk mencapai
tujuan sekolah.
Penerapan MBS adalah untuk membuat kebijakan/keputusan
sekolah lebih dekat dengan stakeholders sehingga hasilnya benar-benar
mencerminkan aspirasi stakeholders. Untuk itu, MBS mensyaratkan
adanya partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pendidikan di sekolah (stakeholders), baik warga
sekolah seperti guru, kepala sekolah, siswa, dan tenaga-tenaga
kependidikan lainnya, maupun warga di luar sekolah seperti orang tua
siswa, akademisi, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak lain yang
mewakili masyarakat yang diwadahi melalui komite sekolah.
Partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan sekolah telah
diatur dalam suatu kelembagaan yang disebut dengan Komite Sekolah.
Secara resmi keberadaan Komite Sekolah ditunjukkan melalui Surat
Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan
dan Komite Sekolah. Komite Sekolah diharapkan menjadi mitra
sekolah yang dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa
masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program
pendidikan di sekolah. Tugas dan fungsi Komite Sekolah antara lain
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mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; mendorong orangtua dan
masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung
peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; dan menggalang dana
masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di
satuan pendidikan. Selain itu, Komite Sekolah juga dapat memberikan
masukan dan pertimbangan kepada sekolah tentang kebijakan dan
program pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah.
Pendeknya, Komite Sekolah diharapkan berperan sebagai pendukung,
pemberi pertimbangan, mediator dan pengontrol penyelenggaraan
pendidikan di sekolah.
Tujuan utama peningkatan partisipasi adalah untuk:
(1) meningkatkan dedikasi/kontribusi stakeholders terhadap
penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik dalam bentuk jasa
(pemikiran/intelektualitas, keterampilan), moral, finansial, dan
material/barang; (2) memberdayakan kemampuan yang ada pada
stakeholders bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional; (3) meningkatkan peran stakeholders dalam penyelenggaraan
pendidikan di sekolah, baik sebagai advisor, supporter, mediator,
controller, resource linker, and education provider, dan (4) menjamin
agar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil benar-benar
mencerminkan aspirasi stakeholders dan menjadikan aspirasi
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stakeholders sebagai panglima bagi penyelenggaraan pendidikan di
sekolah (Surya Darma, 2010: 68).
Bentuk partisipasi dapat berupa apa saja yang relevan dalam
pelaksanaan program sekolah, baik berupa fisik maupun non fisik.
Menurut Engkoswara (2010: 297), peningkatan partisipasi masyarakat
dipilah dalam dua kategori, yaitu partisipasi dalam bentuk kontribusi
pembiayaan, dan partisipasi dalam bentuk pemikiran dan tenaga.
Sementara itu, Depdiknas (2009: 9) menyatakan bentuk-bentuk
partisipasi stakeholders diantaranya adalah: a) berupa dukungan dana,
(b) berupa dukungan tenaga, (c) berupa dukungan pemikiran, dan
(d) berupa dukungan material/fasilitas.
d. Keterbukaan sekolah
Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008), transparan adalah
tembus pandang; bening; jernih; jelas; terbuka tidak terbatas pada orang
tertentu saja. Dalam ruang lingkup sekolah, transparansi berarti
keadaaan dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan
pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil kebijakan sekolah.
Dengan kata lain, transparansi sama dengan polos, apa adanya, tidak
bohong, tidak curang, jujur, dan terbuka terhadap publik tentang apa
yang dikerjakan oleh sekolah. Keterbukaan ini ditunjukkan dalam
pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan,
penggunaan uang dan sebagainya, yang selalu melibatkan pihak-pihak
terkait sebagai alat kontrol (Depdiknas, 2001: 16).
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Sekolah adalah organisasi pelayanan yang diberi mandat oleh
publik untuk menyelenggarakan pendidikan sebaik-baiknya. Mengingat
sekolah adalah organisasi pelayanan publik, maka sekolah harus
transparan kepada publik mengenai proses dan hasil pendidikan yang
dicapai. Transparansi dicapai melalui kemudahan dan kebebasan publik
untuk memperoleh informasi dari sekolah. Transparansi sekolah perlu
ditingkatkan agar publik memahami situasi sekolah dan dengan
demikian mempermudah publik untuk berpartisipasi dalam
penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Upaya-upaya yang perlu
dilakukan dalam kerangka meningkatkan transparansi sekolah kepada
publik antara lain melalui pendayagunaan berbagai jalur komunikasi,
baik secara langsung melalui temu wicara, maupun secara tidak
langsung melalui jalur media tertulis (brosur, leaflet, newsletter,
pengumuman melalui surat kabar) maupun media elektronik (Surya
Darma, 2010: 72).
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau
kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan sekolah, yakni informasi tentang kebijakan, proses
pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai. Prinsip
ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh sekolah, dan (2)
hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit
dilakukan jika sekolah tidak menangani kinerjanya dengan baik
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kinerjanya. Manajemen kinerja sekolah yang baik adalah titik awal dari
transparansi sekolah.
Keterbukaan sekolah ditujukan untuk membangun kepercayaan
dan keyakinan publik terhadap sekolah bahwa sekolah adalah
organisasi pendidikan yang bersih dan berwibawa. Bersih dalam arti
tidak KKN dan berwibawa dalam arti profesional. Transparansi
bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekolah
dan publik melalui penyediaan informasi yang memadai dan menjamin
kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterbukaan
sekolah ditunjukkan dengan selalu melibatkan pihak-pihak terkait
dalam penyelenggaraan sekolah sebagai alat kontrol. Sekolah yang
terbuka merupakan sekolah yang memberikan kemudahan akses
informasi kepada warga sekolah dan masyarkat terkait dengan apa saja
yang dilakukan sekolah dengan mendayagunakan berbagai jalur
komunikasi atau wadah informasi. Maka dari itu indikator keterbukaan
sekolah dalam penelitian ini adalah : (1) keterlibatan warga sekolah dan
komite sekolah dalam perumusan program dan keuangan sekolah, dan
(2) kemudahan mengakses informasi melalui berbagai jalur informasi
oleh warga sekolah dan masyarakat.
e. Akuntabilitas sekolah
Menurut Slamet PH (2006: 37) dikutip dari Bangun (2009: 22),
akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-
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jawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan
penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau
kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Sementara itu, Depdiknas (2009: 45) menyampaikan bahwa
akuntabilitas sekolah adalah pertanggungjawaban sekolah kepada
warga sekolahnya, masyarakat, dan pemerintah melalui pelaporan dan
pertemuan yang dilakukan secara terbuka. Dengan demikian,
akuntabilitas sekolah adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus
dilakukan sekolah terhadap keberhasilan program yang telah
dilaksanakan.
Manajemen berbasis sekolah dengan desentralisasi kewenangan
kepada sekolah bukan hanya memberikan kewenangan untuk
mengambil keputusan yang lebih luas (daripada sebelumnya), tetapi
juga sekaligus membebankan pertanggungjawaban oleh sekolah atas
apa-apa yang dikerjakan dan hasil kerjanya. Akuntabilitas pendidikan
dan hasilnya diberikan bukan hanya kepada satu stakeholder
(pusat/birokrasi), tetapi kepada berbagai pihak (stakeholders), termasuk
di dalamnya orang tua, komite sekolah (masyarakat), dan pengguna
lulusan, disamping secara internal kepada guru-guru dan warga sekolah
(Umaedi, 2008: 4.10). Akuntabilitas kepada berbagai pihak ini pada
gilirannya akan meningkatkan kepedulian yang kuat (komitmen) pihak-
pihak terkait tersebut atas apa yang terjadi di sekolah.
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Akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas
vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal menyangkut
hubungan antara pengelola sekolah dengan masyarakat (sekolah dengan
orang tua siswa, dan sekolah dengan instansi di atasnya yaitu yayasan
atau Dinas Pendidikan). Sedangkan akuntabilitas horisontal
menyangkut hubungan antara sesama warga sekolah (antar kepala
sekolah dengan komite, dan antara kepala sekolah dengan guru).
Akuntabilitas ini berbentuk laporan prestasi yang dicapai dan
dilaporkan kepada pemerintah, warga sekolah, dan orang tua siswa
(masyarakat). Berdasarkan laporan hasil pelaksanaa program,
pemerintah, warga sekolah, dan masyarakat dapat menilai apakah
program sekolah telah mencapai tujuan yang dikehendaki atau tidak.
Jika berhasil mencapai tujuan yang dikehendkai maka pemerintah,
warga sekolah, dan masyarakat perlu memberikan penghargaan,
semangat ataupun dorongan untuk peningkatan program yang akan
datang. Namun apabila tidak mencapai tujuan yang dikehendaki,
pemerintah, warga sekolah, dan masyarakat berhak meminta
pertanggungjawaban dan penjelasan sekolah atas kegagalan
pelaksanaan program. Dengan cara ini, maka sekolah tidak akan main-
main dalam melaksanakan program pada tahun mendatang.
Tujuan utama akuntabilitas sekolah terhadap pelaksanaan
program dan hasilnya adalah untuk memwujudkan sekolah yang
akuntabel dan terpercaya. Keberhasilan akuntabilitas sekolah adalah
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ditandai dengan meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik
terhadap sekolah (Depdiknas, 2009: 45). Dengan meningkatnya
akuntabilitas sekolah, maka akan mewujudkan sekolah yang akuntabel
dan terpercaya.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabiltas
sekolah merupakan pertanggungjawaban sekolah kepada para
pemangku kepentingan terkait dengan proses dan hasil pelaksnaan
program dan keuangan sekolah dalam bentuk laporan tertulis.
Akuntabilitas sekolah juga kewajiban sekolah untuk menjawab maupun
menerangkan apa saja yang dilakukan sekolah guna membahas laporan
pertanggungjawaban melalui pertemuan antara sekolah dengan pihak-
pihak terkait. Penyampaian informasi pertanggungjawaban sekolah
akan memberikan kepuasan kepada warga sekolah dan masyarakat
karena warga sekolah dan masyarakat telah mengetahui apa saja yang
dilakukan sekolah. Maka dari itu indikator akuntabilitas sekolah dalam
penelitian ini adalah: (1) pelaporan proses dan hasil pelaksanaan
program maupun keuangan sekolah, (2) pertemuan untuk membahas
laporan pertanggungjawban, dan (3) kepuasan warga sekolah dan
komite sekolah terhadap pertanggungjawaban sekolah.
B. Penelitian Yang Relevan
Terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan terkait dengan
implementasi manajemen berbasis sekolah, diantaranya penelitian yang
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dilakukan oleh Tamsir (2010) tentang Implementasi Manajemen Berbasis
Sekolah di SMK Negeri 2 Wonosari Gunungkidul. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: (1) sekolah telah melakukan berbagai upaya dalam
rangka menyiapkan input-input yang diperlukan untuk kesiapan pelaksanaan
MBS di sekolah belum optimal, (2) transparansi manajemen telah
dilaksanakan dengan baik di bidang program dan kebijakan maupun di bidang
keuangan, namun secara teknis masih perlu disempurnakan. Sementara pada
aspek pertanggungjawaban ketercapaian program dan pengelolaan keuangan,
dalam rangka akuntabilitas telah dilakukan dengan baik dengan membuat
laporan tertulis kepada komite sekolah, wali murid, dan warga sekolah, (3)
kerjasama antara warga sekolah dan antara warga sekolah dengan masyarakat
telah terjalin dengan baik, (4) sekolah memiliki kemandiran yang ditunjukkan
dengan melakukan pengembangan struktur organisasi, mengembangkan
uraian tugas personil, pengembangan kurikulum dan melaksanakan inovasi
pembelajaran dengan memanfaatkan ICT dalam pembelajaran, (5) berkaitan
dengan ketercapaian sasaran sekolah telah berhasil meningkatkan prestasi
baik di bidang akademik maupun non akademik, (6) masih banyak kendala
yang dialami antara lain, sulit melakukan perubahan, kultur kerja keras belum
sepenuhnya terbangun, kualitas sumber daya manusia masih perlu
ditingkatkan dan sebagian kurang peduli terhadap perubahan. Berdasarkan
hasil penelitian ini dan implikasinya maka disarankan kepada sekolah agar
melakukan sosialisasi visi, misi, dan program lebih intensif, peningkatan
peran warga sekolah, peningkatan kerjasama internal dan eksternal.
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Penelitian lain dilakukan oleh LPMP Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tentang Pelaksanaan MPMBS di SMK Propinsi DIY (2005: 31)
yang dikutip dari Mujari (2007). Hasil penelitian ini merekomendasikan:
1) sosialisasi tentang prestasi sekolah, 2) sosialisasi visi dan misi sekolah
kepada warga sekolah, 3) keterlibatan warga sekitar dengan lembaga
(sekolah) sehingga melahirkan kerjasama yang baik, 4) perlu kerjasama
dengan lembaga (pihak pengguna lulusan) untuk lebih mengembangkan
lembaga (sekolah), 5) peninjauan kembali peraturan daerah yang
berhubungan dengan lembaga sekolah, 6) pengangkatan guru lokal sesuai
dengan keahliannya, sehingga muatan lokal dapat dikembangkan di sekolah,
7) dibentuknya ikatan alumni, sehingga menimbulkan keterkaitan antara
lembaga dengan alumni, 8) meningkatkan sumber daya manusia warga
sekolah baik melalui diklat/kursus, atau pendidikan khusus, 9) agar
pelaksanaan MPMBS lebih optimal diperlukan diklat MPMBS, 10) agar
pelaksanaan pembelajaran lebih optimal perlu pengembangan model-model
pembelajaran, 11) untuk menimbulkan inovasi perlu adanya in house training
untuk memberikan kemampuan pada team work sekolah yang handal.
Hasil penelitian Nurdin Hidayat (2010) tentang peran komite sekolah
dalam implementasi manajemen pendidikan di SMK Negeri 4 Yogyakarta
dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta menyatakan bahwa: (1) Pelaksanaan
peran komite sekolah SMK Negeri 4 Yogyakarta (a) sangat efektif pada
perannya pada badan pertimbangan, (b) efektif pada perannya sebagai badan
pendukung, (c) cukup efektif perannya sebagai badan pengontrol, (d) sangat
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efektif perannya sebagai badan penghubung, (2) Pelaksanaan peran komite
sekolah SMK Muhammdiyah 3 Yogyakarta (a) sangat efektif pada perannya
sebagai badan pertimbangan, (b) cukup efektif perannya sebagai badan
pendukung, (c) cukup efektif perannya sebagai badan pengontrol, (d) sangat
efektif perannya sebagai badan penghubung.
C. Kerangka Pikir
Penyelenggaraan pendidikan nasional yang dilakukan secara
sentralistik menempatkan sekolah sangat tergantung pada keputusan birokrasi
pusat, yang terkadang kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi sekolah.
Hal inilah yang menyebabkan mutu pendidikan di Indonesia rendah dan tidak
sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu dilakukan perubahan
pengelolaan sistem pendidikan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi
yang disebut dengan manajemen berbasis sekolah (MBS).
Manajemen berbasis sekolah merupakan model manajemen
pendidikan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah untuk
mengatur dan mengurus sekolah menurut prakarsa sendiri melalui sumber
daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan potensi sekolah berdasarkan
partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Model manajemen pendidikan
dengan penerapan MBS harus dilaksanakan oleh sekolah sebagaimana
tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, PP No. 19 tahun
2005 tentang SNP, dan PP No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan.
Dalam upaya manajemen sekolah yang baik dan seusai dengan peraturan
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perundangan yang berlaku, maka dalam penyelenggaraan program sekolah
yagn meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/evaluasi program
sekolah ditunjukkan dengan prinsip-prinsip MBS yaitu kemandirian,
kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Program sekolah
tersebut berisi delapan aspek standar nasional pendidikan (SNP) yang
dikelola sekolah meliputi kurikulum, PBM, penilaian, pendidik dan tenaga
kependidikan, sarana prasarana, dan pembiayaan.
1. Kemandirian Sekolah
Sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan warga sekolah menurut inisiatif/prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
diantaranya yaitu kewenangan dalam pengembangan kurikulum dan
program pembelajaran. Untuk menjadi mandiri, sekolah harus didukung
oleh sumber daya yang sesuai dengan tuntuntan progam. Sehingga sekolah
harus mampu memenuhi kebutuhan sumber dayanya yang meliputi
pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana sekolah, serta
pembiayaan/dana sekolah.
2. Kerjasama Sekolah
Dalam pelaksanaan program sekolah diperlukan adanya masukan-
masukan atau bantuan pelaksanaan secara langsung dari para pemangku
kepentingan (stakeholders) sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik dari
para pemangku kepentingan. Kerjasama ini dilakukan antar sesama warga
sekolah (kerjasama internal) dan antara sekolah para pemangku
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kepentingan dari luar sekolah (kerjasama eksternal). Kerjasama sekolah
yang baik ditunjukkan oleh hubungan antar warga sekolah yang erat,
hubungan sekolah dan masyarakat erat, serta adanya kesadaran bersama
bahwa output program sekolah merupakan hasil kolektif teamwork.
3. Bentuk Partisipasi
Partisipasi stakeholders di sekolah dilandasi oleh keyakinan bahwa
jika seseorang dilibatkan (berpartisipasi) dalam pelaksanaan program
sekolah, maka yang besangkutan akan memiliki rasa memiliki terhadap
sekolah, sehingga yang bersangkutan juga akan bertanggungjawab dan
berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah. Partisipasi dari
stakeholders mempertimbangkan keahlian, batas kewenangan, dan
relevansinya dengan tujuan partisipasi dalam penyelenggaraan program
sekolah. Bentuk partisipasi tersebut dapat berupa dukungan dana,
dukungan pemikiran, dukungan material/fasilitas, dan dukungan tenaga.
4. Keterbukaan Sekolah
Sekolah merupakan lembaga pelayanan publik di bidang
pendidikan yang diberi mandat oleh masyarakat untuk mengelola
pendidikan di sekolah, sehingga keterbukaan dalam penyelenggaraan
program sekolah merupakan hak publik. Keterbukaan sekolah dalam
penelitian ini ditunjukkan dengan keterlibatan warga sekolah dan komite
sekolah dalam perumusan program dan keuangan sekolah dan kemudahan
mengkases informasi oleh warga sekolah dan masyarakat melalui berbagai
jalur komunikasi.
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5. Akuntabilitas Sekolah
Sekolah diberi mandat oleh masyarakat untuk menyelenggarakan
pendidikan sebaik-baiknya, sehingga penyelenggara sekolah bertanggung-
jawab atas proses dan hasil kerjanya kepada masyarakat. Akuntabilitas
merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban
penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau
kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Akuntabilitas dalam pelaksanaan program sekolah berarti pertanggung-
jawaban sekolah kepada warga sekolah, masyarakat, dan pemerintah atau
yayasan melalui pelaporan dan pertemuan terhadap proses dan hasil
pelaksanaan program maupun keuangan sekolah. Pertanggungjawaban
proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah pada
gilirannya kan meningkatkan kepuasan warga sekolah dan masyarakat.
Salah satu upaya untuk mengetahui kondisi dan eksistensi
implementasi MBS di sekolah, maka perlu dilakukan penelitian. Penelitian
MBS ini lebih ditekankan kepada perolehan data dan informasi di lapangan
berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip MBS di sekolah sekolah. Oleh
karena itu, untuk menentukan arah dan tujuan penelitian maka dibuat
kerangka berpikir seperti pada gambar berikut.
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian
Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir, maka pertanyaan
penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana kewenangan atau otonomi sekolah dalam mengembangkan
program kurikulum dan pembelajaran?
2. Bagaimana ketersediaan sumber daya sekolah yang meliputi pendidik dan
tenaga kependidikan, sarana prasarana sekolah, dan pembiyaan/dana
sekolah?
Implementasi
Manajemen Berbasis Sekolah
Kemandirian Sekolah
1. Kewenangan sekolah dalam
pengembangan kurikulum dan program
pembelajaran
2. Kemampuan memenuhi kebutuhan
sumber dayanya sendiri
Kerjasama Sekolah
1. Kerjasama internal
2. Kerjasama eksternal
Bentuk Partisipasi
1. Dukungan dana
2. Dukungan material/fasilitas
3. Dukungan pemikiran
4. Dukungan tenaga
Keterbukaan Sekolah
1. Keterlibatan warga sekolah dan komite
sekolah
2. Kemudahan mengakses informasi oleh
warga sekolah dan komie sekolah
Akuntabilitas Sekolah
1. Pelaporan
2. Pertemuan
3. Kepuasan warga sekolah dan komite
sekolah terhadap sekolah.
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3. Bagaimana hubungan kerjasama internal antar warga sekolah?
4. Bagaimana hubungan kerjasama eksternal sekolah?
5. Apa saja bentuk partisipasi stakeholders dalam penyelenggaraan program
sekolah?
6. Siapa saja yang terlibat dalam perumusan program dan keuangan sekolah?
7. Media apa saja yang digunakan sekolah dalam menyebarkan informasi
program dan keuangan sekolah?
8. Kepada siapa saja sekolah mempertanggungjawabkan proses dan hasil
pelaksanaan program maupun keuangan sekolah?
9. Apakah sekolah membuat laporan pertanggungjawaban program dan
keuangan sekolah?
10. Apakah sekolah mengadakan pertemuan dengan para pemangku
kepentingan untuk membahas laporan pertanggungjawaban?
11. Apakah warga sekolah dan komite sekolah merasa puas terhadap
pertanggungawaban sekolah?
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat non-
eksperimental dengan metode pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif
adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri,
baik pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau
menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono,
2009: 56). Dalam arti ini, penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan
suatu gejala atau peristiwa yang menjadi objek penelitian tanpa memberikan
perlakuan khusus terhadap objek tersebut, dan tidak mencari hubungan atau
menerangkan komparasi antar variabel, sehingga tidak memerlukan hipotesis.
Sejalan dengan pengertian tersebut, maka penelitian deskriptif ini bertujuan
untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi manajemen berbasis
sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta.
B. Subjek Penelitian
Subjek penelitian atau responden adalah pihak yang dijadikan sumber
data penelitian dengan memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan
oleh peneliti. Subjek penelitian ini diantaranya adalah kepala sekolah, wakil
kepala sekolah ketenagaan, wakil kepala sekolah kurikulum, wakil kepala
sekolah kesiswaan, wakil kepala sekolah hubungan masyarakat, wakil kepala
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sekolah sarana prasarana, guru, kepala tata usaha, bendahara, dan komite
sekolah seperti yang terlihat pada tabel di bawah.
Tabel 2. Subjek Penelitian
No. Subjek Penelitian Jumlah
1 Kepala sekolah 1
2 Waka ketenagaan 1
3 Waka kurikulum 1
7 Waka kesiswaan 1
8 Waka humas 1
9 Waka sarana prasarana 1
10 Guru 96
11 Kepala tata usaha 1
12 Bendahara 1
13 Komite sekolah 1
Jumlah 105
Angket disebarkan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan
guru sebanyak 102 angket, namun yang kembali dan dapat dianalisis adalah
98 angket. Sedangkan untuk subjek penelitian yang lain adalah untuk
mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan tabel
penentuan jumlah sampel oleh Isaac dan Michael untuk tingkat kesalahan 1%
pada jumlah populasi 110 responden adalah 94 responden (Sugiyono, 2009:
128). Maka dalam penentuan jumlah populasi angket penelitian ini masih
memenuhi kriteria tingkat kesalahan 1%, sehingga data angket dapat
dianalisis.
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C. Lokasi Penelitan
Penelitian ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta
Jl. Pramuka 62 Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta. Adapun waktu
penelitian adalah dari bulan April s/d bulan Agustus 2010.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti
untuk memperoleh data penelitian yang dibutuhkan. Pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan multi-metode agar diperoleh data yang akurat dan
lengkap. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu dengan angket,
wawancara, dan dokumentasi.
1. Angket
Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpualan data yang
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan
tertulis kepada responden dengan jumlah banyak untuk dijawab. Angket
yang digunakan adalah angket tertutup (berstruktur), yaitu angket yang
disajikan sedemikian rupa agar responden tinggal memilih salah satu
jawaban. Pengukuran angket menggunakan skala Likert yang terdiri dari
empat macam pilihan yaitu: sangat setuju (bernilai skor 4), setuju (bernilai
skor 3), kurang setuju (bernilai skor 2), dan tidak setuju (bernilai skor 1).
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2. Wawancara
Wawancara adalah cara pengumpulan data guna memperoleh
informasi secara langsung dari responden. Wawancara digunakan supaya
peneliti mengetahi informasi yang lebih mendalam dari responden.
Wawancara bertujuan agar data yang didapat menjadi akurat dan detail.
Pedoman wawancara disusun secara sistematis, lengkap dan sesuai dengan
angket agar proses wawancara berjalan lancar.
3. Dokumentasi
Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa buku-buku
yang relevan, laporan kegiatan, peraturan-peraturan dan dokumen lain
yang relevan. Teknik ini dimaksudkan untuk untuk menguatkan data yang
diperoleh dari angket dan wawancara yang telah terkumpul. Agar
dokumentasi berjalan lancar, maka dibuat panduan dokumentasi.
E. Instrumen Penelitian
Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008), instrumen dapat
diartikan sebagai: (1) alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, dan
(2) sarana penelitian (berupa seperangkat tes, angket, dan sebagainya) untuk
mengumpulkan data. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur objek
penelitian atau nilai variabel yang diteliti (Sugiyono, 2009: 133). Instrumen
penelitian disusun dengan menjabarkan variabel-variabel penelitian
berdasarkan kajian teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Dari kajian
71
teori diperoleh beberapa indikator yang kemudian dijadikan butir-butir
instrumen yang akan digunakan.
1. Penyusunan Instrumen Penelitian
Penyusunan angket pada penelitian ini menggunakan teknik yang
dikembangkan oleh Rensis Likert atau biasa disebut dengan Model Skala
Likert, yang memuat 4 (empat) pilihan jawaban, yaitu (SS) = Sangat
Setuju, (S) = Setuju, (KS) = Kurang Setuju, dan (TB) = Tidak Setuju,
dengan skor tertinggi 4 dan skor terendah 1. Panduan wawancara disusun
menggunakan pertanyaan yang digunakan untuk menggali informasi
terkait dengan indikator setiap variabel. Adapun panduan dokumentasi
disusun berdasarkan dokumen apa saja yang hendak digali terkait dengan
variabel penelitian. Untuk memudahkan penyusunan instrumen peneltian
maka diperlukan kisi-kisi instrumen penelitian seperti yang terlihat pada
tabel berikut.
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Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Angket
Variabel Indikator No. Item Sumber Data
Kemandirian
sekolah
Kewenangan dalam
pengembangan kurikulum dan
program pembelajaran
1,2,3,4,5,6,7,8,9
Kepala sekolah,
waka ketenagaan,
waka kurikulum,
waka kesiswaan,
waka sarana dan
prasarana sekolah,
waka humas,dan
guru sebanyak 98
responden
Pemenuhan pendidik dan
tenaga kependidikan 10 - 22
Pemenuhan sarana dan
prasarana sekolah 13 – 43
Pemenuhan pembiayaan 44 – 50
Kerjasama
sekolah
Kerjasama internal 1,2,3,4,5
Kerjasama eksternal 6,7,8,9,10,11,12
Bentuk
partitipasi
Dukungan dana 1,2,3
Dukungan material/fasilitas 4,5,6
Dukungan pemikiran 7,8,9
Dukungan tenaga 10,11,12
Keterrbukaan
sekolah
Keterlibatan warga sekolah
dan komite sekolah 1,2,3,4
Kemudahan mengkases
informasi 5,6,7,8
Akuntabilitas
sekolah
Pelaporan 1,2
Pertemuan 3,4
Kepuasan warga sekolah dan
komite sekolah 5,6
Tabel 4. Kisi-Kisi Instrumen Wawancara
Variabel Indikator No. Item Sumber Data
Kemandirian
sekolah
Kewenangan dalam
pengembangan kurikulum dan
program pembelajaran
1,2,3,4,5,6 Waka kurikulum
Pemenuhan pendidik dan tenaga
kependidikan 7,8 Waka ketenagaaan
Pemenuhan sarana dan prasarana
sekolah 9,10 Waka sarana praasarana
Pemenuhan pembiayaan 11,12,13,14 Waka ketenagaan dan bendahara
Kerjasama
sekolah
Kerjasama internal 1
Waka humas
Kerjasama eksternal 2 - 10
Bentuk
partitipasi
Dukungan dana 1,2,3
Waka humas dan komite sekolah
Dukungan material/fasilitas 4,5,6
Dukungan pemikiran 7,8,9
Dukungan tenaga 10,11,12
Keterrbukaan
sekolah
Keterlibatan warga sekolah dan
komite sekolah 1,2 Waka ketenagaan
Kemudahan mengkases informasi 3,4,5
Akuntabilitas
sekolah
Pelaporan 1,2
Waka ketenagaanPertemuan 3
Kepuasan warga sekolah dan
komite sekolah 4
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Tabel 5. Kisi-Kisi Instrumen Dokumentasi
Variabel Indikator Sumber Data
Kemandirian
sekolah
Kewenangan dalam
pengembangan kurikulum dan
program pembelajaran
Dokumen kurikulum/Buku I
KTSP, silabus, RPP, lembar
penilaian
Pemenuhan pendidik dan tenaga
kependidikan
Data Pokok PSMK 2010, data
guru dan karyawan,
Pemenuhan sarana dan prasarana
sekolah
Data Pokok PSMK 2010, data
sarana dan prasarana
Pemenuhan pembiayaan Data Pokok PSMK 2010, RAPBS
Kerjasama
sekolah
Kerjasama internal Surat perjanjian kerjasama
(MoU), laporan kegiatanKerjasama eksternal
Bentuk
partitipasi
Dukungan dana
Surat keputusan pengurus komite
sekolah, laporan kegiatan
Dukungan material/fasilitas
Dukungan pemikiran
Dukungan tenaga
Keterrbukaan
sekolah
Keterlibatan warga sekolah dan
komite sekolah
Laporan kegiatan, papan
pengumuman, website sekolahKemudahan mengkases informasi
Akuntabilitas
sekolah
Pelaporan Laporan program kegiatan dan
keuangan, papan pengumuman,
website sekolah
Pertemuan
Kepuasan warga sekolah dan
komite sekolah
2. Uji Instrumen
Instrumen (berupa angket, pedoman wawancara, dan pedoman
dokumentasi) yang baik akan memudahkan peneliti dalam memperoleh
data yang valid, akurat dan dapat dipercaya. Instrumen penelitian akan
diuji kelayakannya sebelum digunakan atau disebarkan kepada responden.
Persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh suatu instrumen penelitian
yaitu validitas dan reliabilitas.
Validitas berkenaan dengan ketepatan alat ukur terhadap konsep
yang diukur, sehingga betul-betul mengukur apa yang seharusnya diukur.
Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang
diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara
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tepat. Hal ini dipertegas oleh Sugiyono (2009: 173) yang menyatakan
bahwa valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur
apa yang seharusnya diukur.
Reliabilitas berkenaan dengan tingkat keajegan atau ketetapan hasil
pengukuran. Sehubungan dengan reliabilitas, Suharsimi (2008: 87)
menyatakan bahwa validitas lebih penting dan reliabilitas ini perlu, sebuah
tes mungkin reliabel tetapi tidak valid, namun sebuah tes yang valid
biasanya reliabel. Dengan berpedoman pemahaman tersebut, maka
instrumen yang digunakan setelah diuji validitasya dapat dikatakan valid
dan reliabel.
Uji Validitas instrumen dilakukan dengan dua tahap yaitu dengan
validitas konstrak (construct validity) dan validitas isi (content validity).
Dalam validitas konstrak, instrumen dikonstruksi tentang indikator-
indikator yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu. Validitas
isi berkenaan dengan kesanggupan instrumen mengukur isi yang harus
diukur. Uji validitas instrumen dilakukan dengan uji validitas konstrak dan
isi, dengan alasan bahwa instrumen yang digunakan berbentuk non-tes.
Alasan ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2009: 176), bahwa
instrumen yang berbentuk non-tes cukup memenuhi validitas konstrak.
Uji validitas isi dan konstrak dilakukan dengan melakukan
konsultasi kepada pembimbing dan para ahli (judgement experts) tentang
butir-butir instrumen yang telah dibuat, untuk mendapatkan penilaian
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apakah maksud dari kalimat dalam instrumen dapat dipahami oleh
responden dan butir-butir tersebut dapat menggambarkan indikator-
indikator variabel yang diteliti, sehingga instrumen valid dan dapat
menjaring data yang dibutuhkan. Berdasarkan uraian ini, maka instrumen
penelitian ini dilakukan uji validitas konstrak dan isi dengan
mengkonsultasikannya kepada para ahli (Judgment Expert) dalam bidang
pendidikan, yaitu Dosen Kependidikan Teknik Otomotif FT UNY
sebanyak 2 (dua) orang dan kepala sekolah SMK Muhammadiyah 3
Yogyakarta.
F. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan kegiatan lanjutan setelah data dari seluruh
responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu analisis yang
digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau
mendeskripsikan data yang diperoleh sebagaimana adanya tanpa membuat
kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data hasil penelitian
ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data
yang diambil langsung dari responden, yaitu data angket dan wawancara,
sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai dokumen yang ada di
sekolah.
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Kegiatan analisis data meliputi: mengelompokkan data berdasarkan
variabel, mentabulasikan data, melakukan perhitungan dan menyajikan data
untuk menjawab rumusan masalah. Sesuai dengan bentuk penelitian ini yang
menggunakan metode deskriptif maka analisis data angket menggunakan
statistik deskriptif. Data hasil wawancara digunakan untuk membantu
memperjelas data angket berupa kalimat narasi. Sedangkan data hasil
dokumentasi adalah sebagai data pendukung/pembuktian dalam menjelaskan
data utama.
1. Analisis data angket
Data yang dihasilkan dari angket adalah data interval. Penentuan
skala pengkategorian data interval bersifat relatif, sehingga peneliti boleh
menetapkan secara subyektif luasnya interval yang mencakup setiap
kategori yang diinginkan selama penetapan tersebut berada dalam batas
kewajaran dan dapat diterima akal (Saifuddin Azwar, 2008: 108). Teknik
analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan menghitung
mean (rerata) dan persentase. Dari perhitungan rerata skor yang diperoleh
dapat diidentifikasi tingkat kecenderungan variabel penelitian berdasarkan
pengkategorian kecenderungan dengan menggunakan kriteria pembanding
rerata skor ideal (Anas Sudijono, 2009: 176). Adapun pengkategorian
tersebut sebagai berikut:
Skor (x) ≥ Mi + 1,5 SDi = Sangat Baik
Mi + 0,5 SDi s/d Mi + 1,49 SDi = Baik
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Mi – 0,49 SDi s/d Mi + 0,49 SDi = Cukup Baik
Mi – 1,49 SDi s/d Mi – 0,5 SDi = Kurang Baik
Skor ≤ Mi – 1,5 SDi = Tidak baik
Dimana:
Mi (Rerata ideal) : ½ (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)
SDi (Standar deviasi ideal): 1/6 (skor maksimal ideal - skor minimal ideal)
Selanjutnya dilakukan persentase terhadap skor yang diperoleh
untuk memudahkan dalam menginterpretasikan data penelitian. Data ini
disajikan dalam bentuk distribusi tabel frekuensi dan digram pie
berdasarkan perhitungan persentase. Perhitungan persentase dalam
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
%100
p
fPs 
Dimana :
Ps : Persentase skor
f : frekuensi
p : jumlah populasi
2. Analsis data wawancara
Data wawancara merupakan data yang berupa kalimat-kalimat
(data kualitatif) dimana data tersebut akan mendukung/memperjelas data
yang diperoleh dari angket. Informasi yang terkumpul melalui wawancara
bisa jadi sangat kompleks dan campur aduk, sehingga tidak mungkin
disajikan apa adanya. Oleh karena itu data harus dianalisi dengan tiga alur
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kegiatan yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display)
dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion/verification) seperti yang
dikemukaan oleh Miles dan Huberman (Sugyono, 2009, 337).
a. Reduksi data
Data yang telah dikumpulkan umumnya berbentuk catatan
lapangan dan belum tersusun secara baik sehingga akan sulit dianalisis
jika tidak direduksi. Reduksi data diperlukan karena banyaknya data
dari masing-masing informan yang dianggap tidak relevan dengan
fokus penelitian, sehingga perlu dibuang atau dikurangi. Selanjutnya
proses reduksi data dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok yang
sesuai dengan fokus penelitian. Data wawancara yang panjang lebar
menjadi data sederhana yang mengandung inti wawancara, kesimpulan
dari hasil wawancara ditulis pada transkip hasil wawancara.
b. Penyajian data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
menyajikan data. Data disajikan secara naratif yang fungsinya untuk
menjelaskan, meringkas, menyederhanakan data yang kompleks agar
data menjadi lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dengan demikian
akan lebih memungkinkan bagi peneliti untuk menarik kesimpulan.
c. Penarikan kesimpulan
Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Peneliti mengadakan wawancara dengan
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mengajukan pertanyaan pada para informan sesuai dengan pedoman
wawancara. Informasi ini kemudian dicatat dan dipilih sesuai dengan
fokus penelitian untuk ditarik menjadi kesimpulan.
3. Analisis data dokumen
Pengambilan data dengan teknik dokumentasi disebut dengan studi
dokumen, artinya peneliti mempelajari berbagai sumber dokumen yang
berkaitan dengan pokok penelitian sebagai pelengkap hasil angket dan
wawancara. Alasannya, hasil peneltian dari angket dan wawancara akan
lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen terkait.
Apabila ada perbedaan antara data angket maupun data wawancara maka
yang akan dipakai adalah data dokumen karena lebih dapat dipercaya.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian
Data penelitian diperoleh dari hasil angket, wawancara, dan diperkuat
dengan dokumentasi yang dilakukan di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta.
Subjek penelitian data angket teridiri dari kepala sekolah, wakil kepala
sekolah, dan guru yang berjumlah 98 responden. Sedangakan subjek
penelitian yang diwawancarai dan dimintai data dokumen yaitu, wakil kepala
sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang ketenagaan, wakil
kepala sekolah hubungan masyarakat (humas), wakil kepala sekolah sarana
prasarana, bendahara, kepala tata usaha dan komite sekolah. Data yang
diambil merupakan informasi yang berkaitan dengan implementasi MBS di
SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang meliputi kemandirian, kerjasama,
partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas sekolah. Berikut ini deskripsi data
hasil penelitian.
Tabel 6. Jumlah Skor Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
No Variabel JumlahItem Skor Min Skor Maks Skor
1 Kemandirian Sekolah 50 4.900 19.600 14.751
2 Kerjasama Sekolah 12 1.176 4.704 3.496
3 Bentuk Partisipasi 12 1.176 4.704 3.528
4 Keterbukaan Sekolah 8 784 3.136 2.456
5 Akuntabilitas Sekolah 6 588 2.352 1.753
Impelementasi MBS secara
keseluruhan 88 8.624 34.496 25.984
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Berdasarkan data Tabel 5, maka rata-rata ideal (Mi) dan standar
deviasi ideal (sdi) dapat dihitung. Selanjutnya dibuat kategori penilaian
masing-masing variabel sesuai dengan rumus pada bab III. Berikut ini hasil
pengkategoriannya.
Tabel 7. Kategori Penilaian Jumlah Skor Implementasi Manajemen Berbasis
Sekolah
No Variabel Rentang Nilai Skor Kategori
1 KemandirianSekolah
x ≥ 15.925 = Sangat Baik
14.751 Baik
13.475 s/d 15.901 = Baik
11.049,5 s/d 13.451 = Cukup Baik
8.600 s/d 11.025 = Kurang Baik
x ≤ 8.575 = Tidak Baik
2 KerjasamaSekolah
x ≥ 3.822 = Sangat Baik
3.496 Baik
3.234 s/d 3.816 = Baik
2.652 s/d 3228 = Cukup Baik
2.064 s/d 2.646 = Kurang Baik
x ≤ 2.058 = Tidak Baik
3 BentukPartisipasi
x ≥ 3.822 = Sangat Baik
3.528 Baik
3.234 s/d 3.816 = Baik
2.652 s/d 3.228 = Cukup Baik
2.064 s/d 2.646 = Kurang Baik
x ≤ 2.058 = Tidak Baik
4 KeterbukaanSekolah
x ≥ 2.548 = Sangat Baik
2.456 Baik
2.156 s/d 2.544 = Baik
1.768 s/d 2.152 = Cukup Baik
1.376 s/d 1.764 = Kurang Baik
x ≤ 1.372 = Tidak Baik
5 AkuntabilitasSekolah
x ≥ 1.911 = Sangat Baik
1.753 Baik
1.617 s/d 1.908 = Baik
1.326 s/d 1.614 = Cukup Baik
1.032 s/d 1.323 = Kurang Baik
x ≤ 1.029 = Tidak Baik
Impelementasi
MBS
x ≥ 28.028 = Sangat Baik
25.984 Baik
13.475 s/d 27.985 = Baik
19.447 s/d 23.716 = Cukup Baik
15.135 s/d 19.404 = Kurang Baik
x ≤ 15.092 = Tidak Baik
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Dari data Tabel 7 dapat diketahui perolehan jumlah skor implementasi
manajemen berbasis sekolah pada kategori baik. Perolehan skor ini berasal
dari perolehan jumlah skor tiap variabel. Variabel kemandirian sekolah,
kerjasama sekolah, bentuk partisipasi, keterbukaan sekolah, dan akuntabilitas
sekolah semuanya pada kategori baik. Berdasarkah hasil data ini maka dapat
disimpulkan bahwa impelementasi manajemen berbasis sekolah di SMK
Muhammadiyah 3 Yogyakarta dikategorikan baik. Untuk lebih jelasnya,
berikut ini disajikan deskripsi data tiap variabel penelitian.
1. Deskripsi Data Kemandirian Sekolah
Kemandirian sekolah merupakan kewenangan sekolah dalam
mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku. Kemandirian sekolah terlihat dari terpenuhinya
kebutuhan sumber daya sekolah sesuai dengan tuntutan program.
Kemandirian sekolah diukur melalui empat indikiator, yaitu: kewenangan
sekolah dalam pengembangan kurikulum dan program pembelajaran,
Pemenuhan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan
sarana dan prasarana sekolah, dan pemenuhan pembiyaan/dana sekolah.
a. Kewenangan sekolah dalam pengembangan kurikulum dan
program pembelajaran
Pada indikator ini digunakan untuk mengetahui kemandirian
sekolah dalam pengembangan dokumen Buku I KTSP, pengembangan
silabus, pengembangan RPP, persiapan proses belajar mengajar,
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan mekanisme penilaian hasil
belajar. Data ini diperoleh melalui penyebaran angket dan wawancara
langsung dengan responden yaitu wakil kepala sekola
kurikulum yang didukun
Data yang diperoleh dari angket terdiri dari 9 butir pertanyaan.
Berdasarkan hasil ana
SDi = 4,5.
pengelolaan kurikulum dan
tabel berikut.
Tabel 8. Kategori Skor Kewen
Kurikulum dan Program Pembelajaran
No Rentang
1
2 24,8 s/d 29,2
3 20,3 s/d 24,7
4 15,8 s/d 20,5
5
Gambar 2. Diagram Pie Kewenangan Sekolah dalam Pengembangan
Dari
sekolah dalam pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran
menurut 93
responden
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g oleh dokumen terkait.
lisis deskriptif diperoleh skor Mi =
Pengkategorian distribusi skor kewenangan sekolah dalam
program pembelajaran dapat dilihat pada
angan Sekolah dalam Pengembangan
Skor Kategori Frekuensi (F)
x ≥ 29,3 Sangat baik 92
Baik 6
Cukup baik 0
Kurang baik 0
x ≤ 15,7 Tidak baik 0
Kurikulum dan Program Pembelajaran
Gambar 2 diagram pie di atas diketahui bahwa
,9% responden pada kategori sangat baik dan
kategori baik. Melihat hal ini maka dapat disimpulkan
Sangat Baik;
93,9%
Baik; 6,1%
h bidang
22,5 dan
F (%)
93,9
6,1
0,0
0,0
0,0
kewenangan
menurut 6,1%
bahwa
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bahwa kewenangan sekolah dalam pengembangan kurikulum dan
proses pembelajaran dikategorikan sangat baik.
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah bagian
kurikulum dan disertai dengan dokumen terkait diperoleh dinformasi
bahwa sekolah telah mengembangkan kurikulum tingkat satuan
pendidikan (KTSP) 2006/2007. Kurikulum ini disusun melalui rapat
kerja sekolah yang diikuti oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah,
ketua program keahlian, guru mata pelajaran normative, adaptif, dan
produktir serta pengurus komite sekolah. Pengembangan kurikulum ini
mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
Standar Kompetensi Kerja (SKKNI/SKK), Permendiknas No. 22
Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas No. 23 Tahun 2006
tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Permendiknas No. 24 Tahun
2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL.
Pengembangan dokumen Buku I KTSP di SMK muhammadiyah
3 dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala
sekolah, guru mata pelajaran dan komite sekolah. Dokumen kurikulum
Buku I KTSP ini memuat tujuan pendidikan menengah kejuruan, visi
dan misi sekolah, tujuan sekolah, tujuan program keahlian, standar
kompetensi, diagram pencapaian kompetensi, struktur kurikulum
program keahlian, dan kalender pendidikan. Masing-masing program
keahlian memiliki dokumen kurikulum sendiri-sendiri, sehingga di
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SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta memiliki enam dokumen
kurikulum KTSP. Dokumen kurikulum tersebut meliputi kurikulum
KTSP program keahlian teknik gambar bangunan, kurikulum KTSP
program keahlian teknik instalasi tenaga listrik, kurikulum KTSP
program keahlian teknik permesinan, kurikulum KTSP teknik
kendaraan ringan, kurikulum KTSP teknik audio-video, dan kurikulum
KTSP teknik komputer & jaringan.
Pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP) dilakukan oleh masing-masing guru mata pelajaran dan MGMP
sekolah dengan koordinasi wakil kepala sekolah bdigan kurikulum.
Pengembangan silabus dan RPP yang disusun oleh para guru dilakukan
pada awal tahun ajaran baru. Pengembangan silabus mengacu pada
buku pedoman pengembangan silabus dari Depdiknas Tahun 2006.
Guru mengembangkan silabus berdasarkan standar isi, standar
kompetensi lulusan, dan panduan pengembangan KTSP secara mandiri.
Persiapan pembelajaran oleh para guru dilakukan dengan
menyiapkan perangkat pembelajaran yang meliputi silabus dan RPP.
Persiapan perangkat pembelajaran ini berupa buku administrasi guru
yang dibuat oleh setiap guru sebagai pedoman dalam pelaksanaan
proses pembelajaran. Pada pelaksanaan proses pembelajaran guru
melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode
pembelajaran yang bervariasi dan tepat untuk mencapai tujuan
pembelajaran yang meliputi metode ceramah, diskusi, tanya jawab, tugas
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belajar, demonstrasi, dan latihan karena mempermudah dan mempercepat
proses pembelajaran sehingga waktu yang digunakan lebih efektif dan
efisien, serta memudah siswa dalam melakukan praktek dan memahami
kompetensi yang diberikan. Selain itu, guru juga melaksanakan kegiatan
pembelajaran dengan menggunakan fasilitas, media pembelajaran, dan
alat bantu yang tersedia secara efektif dan efisien dengan menggunakan
papan tulis, LCD proyektor, training object, bahkan ada beberapa mata
pelajaran yang sudah menerapkan e-learning yang bahan ajarnya dapat
dilihat atau diunduh di website sekolah.
Pada penilaian hasil belajar, guru menyusun instrumen evaluasi
hasil belajar dan melaksanakan evaluasi hasil belajar setiap kegiatan
pembelajaran (ulangan harian) secara mandiri sesuai dengan teknik dan
metode penilaian kompetensi mata pelajaran. Guru juga menyusunan
instrumen evaluasi hasil belajar akhir semester/akhir tahun ajaran
secara mandiri dan keterlaksanaan kegiatan penilaian/evaluasi hasil
belajar akhir semester/akhir tahun ajaran yang dilaksanakan oleh
sekolah berlangsung dengan baik. Adapun teknik penilaian yang
digunakan yaitu berupa soal pilihan ganda, essay, dan ujian praktek
b. Pemenuhan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan
Pada indikator ini untuk mengetahui pemenuhan jumlah
pendidik, kualifikasi akademik, dan program peningkatan mutu
pendidik dan tenaga kependidikan. Data ini diperoleh melalui
penyebaran angket dan wawancara langsung dengan responden yaitu
wakil kepala seko
terkait.
Data yang dipe
Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh skor Mi =
SDi = 6,5.
pengelolaan kurikulum dan
berikut.
Tabel 9. Kategori Skor Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
No Rentang
1
2 35,8 s/d 42,2
3 29,3 s/d 35,7
4 22,8 s/d 29,2
5
Berdasarkan Gambar 3
sumber daya pendidik dan tena
responden
pemenuhan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan
dikategorikan baik.
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lah bidang ketenagaan yang didukun
roleh dari angket terdiri dari 13 butir pertanyaan.
Pengkategorian distribusi skor kewenangan sekolah dalam
pembelajaran dapat dilihat pada tabel
Skor Kategori Frekuensi (F)
x ≥ 42,3 Sangat baik 0
Baik 98
Cukup baik 0
Kurang baik 0
x ≤ 22,7 Tidak baik 0
Gambar 3. Diagram Pie Pemenuhan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan
ga kependidikan
pada kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
Baik; 100%
g oleh dokumen
32,5 dan
F (%)
0
100
0
0
0
menurut 100%
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Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden dengan
didukung dokumen Data Pokok PSMK 2010 SMK Muhammadiyah 3
Yogyakarta, pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan
yang meliputi jumlah, kualifikasi, dan kompetensi dapat dijelaskan
sebagai berikut. Pendidik di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta
berjumlah 102 guru, terdiri dari 25 guru PNS dan 77 guru non PNS.
Sedangkan tenaga kependidikannya berjumlah 36 orang, dengan status
kepegawaian non PNS. Jumlah keseluruhan pendidik dan tenaga
kependidikan di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta adalah 138 orang.
Untuk kualifikasi pendidik di SMK Muhammadiyah 3
Yogyakarta dapat dirincikan sebagai berikut: guru program adaptif
dengan kualifikasi S1 sebanyak 14 orang dan D III sebanyak 3 orang.
Guru program normatif dengan kualifikasi S1 sebanyak 27 orang dan
S2 sebanyak 1 orang. Sedangkan untuk guru program produktif dengan
kualifikasi S1 sebanyak 42 orang dan S2 sebanyak 5 orang. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 10. Pendidik (Guru) SMK Muhammdiyah 3 Yogyakarta
Nama Mata Diklat/Pelajaran Total
Pendidikan Lulus
Sertifikasi
Profesi
Kebutuhan
idealDip S1/D4 S2
ADAPTIF
Matematika 7 7 1 7
Bahasa Inggris 8 1 7 8
KKPI 3 2 1 3
Kewirausahaan 3 3 3
Fisika 3 3 1 3
Kimia 3 3 3
NORMATIF
Pendidikan Agama 10 9 1 4 10
PKn & Sejarah 5 5 5
Bahasa Indonesia 4 4 3 4
Pendidikan Jasmani & Olahraga 3 3 2 3
Seni & Budaya 1 1 1
Muatan Lokal 1 1 1
BK/BP 4 4 3 4
PRODUKTIF
Teknik Gambar Bangunan 7 2 5 3 7
Teknik Instalasi Tenaga Listrik 3 2 1 1 3
Teknik Pemesinan 15 14 1 5 15
Teknik Kendaraan Ringan 12 11 1 1 12
Teknik Audio-Video 5 1 4 2 5
Teknik Komputer Dan Jaringan 5 4 1 5
Total 102 6 91 5 26 102
Tenaga kependidikan/karyawan di SMK Muhammadiyah 3
berjumlah 25 orang, terdiri dari pegawai tetap (PT) sebanyak 5 orang
dan pegawai tidak tetap (PTT) sebanyak 31 orang. Dengan kualifikasi
pendidikan SLTA sebanyak 30 orang, DIII sebanyak 3 orang, dan
kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 3 orang. Masing-masing tenaga
kependidikan bekerja sesuai dengan bidang pendidikannya. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 11. Tenaga Kependidikan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta
Tenaga Kependidikan/
Karyawan Total
Pendidikan Kebutuhan Pegawai
SLTA Dip S1/D4 Ideal Kurang
Kepala Tata Usaha 1 1 1
Tenaga Teknis Keuangan 4 2 1 1 4
Tenaga Perpustakaan 1 1 1
Tenaga Laboratorium
Tenaga Teknik Praktek Kejuruan 10 10 10
Pesuruh/Penjaga Sekolah 14 13 1 14
Tenaga Administrasi Lainnya 6 5 1 6
Total 36 30 3 3 36
Pada kompetensi pedagogik, guru mampu merencanakan,
melaksanakan, dan mengevaluasi sesuai dengan prinsip-prinsip
pembelajaran. Untuk kompetensi kepribadian, guru memiliki integritas
kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial,
serta peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pada kompetensi sosial,
guru mampu berkomunikasi secara efektif dan santun dengan sesama
guru, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat. Adapun pada
kompetensi professional, guru menguasai materi, struktur, konsep, dan
pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
Kompetensi karyawan terlihat dari tenaga perpustakaan yang
mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan
pengelolaan sumber belajar di perpustakaan. Tenaga laboratorium/
tenaga teknik praktek kejuruan mampu melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana
dan prasarana pembelajaran. Tenaga administrasi mampu
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan
pelayanan administratif. Tenaga pesuruh dalam hal ini tenaga
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kebersihan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam
memberikan layanan kebersihan lingkungan sekolah.
Peningkatan mutu SDM guru dan karyawan dilakukan dengan
mengirimkan guru magang ke dunia usaha/industri dan diklat,
mengikutsertakan karyawan diklat, mengadakan In House Training
(IHT) di sekolah, memberikan kesempatan kepada guru untuk
melanjutkan studi Akta IV atau S1, S2, dan S3, mengikuti seminar,
maupun menjadi anggota MGMP antar sekolah. Melalui berbagai
upaya tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kemampuan atau
kompetensi guru dan karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya di
sekolah.
c. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah
Pada indikator ini digunakan untuk mengetahui pemenuhan
sarana dan prasarana sekolah yang meliputi bangunan sekolah,
kelompok ruang pembelajaran umum, kelompok ruang penunjang,
kelompok ruang khusus (ruang praktek), dan program pengembangan
sarana prasarana sekolah. Data ini diperoleh melalui penyebaran angket
dan wawancara langsung dengan responden yaitu wakil kepala sekolah
bidang sarana prasarana sekolah yang didukung oleh dokumen terkait.
Data yang diperoleh dari angket terdiri dari 21 butir pertanyaan.
Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh skor Mi = 52,5 dan
SDi = 10,5. Pengkategorian distribusi skor kewenangan sekolah dalam
pengelolaan kurikulum dan
berikut.
Tabel 12. Kategori Skor
No Rentang
1
2 57,8 s/d 68,2
3 47,4 s/d 57,7
4 36,9 s/d 47,3
5
Gambar 4. Diagram Pie Pemenuhan Sarana Prasarana Sekolah
Dari
sarana prasarana sekolah
dan kategori
disimpulkan
baik.
Menurut
dokumen Data Pokok PSMK 2010 SM
serta hasil pengamatan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah dapat
dijelaskan sebagai berikut. SMK muhammadiyah 3 Yogyakarta
memiliki lahan seluas 21.810 m2 yang meliputi luas lahan bangunan
9010 m2, luas taman 800m2, luas lapangan olah raga 2500 m2,
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pembelajaran dapat dilihat pada tabel
Pemenuhan Sarana Prasarana Sekolah
Skor Kategori Frekuensi (F)
x ≥ 68,3 Sangat baik 0
Baik 92
Cukup baik 6
Kurang baik 0
x ≤ 36,8 Tidak baik 0
Gambar 4 di atas diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan
menurut 93,9% responden pada kategori baik
cukup baik 6,1% responden. Dari hasil ini
bahwa pemenuhan sarana prasarana sekolah
hasil wawancara terhadap responden dengan
K Muhammadiyah 3 Yogyakarta
Baik;
93,9%
Cukup
Baik; 6,1%
F (%)
0,0
93,9
6,1
0,0
0,0
dapat
dikategorikan
didukung
luas
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lahan praktek 2000 m2, dan luas lahan lainnya 7500 m2. Status
kepemilikan lahan ini merupakan milik sendiri yayasan
muhammadiyah.
Bangunan sekolah berada di lokasi yang aman dan nyaman,
terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran
udara serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.
Bangunan sekolah juga memiliki sanitas di dalam dan di luar bangunan
yang dapat memenuhi kebutuhan air bersih, saluran air kotor atau air
limbah, dan tempat sampah. Kenyamanan bangunan sekolah juga
terlihat dari adanya ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai di
setiap bangunan. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah
untuk mendukung proses pendidikan selain keberadaan lahan
bangunan juga ditunjang oleh ketersediaan ruang pembelajaran umum,
ruang khusus (praktek), dan ruang penunjang sekolah seperti yagn
terlihat pada tabel berikut.
Tabel 13. Pemenuhan Ruang Pembelajaran Umum
Nama Ruang/ Area Kerja
Saat Ini Kebutuhan
Ruang
Jml
Ruang
Luas
(m2)
Jml
Ruang
Luas
(m2)
Ruang kelas 31 72 36 72
Ruang lab.fisika 1 72 2 72
Ruang lab. kimia 1 72 2 72
Ruang lab. bahasa 2 60 2 60
Ruang lab. komputer 2 72 3 72
Ruang lab. multimedia 1 72 2 72
Ruang praktek gambar teknik 1 72 2 72
Perpustakaan konvensional 1 225 1 225
Perpustakaan Multimedia - - 1 72
Total 40 717 51 789
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Sekolah memiliki 40 ruang pembelajaran umum yang meliputi
31 ruang kelas, 7 ruang laboratorium (fisika, kimia, bahasa, komputer,
multimedia), 1 ruang praktek gambar teknik, dan 1 ruang perpustakaan
konvensional. Sedangkan untuk perpustakaan multimedia sekolah
belum memilikinya, dan masih ada beberapa ruangan yang masih
kurang seperti terlihat pada tabel di atas. Secara keseluruhan
kebutuhan ruang pembelajaran umum adalah 51 ruang, namun yang
ada di sekolah sebanyak 40 ruang, sehingga pemenuhan ruang
pembelajaran umum di sekolah mencapai 78,4%.
Tabel 14. Pemenuhan Ruang Khusus (Praktek)
Nama Ruang/ Area Kerja
Saat Ini Kebutuhan
Ruang
Jml
Ruang
Luas
(m2)
Jml
Ruang
Luas
(m2)
Teknik gambar bangunan 3 72 4 72
Teknik instalasi tenaga listrik 2 72 3 72
Teknik pemesinan 3 225 3 225
Teknik kendaraan ringan 3 150 4 150
Teknik audio-video 3 72 3 72
Teknik komputer & jaringan 4 72 5 72
Total 18 663 22 663
Untuk ruang khusus (praktek) sekolah memiliki sebanyak 18
ruang praktek yang meliputi 3 ruang praktek teknik gambar bangunan,
2 ruang praktek teknik instalasi tenaga listrik, 3 ruang praktek teknik
permesinan, 3 ruang praktek teknik kendaraan ringan, 3 ruang praktek
teknik audio-video, dan 4 ruang praktek teknik computer dan jaringan.
Masih ada beberapa ruang praktek yang kurang dari kebutuhan,
diantaranya ruang praktek teknik gambar bangungan, ruang praktek
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teknik instalasi tenaga listrik, ruang praktek teknik kendaraan ringan,
dan ruang praktek teknik komputer & jaringan. Secara keseluruhan
kebutuhan ruang khusus (praktek) adalah 22 ruang, namun yang ada di
sekolah sebanyak 18 ruang, sehingga pemenuhan ruang khusus
(praktek) di sekolah mencapai 81,8%.
Tabel 15. Pemenuhan Ruang Penunjang Sekolah
Nama Ruang/ Area Kerja
Saat Ini KebutuhanRuang
Jml
Ruang
Luas
(m2)
Jml
Ruang
Luas
(m2)
Ruang kepala sekolah & wakil 1 120 1 120
Ruang guru 1 144 1 144
Ruang pelayanan administrasi 1 104 1 104
BP/BK 1 72 1 72
Ruang OSIS 1 20 1 20
Ruang pramuka 1 20 1 20
Koperasi 1 40 1 40
UKS 1 25 2 25
Ruang ibadah 1 450 1 450
Ruang bersama (aula) 1 160 1 160
Ruang kantin sekolah 1 180 1 180
Ruang toilet 5 24 10 24
Ruang gudang 1 40 2 40
Ruang penjaga sekolah 1 12 2 40
Ruang unit produksi 1 40 1 40
Total 20 1491 28 1519
Sekolah memiliki 20 ruang penunjang yang meliputi ruang
kepala sekolah, ruang guru, ruang pelayanan administrasi dan lainnya
seperti yang terlihat pada tabel di atas. Sebagian besar kebutuhan
ruang penunjang sekolah sudah terpenuhi, hanya sedikit ruangan yang
masih kurang yaitu ruang UKS, gudang, ruang penjaga sekolah, dan
toilet. Secara keseluruhan kebutuhan ruang penunjang sekolah
sebanyak 28 ruang, namun yang ada di sekolah sebanyak 20 ruang,
sehingga pemenuhan ruang penunjang sekolah mencapai
d. Pemenuhan
Kemandirian sekolah dilihat dari p
pembiayaan/
sumber dana
Data ini diperoleh melalui penyebaran angket dan wawancara langsung
dengan responden yaitu wakil kepala sekolah
bendahara
Data yang dipe
Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh skor Mi =
SDi = 3,5.
pengelolaan kurikulum dan
berikut.
Tabel 16.
No Rentang
1
2 19,3 s/d 22,7
3 15,8 s/d 19,2
4 12,3 s/d 15,7
5
Gambar 5. Diagram Pie Pemenuhan Pembiayaan/Dana Sekolah
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kebutuhan pembiayaan/dana sekolah
emenuhan kebu
dana sekolah digunakan untuk mengetahui
sekolah dan upaya sekolah untuk mendapatkan dana
bidang ketenagaan dan
yang didukung oleh dokumen terkait.
roleh dari angket terdiri dari 7 butir pertanyaan.
Pengkategorian distribusi skor kewenangan sekolah dalam
pembelajaran dapat dilihat pada tabel
Kategori Skor Pemenuhan Pembiayaan/Dana Sekolah
Skor Kategori Frekuensi (F)
x ≥ 22,8 Sangat baik 0
Baik 95
Cukup baik 3
Kurang baik 0
x ≤ 12,2 Tidak baik 0
Baik;
96,9%
Cukup
Baik; 3,1%
71,4%.
tuhan
perolehan
.
17,5 dan
F (%)
0
96,9
3,1
0,0
0,0
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Berdasarkan Gambar 5 diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan
pembiayaan/dana sekolah menurut 96,9% responden pada kategori baik
dan kategori cukup baik 3,1% responden. Dari hasil ini dapat
disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan pembiayaan/dana sekolah
dikategorikan baik.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden dengan
didukung dokumen RAPBS SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta
2009/2010 dam Data Pokok PSMK 2010 SMK Muhammadiyah 3
Yogyakarta, perolehan sumber dana sekolah berasal dari pemerintah
pusat, pemerintah daerah, komite sekolah, orang tua siswa dan amal
usaha sekolah. Sumber dana sekolah dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 17. Sumber Dana Sekolah
No Sumber Dana Jenis Jumlah (Rp)
1 Pemerintah pusat RSBI 700.000.000
RKK 75.000.000
School Business Center (SBC) 400.000.000
2 Pemerintah
provinsi
BOMM 190.080.000
Beasiswa Siswa Miskin
(SMK)/BKM
186.420.000
Beasiswa RAPUS 19.200.000
Beasiswa RETRIEVAL 2.400.000
3 Komite sekolah Dana pendamping RSBI 199.000.000
Dana penamping RKK 15.000.000
Dana pendamping SBC 40.000.000
Dana Pendamping BOMM 250.000.000
4 Orang tua siswa Uang pendaftaran 20.064.000
Uang pendidikan 6.148.106.000
5 Sekolah Amal usaha/unit produksi 20.000.000
Upaya yang dilakukan sekolah dalam penggalian dana selain
mengandalkan bantuan dari pemerintah yaitu melalui melalui unit
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produksi dan jasa (UPJ) sekolah. Unit produksi sekolah tersebut
diantaranya warnet dan fotocopy, jual beli computer dan peripheral,
setir mobil, bengkel mobil dan motor, bengkel las dan bubut, service
TV dan audia, instalasi listrik rumah tangga dan industry, serta
konsultan bangungan dan gambar rencana bangungan. Sekolah mampu
mengoptimasikan potensi sumber daya sekolah (SDM, sarpras,
lingkungan fisik dan lainnya) dan masyarakat sekitarnya untuk
menghasilkan keuntungan ekonomi. Namun, sekolah belum mampu
menjalin kerjasama dengan perusahaan sekitar atau pihak lain untuk
membantu dana pendidikan melalui beasiswa atau lainnya
Selanjutnya variabel kemandirian sekolah dianalisis secara
keseluruhan. Pada variabel ini terdapat 50 butir item pertanyaan dan
berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh data skor Mi = 125 dan
SDi = 25. Hasil perhitiungan angket menunjukkan bahwa kemandirian
sekolah menurut 100% responden pada kategori baik. Pengkategorian
variabel kemandirian sekolah dapat dilihat pada tabel dan diagram pie di
bawah.
Tabel 18. Kategori Skor Kemandirian Sekolah
No Rentang skor Kategori Frekuensi (F) F (%)
1 x ≥ 162,5 Sangat baik 0 0
2 137,5 s/d 162,3 Baik 98 100
3 112,8 s/d 137,3 Cukup baik 0 0
4 87,8 s/d 112,5 Kurang baik 0 0
5 x ≤ 87,5 Tidak baik 0 0
2. Deskripsi Data Kerjasama Sekolah
Pada variabel ini indikator yang diukur adalah kerjasama antar
warga sekolah (kerjasama inte
pihak terkait
diperoleh melalui penyebaran angket dan wawancara langsung dengan
responden yaitu wakil kepala sekolah
(humas) yang didukun
hasil penelitian
a. Kerjasama internal
Pada indikator ini ditujukan untuk mengtahui ikli
atau hubungan antar
sekolah. Data yang dipe
Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh skor Mi =
SDi = 2,5.
dapat dilihat pada tabel berikut.
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Gambar 6. Diagram Pie Kemandirian Sekolah
rnal) dan kerjasama antara sekolah dengan
yang relevan luar sekolah (kerjasama eksternal).
bidang hubungan masyarakat
g oleh dokumen terkait. Berikut ini deskripsi data
nya.
warga sekolah dalam pelaksanaan program
roleh dari angket terdiri dari 5 butir pertanyaan.
Pengkategorian distribusi skor kerjasama internal sekolah
Baik;
100%
Data ini
m kerjasama
12,5 dan
Tabel 19. Kategori Skor
No Rentang
1
2 13,8 s/d 16,2
3 11,3 s/d 13,7
4 8,8 s/d 11,2
5
Gambar 7.
Dari
sekolah menurut 1
baik 94,9% responden
hasil ini dapat
sekolah dikategorikan
Kerjasama
memiliki team work
dinamis dalam setiap pelaksanaan program yang terbagi ke dalam unit
kelompok kerja sehingga antar warga sekolah dapat saling bekerja sama
untuk mencapai tujuan sekolah. Kegiatan piket warga sekolah yang
dapat dilaksanakan dengan disiplin dan tertib. Kegiatan rapat yang
dilaksanakan oleh sekolah dapat berlangsung dengan baik. Hubungan
antar warga sekolah yang baik telah menciptakan iklim kerja dan
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Kerjasama Internal Sekolah
Skor Kategori Frekuensi (F)
x ≥ 16,3 Sangat baik 1
Baik 93
Cukup baik 4
Kurang baik 0
x ≤ 8,7 Tidak baik 0
Diagram Pie Kerjasama Internal Sekolah
Gambar 7 diketahui bahwa kerjasama internal
,0% responden pada kategori sangat
dan kategori cukup baik 79,6% responden.
disimpulkan bahwa kerjasama internal antar
baik.
warga internal sekolah ditunjukkan dengan sekolah
(kelompok kerja) yang kompak, ceerdas, dan
Sangat
Baik; 1,0%
Baik;
94,9%
Cukup
Baik; 4,1%
F (%)
1,0
94,9
4,1
0,0
0,0
antar warga
baik, kategori
Dari
warga
suasana belajar yang kondusif di sekolah. Disamping itu juga diduku
oleh kesadaran warga sekolah bahwa keluaran (
sekolah merupakan hasil kerja kolektif warga sekolah.
b. Kerjasama eksternal
Pada indikator ini ditujukan untuk mengtahui iklim kerjasama
atau hubungan antara sekolah dengan pihak terkait
pelaksanaan program sekolah. Kerjasama ini berkaitan dengan input
sekolah, proses pembelajaran, output sekolah, dan pemanfaatan lulusan.
Data yang diperoleh dari angket terdiri dari 7 butir pertanyaan.
Berdasarkan hasil analisis deskriptif
SDi = 3,5.
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 20. Kategori Skor Kerjasama Eksternal
No Rentang
1
2 19,3 s/d 22,7
3 15,8 s/d 19,2
4 12,3 s/d 15,7
5
Gambar 8. Diagram Pie Kerjasama Eksternal Sekolah
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out put
yang relevan
diperoleh skor Mi =
Pengkategorian distribusi skor kerjasama eksternal sekolah
Skor Kategori Frekuensi (F)
x ≥ 22,8 Sangat baik 15
Baik 83
Cukup baik 0
Kurang baik 0
x ≤ 12,2 Tidak baik 0
Sangat
Baik; 15,3%
Baik; 84,7%
ng
) program
dalam
17,5 dan
F (%)
15,3
84,7
0,0
0,0
0,0
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Dari Gambar 8 diketahui bahwa kerjasama eksternal sekolah
menurut 15,3% responden pada kategori sangat baik dan kategori baik
84,7% responden. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kerjasama
eksternal sekolah dikategorikan baik.
Sekolah menjalin kerjasama demgam pihak terkait lainnya
untuk membantu pelaksanaan program-program sekolah. Kerjasama
eksternal sekolah diantaranya dengan pemerintah, masyarakat/komite
sekolah, dan dunia usaha/industri. Hubungan kerjasama antara sekolah
dengan pihak terkait tersebut terjalin dengan baik.
Kerjasama antara sekolah dengan pemerintah terutama dengan
dinas pendidikan diantaranya dilaksanakan dengan pertemuan rutin
rapat dinas, sekolah mengikuti berbagai lomba yang diadakan
pemerintah, dan berbagai kegiatan pelatihan lainnya. Dikutip dari situs
SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta (www.smk-muhga.sch.id)
diperoleh informasi bahwa kerjasama antara sekolah dengan dinas
pendidikan juga dilaksanakan pada kegiatan in house training (IHT)
dimana dari pihak dinas pendidikan kota Yogyakarta menjadi penyaji
dalam kegiatan tersebut. Selain itu juga dilaksanakannya pelatihan
media pembelajaran berbasis TIK yang di SMK Muhammadiyah 3
Yogyakarta yang merupakan bentuk kerjasama antara JIS dan Dinas
Pendidikan.
Kerjasama antara sekolah dengan masyarakat di SMK
Muhammadiyah 3 Yogyakarta dibentuk dalam wadah komite sekolah
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yang dikukuhkan dengan SK No. 89/III.4/KEP/2007 tentang Susunan
Pengurus Komite Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3
Yogyakarta Periode 2007-2010. Kegiatan kerjasama antara sekolah
dengan komite sekolah terlihat dari pertemuan rutin yang diadakan di
sekolah setiap bulan dan adanya program kerja komite sekolah yang
dilaksanakan untuk pengembangan sekolah.
Kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha dan industri
dilaksanakan untuk membantu pelaksanaan program sekolah berupa
pengembangan kurikulum dan pada pengembangan proses
pembelajaran berupa kegiatan praktek kerja industri atau magang, uji
kompetensi siswa, dan pemasaran lulusan. Jalinan kerjasama tersebut
diikat dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/Mo)
yang telah disepakati berasama. Beberapa dunia usaha/industri yang
telah kerjasama dengan sekolah menjalin berdasarkan Data Pokok
PSMK 2010 SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta adalah sebagai
berikut.
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Tabel 21. Daftar Kerjasama dengan Dunia Usaha/Industri
Nama DU/DI TahunMoU No. MoU
Masa
Berlaku
Bentuk
Kerjasama
Kompetensi
Keahlian
Terkait
PT. BUKAKA
TEKNIK UTAMA 2010
DIKLAT, UKP,
BKK
Tek. Mesin,
TKR
PT. PORTER 2010 PRAKERIN,
MAGANG
Tek. Mesin,
TKR
PT. HINO 2008 2013 PRAKERIN,MAGANG TKR
PT. CIPTANING
WIRAHARJA
2006 01/HUMAS/05 2011 PRAKERIN,BKK Tek. Mesin
PT. IRG GLOBAL
SEARCH (M) 2009
E-6/264/a.20/
WKS4/VI/09 2014
BKK Tek. Mesin,
TKR
ammadiyahPT.
MAK
2009 E-2//a.20/
XII/09
2012 Tek. Mesin
CV. UTILINDO
PERKASA 2009
E-2//a.20/
XII/09 2012
PRAKERIN,
UKP Listrik
CV. KUSUMA
BAJA INDO
KLATEN
2008 E-2/047/WKS4/a.20
PRAKERIN Tek. Mesin
PT. JARI ALAM
SAPUTRA 2008
E-6/264/a.20/
III/08
PRAKERIN Tek. Mesin
BINA ANTAR
BUADAYA 2008
E-6/315/a.20/
WKS4/IX/09 2013
PERTUKARAN
BUDAYA Umum
Selanjutnya variabel kerjasama sekolah dianalisis secara
keseluruhan. Pada variabel ini terdapat 12 butir item pertanyaan dan
berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh data skor Mi = 30 dan
SDi = 6. Pengkategorian variabel kerjasama sekolah dapat dilihat pada
tabel dan diagram pie berikut ini.
Tabel 22. Kategori Skor Kerjasama Sekolah
No Rentang skor Kategori Frekuensi (F) F (%)
1 x ≥ 48 Sangat baik 0 0,0
2 36 s/d 47,9 Baik 86 87,8
3 24,1 s/d 35,9 Cukup baik 12 12,2
4 12,1 s/d 24 Kurang baik 0 0,0
5 x ≤ 12 Tidak baik 0 0,0
Dari diagram pie diatas, diketahui
menurut 16,7
responden pada kategori baik
kerjasama sekolah
3. Deskripsi Data
Data bentuk partisipasi
digunakan untuk mengetahui
warga sekolah,
dalam membantu p
Indikator bentuk
dukungan dana, dukungan material/fasilitas, dukungan
dukungan tenaga.
wawancara langsung dengan responden yaitu wakil kepala sekolah
hubungan masyarakat (humas)
dokumen terkait.
Masing
Berdasarkan hasil analisis deskriptif untuk masing
Baik,
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Gambar 9. Diagram Pie Kerjasama Sekolah
bahwa kerj
% responden pada kategori sangat baik
. Dengan demikian, dapat disimpulkan
dikategorikan baik.
Bentuk Partisipasi
para pemangku kepentingan (
apa saja bentuk dukungan dari pemerintah,
dan masyarakat (komite sekolah, DUDI, atau lainnya)
enyelenggaraan program pendidikan di sekolah
partisipasi stakeholders yang diukur
Data ini diperoleh melalui penyebaran angket dan
dan komite sekolah yang didukun
-masing indikator terdiri dari 3 butir pertanyaa
-masing indikator
Baik; 87,8%
Cukup
12.2%
asama sekolah
, dan 83,3%
bahwa
stakeholders)
.
yaitu berupa
pemikiran, dan
bidang
g oleh
n.
diperoleh skor Mi = 7,5 dan SDi = 1,5
penelitiannya.
a. Dukungan dana
Pada indikator ini ditujukan un
dari para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan
sekolah. Pengkategorian distribusi skor
pada tabel berikut.
Tabel 23. Kategori
No Rentang
1
2 8.3 s/d 9.7
3 6.8 s/d 8.2
4 5.3 s/d 6.7
5
Dari
berupa dukungan dana
baik, kategori baik 71,4% responden
responden.
berupa dukungan dana
Baik; 8,2%
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. Berikut ini deskripsi data hasil
tuk mengetahui
dukungan dana
Skor Dukungan Dana
Skor Kategori Frekuensi (F)
x ≥ 9.8 Sangat baik 20
Baik 70
Cukup baik 8
Kurang baik 0
x ≤ 5.2 Tidak baik 0
Gambar 10. Diagram Pie Dukungan Dana
Gambar 10 diketahui bahwa bentuk partisipasi
menurut 20,4% responden pada kategori
dan kategori cukup
Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi
dikategorikan baik.
Sangat
Baik;
20,4%
Baik ;
71,4%
Cukup
dukungan dana
program
dapat dilihat
F (%)
20,4%
71,4%
8,2%
0,0%
0,0%
stekeholders
sangat
baik 8,2%
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Berdasarkan hasil wawancara dan data dokumen Data Pokok
PSMK 2010 dan RAPBS 2009/2010 SMK Muhammadiyah 3
Yogyakarta bentuk partisipasi stakeholder yang berupa dana berasal
dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran komite sekolah, orang
tua siswa, dan amal usaha sekolah/unit produksi sekolah. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 24. Dukungan Dana Stakeholders
No Sumber
Dana
Jenis Jumlah (Rp)
1 Pemerintah
pusat
RSBI 700.000.000
RKK 75.000.000
School Business Center (SBC) 400.000.000
Total 1.175.000.000
2 Pemerintah
provinsi
BOMM 190.080.000
Beasiswa Siswa Miskin/BKM 186.420.000
Beasiswa RAPUS 19.200.000
Beasiswa RETRIEVAL 2.400.000
398.100.000
3 Komite
sekolah
Dana pendamping RSBI 199.000.000
Dana penamping RKK 15.000.000
Dana pendamping SBC 40.000.000
Dana Pendamping BOMM 250.000.000
Total 504.000.000
4 Orang tua
siswa
Uang pendaftaran 20.064.000
Uang pendidikan 6.148.106.000
Total 6.168.170.000
5 Sekolah Amal usaha/unit produksi 20.000.000
b. Dukungan material/fasilitas
Pada indikator ini ditujukan untuk mengetahui apa saja
dukungan material/fasilitas yang diberikan oleh para pemangku
kepentingan dalam penyelenggaraan program sekolah. Pengkategorian
distribusi skor
berikut.
Tabel 25. Kategori
No Rentang
1
2 8.3 s/d 9.7
3 6.8 s/d 8.2
4 5.3 s/d 6.7
5
Gambar 11. Diagram Pie
Dari
berupa dukungan material/fasilitas
kategori ba
disimpulkan
material/fasilitas
Menurut hasil wawancara terkait dengan d
material/fasilitas
untuk melengkapi koleksi perpustakaan
menunjang proses pembelajaran
dari para guru adalah sarana belajar untuk siswa yang meliputi modul
bahan ajar
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dukungan material/fasilitas dapat dilihat pada tabel
Skor Dukungan Material/Fasilitas
Skor Kategori Frekuensi (F)
x ≥ 9.8 Sangat baik 0
Baik 51
Cukup baik 47
Kurang baik 0
x ≤ 5.2 Tidak baik 0
Dukungan Material/Fasilitas
Gambar 11 diketahui bahwa bentuk partisipasi
menurut 52,0% responden
ik dan kategori baik 48,0% responden. Dari hasil ini
bahwa bentuk partisipasi berupa dukungan
dikategorikan baik.
yang berasal dari pemerintah yaitu berupa buku
, alat dan bahan untuk
. Dari warga sekolah sendiri terutama
dan dari siswa juga kelengkapan alat tulis
Baik; 52,0%
Cukup Baik;
48,0%
F (%)
0,0
52,0
48,0
0,0
0,0
stekeholders
pada
dapat
ukungan
-buku
. Kemudian
partisipasi dari masyarakat yaitu dari dunia usaha dan industri dengan
memberikan fasilitas tempat praktek kepada para siswa maupun guru
untuk melaksanaan praktek kerja industri atau magang.
c. Dukungan pemikiran
Pada indikator ini ditujukan untuk
pemikiran
penyelenggaraan program sekolah.
dukungan pemikiran
Tabel 26. Kategori Skor
No Rentang
1
2 8.3 s/d 9.7
3 6.8 s/d 8.2
4 5.3 s/d 6.7
5
Dari
berupa dukungan pemikiran
sangat baik
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mengtahui apa saja dukungan
yang diberikan oleh para pemangku kepentingan dalam
Pengkategorian distribusi skor
dapat dilihat pada tabel berikut.
Dukungan Pemikiran
Skor Kategori Frekuensi (F)
x ≥ 9.8 Sangat baik 5
Baik 83
Cukup baik 10
Kurang baik 0
x ≤ 5.2 Tidak baik 0
Gambar 12. Digram Pie Dukugan Pemikiran
Gambar 12 diketahui bahwa bentuk partisipasi
menurut 5,1% responden
, kategori baik 84,7% responden dan kategori
Sangat Baik;
5,1%
Baik; 84,7%
Cukup Baik;
10,2%
F (%)
5,1
84,7
10,2
0,0
0,0
stekeholders
pada kategori
cukup baik
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10,2% responden. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa bentuk
partisipasi berupa dukungan pemikiran dikategorikan baik.
Bentuk partisipasi berupa pemikiran dari pemerintah, warga
sekolah, dan masyarakat di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dalam
bentuk saran, usul, pembinaan, dan kritik. Sumbangan pemikiran dari
pemerintah berupa pembinaan yang dilaksanakan untuk memperbaiki
kekurangan-kerkurangan yang ada di sekolah. Sumbangan pemikiran
dari warga sekolah berupa saran, usul, dan kritik untuk meningkatkan
mutu pendidikan. Demikian juga sumbangan pemikiran dari masyarakat
berupa saran, usul, dan kritik untuk kepentingan sekolah. Materi/isi
sumbangan pemikiran dari stakeholders tentang pelaksanaan
kurikulum, pengembangan PBM, media pembelajaran, kedisiplinan,
dan lainnya. Penyampaian pemikiran oleh stakeholders untuk
kepentingan sekolah disampaikan melalui rapat maupun komunikasi
secara langsung.
d. Dukungan tenaga
Pada indikator ini ditujukan untuk mengetahui apa saja
dukungan tenaga yang diberikan oleh para pemangku kepentingan
dalam penyelenggaraan program sekolah. Pengkategorian distribusi
skor dukungan tenaga dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 27. Kategori
No Rentang
1
2 8.3 s/d 9.7
3 6.8 s/d 8.2
4 5.3 s/d 6.7
5
Dari
berupa dukungan tenaga
dan kategori
disimpulkan
dikategorikan
Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan tenaga yaitu dari
Dinas Pendidikan Kota Y
acara In House Training
pada tanggal 14 Juli 2009. Partisipasi dari warga sekolah berupa
dukungan tenaga yaitu dilaksanakannya tugas masing
sekolah sesuai dengan pr
Partisipasi dari masyarakat
sosial, menghadiri undangan sekolah, dan ikut serta dalam kunjungan
Cukup Baik;
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Skor Dukungan Tenaga
Skor Kategori Frekuensi (F)
x ≥ 9.8 Sangat baik 0
Baik 67
Cukup baik 31
Kurang baik 0
x ≤ 5.2 Tidak baik 0
Gambar 13. Digram Pie Dukungan Tenaga
Gambar 13 diketahui bahwa bentuk partisipasi
menurut 68,4% responden pada kategori baik
cukup baik 31,6% responden. Dari hasil ini
bahwa bentuk partisipasi berupa dukungan
baik.
ogyakarta dengan menjadi penyaji dalam
(IHT) di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta
ogram-program sekolah yang dilaksanakan.
yaitu dengan ikut serta dalam kegiatan bakti
Baik; 68,4%
31,6%
F (%)
0,0
68,4
31,6
0,0
0,0
stekeholders
dapat
tenaga
-masing warga
industri dengan para guru
industri yaitu menjadi penguji di SMK Muhammdiyah 3 Yogyakarta
dalam pelaksanaan uji kompetensi siswa.
Selanjutnya
penyelenggaran program sekolah
variabel ini terdapat
deskriptif diperoleh
partisipasi dapat dilihat pada tabel dan diagram pie berikut ini.
Tabel 28. Kategori Skor
No Rentang skor
1 x
2 36 s/d 47,9
3 24,1 s/d 35,9
4 12,1 s/d 24
5 x
Gambar
Berdasarkan
dalam penyelenggaran
kategori baik
maka dapat disimpulkan bahwa
penyelenggaraan
Cukup Baik;
35,7%
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. Kemudian partisipasi dari dunia usaha dan
variabel bentuk partisipasi stakeholders
dianalisis secara keseluruhan.
12 butir pertanyaan dan berdasarkan hasil analisis
data skor Mi = 30 dan SDi = 6. Pengkategorian bentuk
Bentuk Partisipasi Stakeholders
Kategori Frekuensi (F)
≥ 48 Sangat baik 0
Baik 63
Cukup baik 35
Kurang baik 0
≤ 12 Tidak baik 0
14. Diagram Pie Bentuk Partisipasi Stakeholder
Gambar 14 diketahui bentuk partisipasi
program sekolah menurut 64,3% responden pada
dan 35,7% responden pada kategori cukup baik. Dari data ini
bentuk partisipasi stakeholders
program sekolah dikategorikan baik.
Baik; 64,3%
dalam
Pada
F (%)
0,0
64,3
35,7
0,0
0,0
s
stakeholders
dalam
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4. Deskripsi Data Keterbukaan Sekolah
Pada variabel keterbukaan sekolah indikator yang diukur yaitu
keterlibatan pihak terkait dalam pengembangan program dan dana sekolah,
kemudahan mengakses informasi oleh para pemangku kepentingan, dan
kepercayaan/keyakinan para pemangku kepentingan kepada sekolah. Data
ini diperoleh melalui penyebaran angket dan wawancara langsung dengan
responden yaitu wakil kepala sekolah bidang ketenagaan yang didukung
oleh dokumen terkait.
Masing-masing indikator terdiri dari 4 butir pertanyaan.
Berdasarkan hasil analisis deskriptif untuk masing-masing indikator
diperoleh data skor Mi = 10 dan SDi = 2. Berikut ini deskripsi data hasil
penelitiannya.
a. Keterlibatan para pemangku kepentingan
Pada indikator ini ditujukan untuk mengetahui keterlibatan para
pemangku kepentingan dalam pengembangan program dan anggaran
sekolah. Pengkategorian distribusi skor keterlibatan para pemangku
kepentingan dalam pengembangan program dan anggaran sekolah dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 29. Kategori Skor Keterlibatan Warga Sekolah dan Komite
Sekolah
No Rentang Skor Kategori Frekuensi (F) F (%)
1 x ≥ 13 Sangat baik 75 76,5
2 11 s/d 12,9 Baik 17 17,3
3 9,1 s/d 10,9 Cukup baik 6 6,1
4 7,1 s/d 9 Kurang baik 0 0,0
5 x ≤ 7 Tidak baik 0 0,0
Gambar 15. Diagram Pie Keterlibatan Warga Sekolah
Dari
dan komite sekolah dalam menyusun program dan keuangan
menurut 7
17,3% responden
ini dapat
melibatkan warga sekolah dan komite sekolah dalam penyusunan
program dan keuangan sekolah
Menurut hasil wawancara diketahui bahwa sekolah telah
melibatkan warga sekolah
perumusan program dan keuangan sekolah
keuangan sekolah
satu orang kepercayaannya.
rapat yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru,
Warga
keuangan sekolah sesuai
berdasarkan aspirasi warga sekolah dan kondisi sekolah. Pihak
tersebut meliputi
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dan Komite Sekolah
Gambar 15 diketahui bahwa keterlibatan warga sekolah
6,5% responden pada kategori sangat baik
dan kategori cukup baik 6,1% responden
disimpulkan bahwa keterbukaan sekolah dengan cara
sekolah dikategorikan sangat
dan komite sekolah
. Perumusan program dan
tidak hanya dilakukan oleh kepala sekolah dan salah
Namun diputuskan bersama dalam suatu
dan karyawan.
sekolah yang dilibatkan dalam perumusan program dan
dengan tugas dan tanggung jawabnya
semua wakil kepala sekolah yang mengurusi masing
Sangat Baik;
76,5%
Baik; 17,3%
Cukup Baik;
6,1%
sekolah
, kategori baik
. Dari hasil
baik.
terkait dengan
-pihak
-
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masing bidangnya, kepala TU yang mengurusi administasi, dan semua
ketua program keahlian. Masing-masing pihak penanggung jawab
program merumuskan program dan keuangan, kemudian dirumuskan
bersama dalam suatu rapat kerja, sehingga dihasilkan keputusan
bersama terkait program dan keuangan sekolah dengan persetujuan
komite sekolah. Rencana anggaran dan program sekolah ini kemudian
dituangkan dalam Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS)
dan Program Kerja Sekolah.
b. Kemudahan mengakses informasi oleh warga sekolah dan
masyarakat
Pada indikator ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana
sekolah memberikan kemudahan kepada warga sekolah dan masyarakat
dalam mengakses informasi mengenai program dan keuangan sekolah.
Pengkategorian distribusi skor kemudahan mengakses informasi oleh
para pemangku kepentingan mengenai program dan anggaran sekolah
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 30. Kategori Skor Kemudahan Mengakses Informasi Oleh
Warga Sekolah dan Masyarakat
No Rentang Skor Kategori Frekuensi (F) F (%)
1 x ≥ 13 Sangat baik 0 0
2 11 s/d 12,9 Baik 83 84,7
3 9,1 s/d 10,9 Cukup baik 15 15,3
4 7,1 s/d 9 Kurang baik 0 0,0
5 x ≤ 7 Tidak baik 0 0,0
Gambar 16. Diagram Pie Kemudahan Mengakses Infromasi
Dari
informasi terkait dengan program dan keuangan sekolah oleh warga
sekolah dan komite
baik dan kategori
disimpulkan
sekolah dan masyarakat melalui berbagai jalur komunikasi
dikategorikan baik.
Program dan ke
sekolah dan masyarakat dalam suatu pertemuan. Informasi terkait
dengan progam dan keuangan sekolah dapat diakses oleh warga sekolah
dan masyarakat melalui komunikasi langsung dengan kepala sekolah
maupun penangg
sekolah yang dijaga oleh petugas piket. Selain itu penyebaran informasi
program-program sekolah dilakukan dalam bentuk papan pengumuman,
laporan, dan website sekolah. Sedangkan untuk informasi tentang
keuangan sekolah hanya dapat diakses melalui komunikasi langsung
dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bendahara dengan
adanya laporan keuangan.
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Gambar 16 diketahui bahwa kemudahan mengkases
sekolah menurut 84,7% responden
cukup baik 15,3% responden. Dari hasil ini
bahwa kemudahan mengakses informasi oleh warga
uangan sekolah disosialisasikan kepada warga
ungjawab program maupun melalui layanan informasi
Baik; 84,7%
Cukup Baik;
15,3%
pada kategori
dapat
Selanjutnya
keseluruhan. Pada
hasil analisis deskriptif diperoleh data skor M
Pengkategorian keterbukaan sekolah
pie berikut ini.
Tabel 31. Kategori Skor
No Rentang skor
1 x
2 22 s/d 25,9
3 18,1 s/d 21,9
4 14,1 s/d 18
5 x
Pada
sekolah menurut sebagian besar
kategori cukup baik 15
disimpulkan bahwa
5. Deskripsi Data Akuntab
Pada variabel akuntab
pertanggungjawaban program dan
pemangku kepentingan (
dan keuangan sekolah
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variabel keterbukaan sekolah dianalisis secara
variabel ini terdapat 8 butir pertanyaan
i = 20
dapat dilihat pada tabel dan diagram
Keterbukaan Sekolah
Kategori Frekuensi (F)
≥ 26 Sangat baik 67
Baik 25
Cukup baik 6
Kurang baik 0
≤ 14 Tidak baik 0
Gambar 17. Diagram Pie Keterbukaan Sekolah
gambar diagram pie di atas tampak bahwa
84,7% responden pada kategori
,3% responden. Dengan demikian, maka dapat
keterbukaan sekolah dikategorikan baik.
ilitas Sekolah
ilitas sekolah digunakan untuk meng
keuangan sekolah kepada para
stakeholder) yang meliputi pelaporan
, pertemuan untuk membahas pertanggungjawaban
Sangat Baik;
68,4%
Baik; 25,5%
Cukup Baik;
6,1%
dan berdasarkan
dan SDi = 4.
F (%)
68,4
25,5
6,1
0
0
keterbukaan
baik, dan
etahui
program
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program dan keuangan sekolah, serta kepuasan warga sekolah dan komite
sekolah terhadap pertanggungawaban program dan keuangan sekolah.
Data ini diperoleh melalui penyebaran angket dan wawancara langsung
dengan responden yaitu wakil kepala sekolah bidang ketenagaan yang
didukung oleh dokumen terkait. Berikut ini disajikan deskripsi hasil
penelitian.
Masing-masing indikator terdiri dari 2 butir pertanyaan.
Berdasarkan hasil analisis deskriptif untuk masing-masing indikator
diperoleh data skor Mi = 5 dan SDi = 1. Berikut ini deskripsi data hasil
penelitiannya.
a. Pelaporan program dan keuangan sekolah
Pada indikator ini ditujukan untuk mengetahui pertanggung-
jawaban sekolah dengan membuat pelaporan proses dan hasil
pelaksanaan program maupun keuangan sekolah. Pengkategorian
distribusi skor pelaporan program dan keuangan sekolah dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 32. Kategori Skor Pelaporan Program dan Keuangan Sekolah
No Rentang Skor Kategori Frekuensi (F) F (%)
1 x ≥ 6,5 Sangat baik 0 0,0
2 5,5 s/d 6,4 Baik 98 100,0
3 4,6 s/d 5,4 Cukup baik 0 0,0
4 3,6 s/d 4,5 Kurang baik 0 0,0
5 x ≤ 3,5 Tidak baik 0 0,0
Dari
keuangan sekolah
hasil ini dapat
sekolah dikategorikan
Masing
pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan program maupun
keuangan sekolah dalam bentuk laporan tertulis.
pertanggungjawaban di
komite sekolah, yayasan, dan pemerintah.
b. Pertemuan
Pada indikator ini ditujukan untuk mengetahui
pertemuan dengan
pertanggungjawaban
sekolah. Pengkategorian distribusi skor
laporan pertanggungjawaban
Tabel 33. Kategori Skor
No Rentang
1
2 5,5 s/d 6,4
3 4,6 s/d 5,4
4 3,6 s/d 4,5
5
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Gambar 18. Diagram Pie Pelaporan
Gambar 18 diketahui bahwa pelaporan program dan
menurut 100% responden pada kategori
disimpulkan bahwa pelaporan program dan keuangan
baik.
-masing penanggungjawab program membuat laporan
berikan kepada warga sekolah, masyakat,
untuk membahas laporan pertanggungjawaban
para pemangku kepentingan untuk membahas
proses dan hasil pelaksanaan program maupun
pertemuan untuk membahas
dapat dilihat pada tabel berikut.
Pertemuan
Skor Kategori Frekuensi (F)
x ≥ 6,5 Sangat baik 0
Baik 98
Cukup baik 0
Kurang baik 0
x ≤ 3,5 Tidak baik 0
Baik;
100%
baik. Dari
Pelaporan
adanya aktivitas
F (%)
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
Dari
pertemuan dengan para pemangku kepentingan un
larpotan pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan program
maupun keuangan sekolah
baik. Dari hasil ini
melalui pertemuan dengan para pemangk
membahas lapor
program maupun keuangan sekolah
Masing
pertanggungjawaban kepada kepala sekolah dan komite sekolah melalui
pertemuan untuk dibahas hasil pelaksanaan program yang telah dicapai
dan penggunaan uang
pertemuan dengan pihak dinas pendidikan, yayasan, dan orang tua
siswa untuk mempertanggungjawabkan semua hasil pelaksanaan
program dan pen
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Gambar 19. Diagram Pie Pertemuan
Gambar 19 diketahui akuntabilitas sekolah melalui
menurut 100% responden
dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas sekolah
u kepentingan
an pertanggung-jawaban proses dan hasil pelaksanaan
dikategorikan baik.
-masing penanggung jawab program memberikan
. Kemudian pada akhir tahun ajaran dilakukan
ggunaan keuangan sekolah.
Baik;
100%
tuk membahas
pada kategori
untuk
c. Kepuasan
pertanggung
Pada indikator ini ditujukan untuk mengetahui
kepuasan warga sekolah dan komite sekolah terhadap
pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan program maupun
keuangan sekolah.
sekolah dan komite s
Tabel 34. Kategori Skor
No Rentang
1
2 5,5 s/d 6,4
3 4,6 s/d 5,4
4 3,6 s/d 4,5
5
Gambar 20. Diagram Pie Kepuasan Warga Sekolah
Dari
komite sekolah
pelaksanaan program maupun keuangan s
responden
responden.
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warga sekolah dan komite sekolah
-jawaban sekolah
Pengkategorian distribusi skor kepuasan warga
ekolah dapat dilihat pada tabel berikut.
Kepuasan Warga Sekolah dan Komite Sekolah
Skor Kategori Frekuensi (F)
x ≥ 6,5 Sangat baik 0
Baik 90
Cukup baik 5
Kurang baik 3
x ≤ 3,5 Tidak baik 0
dan Komite Sekolah
Gambar 20 diketahui bahwa kepuasan warga sekolah dan
terhadap pertanggungjawaban proses dan hasil
ekolah menurut 76
pada kategori baik dan kategori cukup
Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa
Baik;
91,8%
Cukup
Baik; 5,1%
Kurang
Baik; 3,1%
terhadap
sejauh mana
F (%)
0,0
91,8
5,1
3,1
0,0
,5%
baik 23,5%
kepuasan warga
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sekolah dan komite sekolah terhadap pertanggungjawaban proses dan
hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah dikategorikan
baik.
Dalam perumusan program dan keuangan sekolah melibatkan
warga sekolah dan komite sekolah dengan persetujuan pihak yayasan.
Sehingga sekolah memberikan pertanggungjawaban proses dan hasil
pelaksanaan program maupun keuangan sekolah kepada para pemangku
kepentingan tersebut. Baik warga sekolah maupun komite sekolah
merasa puas dengan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh
sekolah. Hal ini terbukti dengan tidak adanya protes/komplain dari
warga sekolah dan komite sekolah.
Selanjutnya variabel akuntabilitas sekolah dianalisis secara
keseluruhan. Pada variabel ini terdapat 6 butir pertanyaan dan berdasarkan
hasil analisis deskriptif diperoleh data skor Mi = 15 dan SDi = 3.
Pengkategorian bentuk partisipasi dapat dilihat pada tabel dan diagram pie
berikut ini.
Tabel 35. Kategori Skor Akuntabilitas Sekolah
No Rentang skor Kategori Frekuensi (f) F (%)
1 x ≥ 19,5 Sangat baik 0 0,0
2 16,5 s/d 19,4 Baik 95 96,9
3 13,5 s/d 16,4 Cukup baik 3 3,1
4 10,5 s/d 13,4 Kurang baik 0 0,0
5 x ≤ 14 Tidak baik 0 0,0
Tampak pada Gambar 07,
96,9% responden pada kategori baik
responden. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam
pelaksanaan program sekolah pada kategori
B. Pembahasan
1. Pembahasan
Penerapan manajemen berbasis sekolah menuntut sekolah agar
lebih mandiri dalam pengembangan program
diberikan kewenangan yang lebih besar dalam dalam mengelola program
programnya dengan tidak selalu bergantung kepada atasannya. Oleh
karena itu sekolah harus memiliki sumber daya yang sesuai dengan
tuntutan program sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kemandirian sekolah yang ditunjukkan dengan kewenangan sekolah dan
pemenuhan kebutuhan sumber daya sekolah termasuk dalam kategori baik.
Adapun indikator
berikut.
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Gambar 6. Diagram Pie Akuntabilitas Sekolah
akuntabilitas sekolah menurut
dan kategori cukup baik 3,1%
baik.
Kemandirian Sekolah
-program sekolah. Sekolah
-indikator kemandirian sekolah dijelaskan s
Baik; 96,9%
Cukup Baik;
3,1%
-
ebagai
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a. Kewenangan sekolah dalam pengembangan kurikulum dan
program pembelajarajan
Sekolah diberikan kewenangan untuk mengembangkan
kurikulumnya dan program pembelajaran sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.. Pengembangan kurikulum dan program
pembelajaran meliputi pengembangan Buku I KTSP, pengembangan
silabus, pengembangan RPP, persiapan proses pembelajaran,
pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kewenangan sekolah dalam
pengembangan kurikulum dan program pembelajaran pembelajaran
menurut 93,9% responden pada kategori sangat baik dan kategori baik
6,1% responden
Pengembangan dokumen kurikulum yang berupa Buku I KTSP
dilakukan oleh tim pengembang kurikulum. Seperti yang diketahui
bahwa tim pengembang kurikulum SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta
kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, guru
mata pelajaran normative, adaptif, dan produktir serta pengurus komite
sekolah yang mewakili pihak dunia usaha dan industri. Untuk
pengembangan silabus, rencana pelaskanaan pembelajaran, dan
perangkat persiapan pembelajaran dikembangkan oleh masing-masing
guru mata pelajaran atau MGMP sekolah dengan koordinasi wakil
kepala sekolah bidang kurikulum. Panduan pengembangan kurikulum
sekolah yang digunakan terdiri dari: UU No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar
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Nasional Pendidikan, Standar Kompetensi Kerja (SKKNI/SKK),
Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas
No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan
Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL.
Ditinjau dari tim pengembang kurikulum dalam pengembangan
dokumen kurikulum atau Buku I KTSP menunjukan sekolah sudah
mandiri dalam mengembangkan kurikulum sekolahnya sendiri dengan
melibatkan para guru dan komite sekolah sebagai perwakilan dunia
usaha dan indsutri. Hal ini sesuai dengan PP No. 19 tahun 2005,
tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa kurikulum
tingkat satuan pendidikan (KTSP) pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman
pada standar isi dan standar kompetensi lulusan, serta panduan
pengembangan kurikulum yang dibuat oleh BSNP dengan
memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dokumen
yang digunakan sudah tepat yaitu Permendiknas No. 22 tahun 2006
mengenai Standar Isi (SI), No. 23 tahun 2006 mengenai Standar
Kompetensi Lulusan (SKL) dan No. 24 tahun 2006 mengenai Pelaksanaan
Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Hal ini sesuai
dengan Depdiknas (2006), dimana Standar Isi (SI) dan Standar
Kompetensi Lulusan (SKL) menjadi acuan dalam pengembangan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Pengembangan silabus, RPP, dan perangkat persiapan
pembelajaran yang dikembangkan oleh para guru atau MGMP sekolah.
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Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam panduan pengembangan
KTSP (Depdiknas, 2006: 15), pengembangan silabus dapat dilakukan
oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah
atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran
(MGMP) pada atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan.
Dalam pengembangan RPP juga sejalan dengan Permendiknas No. 41
tahun 2007 yang menyebutkan bahwa setiap guru pada satuan
pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis
agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk
berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan kegiatan utama
sekolah. Sekolah diberikan kebebebasan memilih strategi, meotde dan
teknik pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan
kondisi sumber daya yang tersedia di sekolah. Hasil penelitian
menunjukan bahwa guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan
menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan menggunakan
fasilitas atau media pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Hal ini sesuai dengan Permendiknas No 41 tahun 2007 yang
menyatakan bahwa kegiatan inti pelaksanaan proses pembelajaran
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menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta
didik dan mata pelajaran.
Pada proses penilaian, hasil penellitian menunjukkan bahwa
guru telah menyusun instrumen penilaian hasil belajar secara mandiri.
Instrumen penilaian hasil belajar yang dikembangkan sesuai dengan
teknik dan metode penilaian mata pelajaran. Instrumen penilaian hasil
belajar ini berbentuk tes pilihan ganda, tes essay, dan tes praktek.
Sedangkan waktu penilaian dilaksanakan pada setiap pencapaian
kompetensi dasar mata pelajaran (ulangan harian), ulangan tengah
semeseter, dan ulangan akhir semester. Penilaian hasil belajar sudah
sesuai dengan Permendiknas No. 20 tahun 2007 tentang Standar
Penilaian terkait dengan mekanisme dan prosedur penilaian melalui
ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester dilakukan oleh
pendidik di bawah koordisasi satuan pendidikan. Sedangkan untuk
teknik dan intrumen penilaian melalui tes tulis dan tes praktek.
b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya pendidik dan tenaga
kependidikan
Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya
manusia penting yang diperlukan untuk berlansungnya proses
pendidikan di sekolah. Tanpa sumber daya yang memadai, proses
pendidikan di sekolah tidak akan berlangsung secara baik, dan pada
gilirannya tujuan sekolah tidak akan tercapai. Sekolah yang mandiri
harus memiliki tingkat kesiapan sumber daya yang memadai untuk
menjalankan proses pendidikan. Artinya, segala sumber daya yang
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diperlukan untuk menjalankan proses pendidikan harus tersedia dan
dalam keadaan siap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan
sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan menurut 100%
responden pada kategori baik.
Secara kuantitas, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di
SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta sudah mencukupi dari kebutuhan
sekolah. Jumlah pendidik sebanyak 102 orang, sedangkan tenaga
kependidikan berjumlah 36 orang. Berdasarkan hasil wawancara
dengan didukung dokumen Data Pokok PSMK 2010 pemenuhan
jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di SMK Muhammadiyah
sudah terpenuhi.
Pada kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, tingkat
pendidikan guru terdiri dari Diploma sebanyak 6 orang, S1/DIV
sebanyak 91 orang, dan S2 sebanyak 5 orang. Untuk tingkat pendidikan
karyawan terdiri dari SLTA sebanyak 30 orang, Diploma sebanyak 3
orang, dan S1/DIV sebanyak 3 orang. Dalam Permendiknas No. 16
Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan kompetensi
guru mendeskripsikan kualifikasi guru SMK dan yang sederajat
minimal adalah S1 atau DIV. Melihat hal ini maka pemenuhan
kualifikasi guru di SMK Muhammadiyah 3 belum semuanya terpenuhi.
Sedangkan pemenuhan kualifikasi maupun kompetensi karyawan
berdasarkan hasil wawancara adalah sudah terpenuhi dikarenakan
kualifikasi pendidikannya sesuai dengan bidang pekerjaan di sekolah.
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Untuk kompetensi guru SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta
dari data yang terkumpul menyatakan bahwa kompetensi pedagogik,
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional
guru adalah baik. Hal ini berarti pada kompetensi pedagogik, guru
mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran
sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Pada kompetensi
kepribadian, guru memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai
dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan
yang berlaku.
Pada kompetensi sosial, guru mampu berkomunikasi secara
efektif dan santun dengan sesame guru, tenaga kependidikan, dan orang
tua siswa dan masyarakat. Adapun pada kompetensi profesional, guru
menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang
mendukung mata pelajaran yang diampu. Dari penjelasan ini terlihat
kebutuhan kompetensi guru telah dipenuhi oleh sekolah.
Untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan,
dilaksanakan melalui kegiatan diklat, magang, dan pembinaan guru
serta karyawan oleh kepala sekolah. Dengan kegiatan ini diharapkan
kualitas kinerja pendidik dan tenaga kependidikan semakin membaik.
Sehingga pelayana pembelajaran dan administrasi sekolah dapat
berlangsung dengan baik.
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kebutuhan pendidik dan
tenaga kependidikan di MK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dilihat dari
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jumlah, kualifikasi, kompetensi sudah terpenuhi disertai dengan
program peningkata mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik
dan tenaga kependidikan yang merupakan sumber daya sekolah harus
memiliki kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh sekolah,
sehingga sekolah dapat mandiri dalam melaksanakan programnya
secara profesional. Hal ini sejalan dengan pernyataan Depdiknas (2009:
59) yang menyatakan bahwa suatu sekolah dapat mandiri dalam
pelaksanaan program jika didukung oleh sejumlah kemampuan SDM
sekolah sesuai dengan tuntutan program
c. Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah
Sarana dan prasarana sekolah merupakan masukan penting
dalam pelaksaan proses pembelajaran di sekolah. Data yang diperoleh
terkait sarana dan prasarana sekolah menyakatan bahwa pemenuhan
sarana dan prasarana sekolah menurut 93,9% responden pada kategori
baik dan kategori cukup baik 6,1% responden. Pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana sekolah meliputi kondisi bangunan sekolah,
kelengkapan kelompok ruang pembelajaran umum, kelengkapan
kelompok ruang penunjang, dan kelompok ruang pembelajaran khusus
yakni ruang praktek yang disesuaikan dengan program keahlian di
sekolah. Hal ini sesuai dengan Permendiknas No. 40 Tahun 2008
tentang Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK, disebutkan standar
sarana prasarana sekolah mencakup: bangunan, kelengkapan sarana
prasarana ruang pembelajaran umum, kelengkapan sarana prasarana
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ruang penunjang, dan kelengkapan sarana prasarana ruang
pembelajaran khusus. Sekolah disimpulkan memenuhi kebutuhan
sarana dan prasarana berarti harus memiliki minimal kebutuhan sarana
dan prasarana yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kebutuhan kelengkapan sarana prasarana ruang pembelajaran
umum secara keseluruhan adalah 51 ruang, tetapi sekolah baru
memiliki 40 ruang. Hal ini berarti kebutuhan kelengkapan sarana
prasarana ruang pembelajaran umum di SMK Muhammdiyah masih
belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah
karena pemenuhannya baru mencapai 78%.
Kebutuhan kelengkapan sarana prasarana ruang khusus
(praktek) secara keseluruhan adalah 22 ruang, tetapi sekolah baru
memiliki 18 ruang. Hal ini berarti kebutuhan kelengkapan sarana
prasarana ruang khusus (praktek) di SMK Muhammdiyah masih belum
memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah karena
pemenuhannya baru mencapai 82%.
Kebutuhan kelengkapan sarana prasarana ruang penunjang
sekolah secara keseluruhan adalah 28 ruang, tetapi sekolah baru
memiliki 20 ruang. Hal ini berarti kelengkapan sarana prasarana ruang
penunjang sekolah umum di SMK Muhammdiyah masih belum
memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah karena
pemenuhannya baru mencapai 71%.
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Program pengembangan sarana dan prasarana di SMK Muh
Failitas sarana dan prasarana sekolah di SMK Muhammadiyaah 3
Yogyakarta telah memadai dalam pelaksanaan berbagai program
kegiatan pendidikan di sekolah, baik untuk kegiatan teori maupun
kegiatan praktek. Namun demikian, masih ditemukan fasilitas sekolah
yang kurang dan membutuhkan pemugaran. Mengatasi berbagai hal
tersebut sekolah melakukan pengadaan dan pemeliharaan melalui dana
sumbangan dari masyarakat dan mengajukan proposal ke instansi
terkait. Strategi ini merupakan langkah penting yang telah dilakukan
dan perlu terus dipertahankan. Sarana dan prasarana sekolah secara
umum sudah mendukung untuk melaksanakan program-program
sekolah, namun seiring dengan perkembangan sekolah, sarana dan
prasarana sekolah masih perlu terus ditingkatkan baik secara kuantitas
maupun kualitas.
d. Pemenuhan pembiayaan/dana sekolah
Sumber daya sekolah selanjtunya yang juga sangat penting
dalam penyelenggaran program pendidikan di sekolah adalah
pembiayaan/dana sekolah. Kemandirian sekolah pada aspek pemenuhan
dana sekolah dapat dilihat dari perolehan sumber dana dan upaya
sekolah untuk menghasilkan pemasukan dana. Data penelitian terkait
dengan pemenyhan pembiayaan/dana sekolah menurut 96,9%
responden pada kategori baik dan kategori cukup baik 3,1% responden.
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Sumber dana yang diperoleh dalam penyelenggaraan
pendidikan di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta diperoleh dari:
pemerintah pusat, pemerintah daerah, komite sekolah, orang tua siswa
dan amal usaha sekolah. Perolehan sumber dana tersebut secara
komposisi sudah lengkap untuk memenuhi kebutuhan dana
pelaksanaan program sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Harsono
(2007: 9), bahwa biaya pendidikan berdasarkan sumbernya dapat
digolongkan menjadi 4 jenis, (1) biaya pendidikan yang dikeluarkan
oleh pemerintah, (2) biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh
masyarakat orang tua/wali siswa, (3) biaya pendidikan yang
dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua/wali siswa, misalnya
sponsor dairi lembaga keuangan dan perusahan, dan (4) lembaga
pendidikan itu sendiri. Hal ini juga ditegaskan dalam PP No. 48 tahun
2008 tentang Pendanaan Pendidikan, disebutkan bahwa pendanaan
pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat.
Berdasarkan studi dokumentasi, sumber dana sekolah pada
tahun 2009 yang berasal dari masyarakat/orang tua siswa berupa uang
pendaftaran dan uang pendidikan, bantuan dari pemerintah pusat
berupa dana RSBI, RKK, dan School Business Center, bantuan dari
pemerintah daerah berupa Bantuan Operasional Manajemen mutu
(BOMM), dan dana pendamping masing-masing bantuan dari
pemerintah tersebut berasal dari komite sekolah. Selain itu juga,
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sekolah mendapatkan dana beasiswa yang diperuntukan bagi siswa
dari pemerintah derah provinsi, yaitu Beasiswa Siswa Miskin Jenjang
Pendidikan Menengah (SMK)/Bantuan Khusus Murid (BKM),
RAPUS, dan RETRIEVAL.
Selain sumber dana dari masyarakat dan pemerintah tersebut,
sekolah juga memiliki amal usaha berupa unit produksi sekolah. Unit
produksi sekolah tersebut diantaranya koperasi sekolah, warnet dan
fotocopy, jual beli komputer dan peripheral, servis/upgrade, web
design, konsultan bangunan, gambar rencana bangunan, setir mobil,
bengkel mobil dan motor, bengkel las dan bubut, servis TV dan audio,
serta instalasi listrik rumah tangga dan industri. Unit usaha ini
menunjukkan kemandirian sekolah dalam pembiayaan sekolah yang
ditunjukkan oleh adanya usaha sekolah yang mengarah pada
pemasukan dana melalui pemanfaatan dan optimalisasi sumber daya
sekolah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Depdiknas (2009: 61)
bahwa kemandirian sekolah ditinjau dari pendanaan dapat dilihat dari
upaya sekolah dalam mengembangkan unit usaha/income generating
untuk menghasilkan pemasukan dana, baik berupa usaha jasa maupun
produk dalam upaya untuk mendukung pelaksanaan program. Melalui
manajemen berbasis sekolah diberikan keleluasaan kepada sekolah
untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah guna
mendapatkan dana untuk keperluan pelaksanaan program sekolah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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Kemandirian sekolah ditinjau dari sumber dana dan
pendahanaan sudah berhasil menurut Depdiknas (2009: 63) yaitu:
1) sekolah telah berupaya dalam mengembangkan unit-unit
usaha/income generating untuk menghasilkan pemasukan dana, baik
berupa usaha jasa maupun produk; 2) Mengupayakan dapat bantuan
dana secara kontinyu dari daerahnya untuk mendukung pelaksanaan
program yaitu dianggarkan melalui APBD daerah, agar tidak
tergantung dari pemerintah pusat; 3) meningkatkan peran dan fungsi
komite sekolah untuk mendukung pelaksanaan program khususnya
dalam bidang pendanaan/keuangan. 4) mengoptimasikan potensi
sumber daya sekolah (SDM, sarpras, lingkungan fisik/social, dan
lainnya) dan masyarakat sekitarnya untuk menghasilkan keuntungan
ekonomi. Namun, sekolah belum mampu menjalin kerjasama dengan
perusahaan sekitar atau pihak lain untuk membantu dana pendidikan
melalui sponsorship atau beasiswa atau untuk mendukung pelaksanaan
program.
2. Pembahasan Kerjasama Sekolah
Kerjasama sekolah merupakan kerjasama internal antar warga
sekolah dan kerjasama eksternal antara sekolah dengan pihak terkait
lainnya guna mendukung pelaksanaan program sekolah. Dari hasil
perhitungan data diketahui bahwa kerjasama dalam pelaksanaan program
sekolah pada kategori baik. Hal ini menunjukkan kerjasama internal dan
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eksternal sekolah telah terjalin dengan baik. Indikator kerjasama sekolah
akan dijelaskan berikut ini.
a. Kerjasama internal
Hasil perhitungan data angket diketahui bahwa kerjasama
internal sekolah pada kategori baik. Data ini dikuatkan dengan
keterangan dari wakil kepala sekolah yang mengatakan bahwa
kerjasama internal sekolah berjalan dengan baik. Kerjasama internal ini
terlihat dari adanya team work berupa unit-unit kelompok kerja yang
kompak, cerdas, dan dinamis dalam pelaksanaan program sekolah,
pelaksanaan kegiatan piket dan kegiatan rapat antar warga sekolah yang
baik. Selain itu juga terjalinnya hubungan warga sekolah yang harmonis
telah menciptakan iklim kerja dan suasana belajar yang kondusif
diantara warga sekolah.
Kerjasama antara kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa
yang terjalin di sekolah harus dipelihara untuk menciptakan sekolah
yang kondusif dan harmonis sehingga pelaksanaan program sekolah
dapat terlaksana dengan baik. Kerjasama antara pendidik dan tenaga
kependidikan di sekolah terlihat dari kegiatan rapat rutin, koordinasi
antar unit kerja yang baik, dan masing-masing unit kerja bekerja dengan
kompak dan sesuai dengan tanggungjawabnya demi mencapai tujuan
bersama. Dengan demikian program-program sekolah akan dapat
terlaksana dengan baik. Kerjasama antara sesama guru juga harus
dipelihara dengan baik, sehingga kegiatan belajar mengajar yang
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dilakukan oleh para guru dapat berjalan dengan baik. Hubungan yang
baik antar guru akan berakibat pada kondisi suasana kerja yang
kondusif di sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa (2005: 57)
yang menyatakan bahwa hubungan baik antar guru perlu diciptakan
agar terjalin iklim dan suasana kerja yang kondusif dan menyenangkan.
b. Kerjasama eksternal
Dari data yang diperoleh diketahui kerjasama eksternal sekolah
pada kategori baik. Hal ini menandakan kerjasama antara sekolah
dengan pihak terkait lainnya telah berlangung dengan baik. Kerjasama
dalam pelaksanaan program sekolah dilakukan dengan pemerintah dan
masyarakat.
Kerjasama antara sekolah dengan pemerintah atau dinas
pendidikan melalui berbagai kegiatan rapat dinas dan sinkronisasi
program dinas dengan program sekolah. Hal ini untuk menjalin
komunikasi antara sekolah dengan dinas, sehingga program-program
dinas tidak mengganggu program sekolah dan juga sebaliknya. Dengan
demikian, sekolah dapat melaksanakan program sekolahnya sesuai
dengan kebijakan dinas pendidikan setempat.
Kerjasama yang dilakukan antara SMK Muhammadiyah 3
Yogyakarta dengan orang tua siswa atau masyarakat sekitar dibentuk
dalam wadah komite sekolah, kemudian sekolah juga bekerjasama
dengan dunia usaha dan industri dalam program pendidikan sistem
ganda untuk membantu pelaksanaan program sekolah. Kegiatan
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kerjasama ini menunjukkan bahwa hubungan antara sekolah dengan
masyakarat dan dunia usaha/industri telah terjalin dengan baik. Hal ini
sesuai dengan pernyataan Depdiknas (2009: 63) bahwa kerjasama
sekolah yang baik ditunjukkan oleh hubungan sekolah dan masyarakat
yang erat.
Kerja sama antara sekolah dan masyarakat merupakan kegiatan
sekolah yang melibatkan masyarakat baik secara individual maupun
secara organisasi dengan prinsip sukarela, saling menguntungkan dan
memiliki kepentingan bersama dalam suatu wadah dalam rangka
membantu kelancaran penyelnggaraan pendidikan di sekolah.
Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan mendayagunakan potensi
masyarakat dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan
di sekolah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama.
Kerjasama antara sekolah dengan masyarakat di SMK Muhammdiyah
3 Yogyakarta terbentuk dalam wadah komite sekolah yang dikukuhkan
dengan SK No. 89/III.4/KEP/2007 tentang Susunan Pengurus Komite
Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Yogyakarta Periode
2007-2010.
Selain itu, sekolah juga menjaring kerjasama dengan dunia
usaha dan industri. Jaringan kerjasama sekolah dengan dunia usaha
dan industri dilaksanakan untuk membantu pelaksanaan program
sekolah berupa pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran
berupa kegiatan praktek kerja industri atau magang, uji kompetensi
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siswa, dan pemasaran lulusan. Pihak dunia usaha dan industri yang
menjadi mitra sekolah diantaranya PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA,
PT. PORTER. PT HINO, CV UTILINDO PERKASA, dan lain
sebaginya. Jalinan kerjasama tersebut merupakan realisasi pelaksanaan
program sekolah dari nota kesepahaman (Memorandum of
Understanding, MoU) yang telah disepakati berasama, salah satunya
yaitu Mou dengan CV UTILINDO PERKASA dengan No. MoU E-
2//a.20/XII/09 yang dilaksanakan mulai tahun 2009 sampai dengan
2010 berupa praktek kerja industri dan uji kompetensi siswa. Hal ini
ditegaskan oleh Depdiknas (2009: 64) bahwa keberhasilan sekolah
menjalin kemitraan atau kerjasama dalam pelaksanaan program
sekolah ditunjukkan oleh terealisasikannya kontrak kerjasama yang
dituangkan dalam MoU dengan pihak terkait.
Kerjasama antara sekolah dengan pihak terkait lainnya sudah
sejalan dengan Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan mengenai peran serta masyarakat dan
kemitraan sekolah disebutkan bahwa setiap sekolah/madrasah menjalin
kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input,
proses, output, dan pemanfaatan lulusan. Kemitraan sekolah/madrasah
dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah. Sistem
kemitraan sekolah/madrasah ditetapkan dengan perjanjian secara
tertulis. Strategi yang dilakukan sekolah untuk membina hubungan
kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, maupun dunia
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usaha/industri dilakukan dengan pertemuan-pertemuan antar kedua
belah pihak maupun kunjungan industri.
3. Pembahasan Bentuk Partisipasi
Bentuk partisipasi merupakan bentuk dukungan dari para
pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program sekolah. Bentuk
partisipasi dari stakeholders tersebut berupa dukungan dana, dukungan
material/fasilitas, dukungan pemikiran, dan dukungan tenaga. Hal ini
sejalan dengan hasil penelitian Rohmat (2007: ii) yang menyatakan
bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di SMAN 1 Pajangan Bantul DIY
dalam bentuk dana, barang/materi, tenaga, dan sumbangan pemikiran. Hal
ini juga di tegaskan oleh Depdiknas (2009: 9) bahwa bentuk-bentuk
partisipasi stakeholders diantaranya adalah: a) berupa dukungan dana,
(b) berupa dukungan material/fasilitas, (c) berupa dukungan pemikiran,
dan (d) berupa dukungan tenaga.
a. Dukungan dana
Partisipasi stakeholders dalam penyelenggaraan program
sekolah berupa dukungan dana pada kategori baik. Dari hasil
perhitungan rata-rata diketahui dukungan dana dari pemerintah pada
kategori besar, dukungan dari warga sekolah pada kategori rendah, dan
dukungan dari masyarakat pada kategori sangat besar. Hal ini
menunjukkan dukungan dana yang paling tinggi berasal dari
masyarakat.
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Hasil di atas didukung dari hasil wawancara dan data
dokumentasi yang menyatakan sumbangan dana sekolah yang paling
besar berasal dari wali siswa. Berdasarkan data dokumentasi anggaran
pendapatan dan belanja sekolah (APBS) pada neraca tahun 2009 dan
data pokok sekolah diketahui dukungan dana pada tahun 2009 dari
para stakeholder sebagai berikut.
Tabel 36. Dukungan Dana Stakeholders Pada Tahun Ajaran 2009/2010
No Stakeholder Jumlah Dana (Rp)
1 Pemerintah pusat 850.000.000
2 Pemerintah daerah 398.128.000
3 Masyarakat 6.422.170.000
Data tabel 41 menunjukkan dukungan dana dari para
stakeholder yang paling tinggi berasal dari masyarakat/orang tua siswa
berupa uang pendaftaran Rp 20.064.000, uang pendidikan
Rp 6.148.106.000, dan dana komite sekolah Rp 254.000.000 dengan
jumlah total Rp 6.422.170. Bantuan dana dari pemerintah pusat berupa
dana RSBI Rp 700.000.000, RKK Rp 75.000.000, dan school business
center Rp 75.000.000 dengan jumlah total Rp 750.000.000. Bantuan
dana dari pemerintah daerah provinsi berupa dana BOMM
Rp 190.108.000, Beasiswa Siswa Miskin Jenjang Pendidikan
Menengah (SMK)/Bantuan Khusus Murid (BKM) Rp 186.420.000,
RAPUS Rp 192.000.000, dan RETRIEVAL Rp 2.400.000 dengan
jumlah total Rp 398.128.000.
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b. Dukungan material/fasilitas
Partisipasi stakeholders dalam penyelenggaraan program
sekolah berupa dukungan material/fasilitas pada kategori cukup baik.
Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata diketahui dukungan
material/fasilitas dari pemerintah pada kategori rendah, dukungan dari
warga sekolah dan masyarakat pada kategori cukup besar. Namun
demikian, partisipasi stakeholders berupa dukungan material/fasilitas
yang paling tinggi berasal dari masyarakat.
Partisipasi masyarakat dalam berupa dukungan material/
fasilitas di SMK Muhammadiyah 3 pada kategori rendah. Hal ini tidak
jauh berbeda dengan hasil penelitian Rohmat (2007: iii) yang
mengungkapkan partisipasi masyarakat di SMAN 1 Pajangan Bantul
dalam bidang pendidikan yang berbentuk barang/materi (<1%) atau
sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa di SMK Muhammdiyah 3
Yogyakarta telah berhasil melibatkan masyarakat untuk ikut
berpartisipasi dalam bentuk material/fasilitas guna mendukung
penyelenggaraan program sekolah.
Partisipasi stakeholder di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta
dalam bentuk material/fasilitas yang berasal dari pemerintah yaitu
buku-buku untuk melengkapi koleksi perpustakaan. Dari warga
sekolah sendiri terutama dari para guru adalah sarana belajar untuk
siswa yang meliputi modul bahan ajar. Kemudian partisipasi dari
masyarakat terutama orang tua siswa yakni pemberian sarana belajar
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kepada anak-anaknya yang digunakan untuk belajar di sekolah maupun
di rumah. Partisipasi dari masyarakat yang lain yaitu dari dunia usaha
dan industri yang memberikan fasilitas tempat praktek kepada para
siswa maupun guru untuk melaksanaan praktek kerja industri dan
magang.
c. Dukungan pemikiran
Partisipasi stakeholders dalam penyelenggaraan program
sekolah berupa dukungan pemikiran pada kategori baik. Dari hasil
perhitungan rata-rata diketahui dukungan pemikiran dari pemerintah
adalah cukup besar, dukungan dari warga sekolah sangat besar dan
dukungan dari masyarakat rendah. Hal ini menunjukkan partisipasi
stekeholders berupa dukungan pemikiran yang paling tinggi adalah
dari warga sekolah sekolah.
Partisipasi stakeholders dalam bentuk pemikiran di SMK
Muhammadiyah 3 Yogyakarta berupa pemikiran-pemikiran/masukan-
masukan, aspirasi, maupun kritik pada saat pertemuan dan dialog
untuk kemajuan sekolah. Partisipasi stakeholders dalam bentuk
pemikiran melalui pertemuan dan dialog dengan komite sekolah
maupun rapat dinas dengan dinas pendidikan. Hal ini sejalan dengan
hasil penelitian Sugiyatno (2007: 19) yang menyatakan untuk
menampung aspirasi warga intern sekolah dan ekstern sekolah
diadakan pertemuan rutin dengan komite sekolah.
144
d. Dukungan tenaga
Partisipasi stakeholders dalam penyelenggaraan program
sekolah berupa dukungan tenaga pada kategori cukup baik.
Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata diketahui dukungan tenaga
dari pemerintah dan masyarakat adalah cukup besar, sedangkan
dukungan dari warga sekolah adalah sangat besar. Data ini
menunjukkan partisipasi dalam bentuk tenaga yang paling tinggi
berasal dari warga sekolah.
Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan tenaga yaitu dari
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dengan menjadi penyaji dalam
acara In House Training (IHT) di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta
pada tanggal 14 Juli 2009. Partisipasi dari warga sekolah berupa
dukungan tenaga yaitu dilaksanakannya tugas masing-masing warga
sekolah sesuai dengan program-program sekolah yang dilaksanakan.
Partisipasi dari masyarakat salah satunya dari mahasiswa UNY dalam
kegiatan KKN-PPL yang ikut menjadi guru dan memberikan bantuan
tenaga kepada sekolah dalam melaksanakan program-programnya.
Kemudian partisipasi dari dunia usaha dan industri yaitu menjadi
penguji di SMK Muhammdiyah 3 Yogyakarta dalam pelaksanaan uji
kompetensi siswa.
4. Pembahasan Keterbukaan Sekolah
Dengan implementasi MBS diharapkan sekolah lebih terbuka
kepada para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan sekolah baik
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program maupun keuangan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan
kecenderungan responden menyatakan keterbukaan sekolah pada kategori
baik. Hal ini menunjukkan keterbukaan di SMK Muhammadiyah 3
Yogyakarta mengenai program dan dana sekolah menurut responden telah
dilakukan dengan baik. Hasil ini sama dengan penelitian Tamsir (2010:ii)
di SMKN 2 Wonosari, disimpulkan transparansi manajemen telah
dilakukan dengan baik di bidang program dan kebijakan maupun di bidang
keuangan.
Keterbukaan dalam pengelolaan program dan dana sekolah sangat
penting. Pengelolaan program dan dana sekolah yang terbuka dapat
meningkatkan kepercayaan di antara warga sekolah dengan pihak eksternal
sekolah seperti komite sekolah, masyarakat, dan orang tua siswa. Selain
itu, pengelolaan dana yang transaparan dapat menghindari rasa saling
curiga yang berpotensi menimbulkan konflik baik diantara warga sekolah
maupun dengan masyarakat.
a. Keterlibatan warga sekolah dan komite sekolah
Keterlibatan warga sekolah dan komite sekolah dalam
perumusan program dan keuangan sekolah menurut responden pada
kategori baik. Keterlibatan warga sekolah ini terlihat dalam
pengambilan keputusan bersama dengan kepala sekolah dalam
perumusan program dan keuangan sekolah. Hal ini sejalan dengan
pernyataan Surya Darma (2010: 498) bahwa keterbukaan/transparansi
ini ditunjukkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan
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pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang, dan sebagainya, yang selalu
melibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat kontrol.
Keterbukaan sekolah tidak hanya dilakukan melalui laporan-
laporan keuangan saja, akan tetapi keterbukaan sekolah dapat
ditunjukkan dalam pengambilan keputusan, penggunaan uang dan
sebagainya yang selalu melibatkan pihak-pihak terkait sebagai kontrol.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Depdiknas (2001: 16) bahwa
keterbukaan sekolah ditunjukkan dalam pengambilan keputusan,
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang dan
sebagainya, yang selalu melibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat
kontrol dalam hal ini yaitu keterlibatan warga sekolah dan komite
sekolah dalam perumusan program dan keuangan sekolah
b. Kemudahan mengakses informasi oleh warga sekolah dan
masyarakat
Dalam hal kemudahan mengakses informasi oleh publik terkait
dengan pengelolaan sekolah pada kategori baik. Hal ini menunjukkan
sekolah terbuka kepada semua pihak yang berkepentingan dengan
sekolah dalam mengakses informasi mengenai program dan keuagnan
sekolah. Siapa saja yang ingin mengetahui apa yang dikerjakan
sekolah, sekolah memberikan kemudahan untuk mengakses informasi
melalui wadah informasi yang ada. Hal ini ditegaskan oleh Nurkolis
(2006: 44) yang menyatakan bahwa segala informasi tentang sekolah
harus disebarluaskan ke segala penjuru, baik itu terhadap para guru,
tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, penjaga
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sekolah, orang tua siswa, dewan sekolah, siswa sendiri dan masyarakat
luas.
Program dan keuangan sekolah disosialisasikan kepada warga
sekolah dan masyarakat dalam suatu pertemuan. Informasi terkait
dengan progam dan keuangan sekolah dapat diakses oleh warga sekolah
dan masyarakat melalui komunikasi langsung dengan kepala sekolah
maupun penanggungjawab program maupun melalui layanan informasi
sekolah yang dijaga oleh petugas piket. Selain itu penyebaran informasi
program-program sekolah dilakukan dalam bentuk papan pengumuman,
laporan, dan website sekolah. Sedangkan untuk informasi tentang
keuangan sekolah hanya dapat diakses melalui komunikasi langsung
dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bendahara dengan
adanya laporan keuangan.
5. Akuntabilitas Sekolah
Akuntabilitas sekolah erat kaitannya dengan kepercayaan para
pemangku kepentingan. Dari data yang terkumpul diketahui bahwa
akuntabilitas sekolah pada kategori baiik. Hal ini menunjukkan
pertanggungjawaban sekolah kepada para pemangku kepentingan telah
dilaksanakan dengan baik.
Kepala sekolah dan guru merupakan pihak yang bertanggungjawab
atas pelaksanaan program sekolah, sedangkan masyarakat merupakan
pihak yang dibebani biaya, sehingga pengelola sekolah harus memberikan
kejelasan terkait dengan keuangan dan program sekolah. Akuntabilitas
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dapat disimpulkan baik jika pihak tersebut telah mengetahui kondisi
keuangan dan program sekolah baik secara tertulis maupun lisan, dan juga
terlihat dari kepuasan warga sekolah dan komite sekolah terhadap sekolah.
Akuntabilitas proses dan hasil pelaksanaan program sekolah berupa
pelaporan pada kategori baik. Hal ini menunjukkan sekolah telah membuat
laporan terkait dengan pelaksanaan program sekolah dan keuangan sekolah
untuk dilaporkan kepada pihak terkait. Pelaporan pelaksanaan program
sekolah dalam bentuk laporan tertulis diberikan kepada pihak pemerintah,
yayasan, komite sekolah, dan warga sekolah. Hal ini sesuai dengan apa
yang dikemukakan oleh Saiful Sagala (2006: 108) bahwa akuntabilitas
ditunjukkan dengan adanya mekanisme pertanggungjawaban, laporan
secara berkala maupun laporan pertanggungjawaban. Pendapat ini juga
sejalan dengan hasil penelitian Tamsir (2010: ii) yaitu pada aspek
pertanggungjawaban ketercapaian program dan pengelolaan keuangan
telah dilakukan dengan baik melalui pembuatan laporan tertulis kepada
komite sekolah, wali murid, dan warga sekolah.
Adapun akuntabilitas dalam bentuk pertemuan menurut responden
pada kategori baik. Hal ini didukung hasil wawancara yang menyatakan
bahwa masing-masing penanggungjawab program memberikan
pertanggungjawaban kepada kepala sekolah dan komite sekolah melalui
pertemuan untuk dibahas hasil pelaksanaan yang telah dicapai. Kemudian
pada akhir tahun dilakukan pertemuan dengan pihak dinas pendidikan,
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yayasan, dan orang tua siswa untuk mempertanggungjawabkan hasil
pelaksanaan program sekolah.
Baik warga sekolah maupun komite sekolah merasa puas dengan
pertanggungjawaban yang disampaikan oleh sekolah. Hal ini terbukti
dengan tidak adanya protes/komplain dari warga sekolah dan komite
sekolah. Hal ini menandakan bahwa akuntabilitas sekolah telah berjalan
dengan baik dengan adanya kepuasan dari warga sekolah dan komite
sekolah sesuai dengan pernyataan Depdiknas (2009: 45) bahwa
keberhasilan akuntabilitas sekolah adalah ditandai dengan meningkatnya
kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan deskripsi data hasil peneitian dan pembahasan mengenai
implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK Muhammadiyah 3
Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Kemandirian sekolah ditunjukkan dengan kewenangan sekolah dalam
mengembangkan kurikulum dan program pembelajaran menurut inisiatif
warga sekolah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada
pemenuhan sumber daya pendidik dan kependidikan serta sarana dan
prasarana sekolah belum memenuhi standar minimal sesuai dengan tuntutan
program, namun terdapat inisatif sekolah untuk meningkat kualitas sumber
daya manusia dan peralatan melalui diklat, memberikan kesempatan untuk
meningkatkan kualifikasi akademik, dan membangun sarana prasarana
sekolah yang belum terpenuhi. Terdapat usaha dan kegiatan sekolah dalam
penggalian dana dengan memanfaatkan potensi sumber daya sekolah dengan
mendirikan unit produksi dan jasa sekolah.
2. Kerjasama internal sekolah telah terbangun secara baik dengan sinerginya
antar unit kegiatan sekolah yang merupakan team work sekolah atau antar
individu warga sekolah. Kerjasama eksternal sekolah telah dilakukan dengan
pemerintah, masyarakat dalam wadah komite sekolah dan dunia usaha/
industri. Kerjasama telah berjalan dengan baik dan memiliki kontribusi nyata
terhadap kemajuan sekolah, antara lain dalam pengembangan kurikulum,
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pemenuhan dana, sarana praasana, pelaksanaan prakerin, uji kompetensi, dan
penyaluran tenaga kerja.
3. Partisipasi dalam penyelenggaraan program sekolah berupa dukungan
dana/uang, dukungan material/fasilitas, dukungan pemikiran, dan dana
dukungan. Partisipasi stakeholders yang paling tinggi berupa dukungan dana.
Secara keseluruhan, partisipasi dalam penyelenggaraan program sekolah pada
kategori baik.
4. Keterbukaan sekolah terkair dengan program dan dana sekolah termasuk
kategori baik. Program dan dana sekolah dirumuskan bersama dengan
melibatkan warga sekolah dan komite sekolah. Sekolah membuat
media/wadah komunikasi dan informasi terhadap program dan keuangan
sekolah dalam bentuk komunikasi langsung, papan pengumuman, website
sekolah, maupun laporan kegiatan.
5. Akuntabilitas sekolah pada kategori baik, yaitu sekolah telah memberikan
pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan program maupun
keuangan sekolah kepada warga sekolah, komite sekolah, yayasan, dan
pemerintah. Sekolah membentuk mekanisme pertanggungjawaban proses dan
hasil pelaksanaan prorgam melalui pelaporan yang disampaikan dalam
pertemuan rapat dengan warga seolah, komite sekolah, yayasan, dan
pemerintah. Warga sekolah dan komite sekolah merasa puas terhadap
pertanggungjawaban yang disampaikan sekolah dengan tidak adanya protes.
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Secara keseluruhan implementasi manajemen berbasis sekolah di SMK
Muhammadiyah 3 Yogyakarta pada kategori baik. Implemenasi manajemen
berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian sekolah, kerjasama
sekolah, bentuk partisipasi, keterbukaan sekolah, dan akuntabilitas sekolah telah
berjalan dengan baik.
B. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan penelitian ini antara lain:
1. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan secara luas karena penelitian
ini studi kasus dilakukan di satu tempat saja yaitu SMK Muhammadiyah 3
Yogyakarta, tetapi hasil penelitian ini dapat juga berlaku pada SMK yang
lain.
2. Dalam penelitian ini hanya membahas lima prinsip implementasi manajemen
berbasis sekolah, masih ada prinsip MBS yang lain yaitu suistainabilitas
(keberlangsungan) program dan pendanaan sekolah yang tidak diteliti.
C. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa pandangan peneliti yang
sekiranya dapat diangkat sebagai saran bagi pihak sekolah, dan peneliti yang
akan datang.
1. Bagi sekolah hendaknya untuk meningkatkan kualifikasi akademik guru yang
belum sesuai dengan tuntutan program dan melengkapi kekurangan sarana
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prasarana sekolah. Selain itu, kerjasama dengan pihak terkait agar lebih
diintensifkan sehingga sekolah bisa mendapatkan bantuan dana dari
perusahan atau lembaga selain pemerintah dan orang tua siswa.
2. Bagi pembaca diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai
implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMK Muhammadiyah 3
Yogyakarta dengan tinjauan yang berbeda yaitu tentang sustainabilitas
program dan pendanaan sekolah.
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ANGKET PENELITIAN
IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Nama responden :
Jabatan :
Petunjuk pengisian
1. Bacalah pernyataan/pertanyaan yang ada dengan cermat dan teliti
2. Berilah tanggapan terhadap pernyataan/pertanyaan tersebut dengan memberi tanda
silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan fakta
A. KEMANDIRIAN SEKOLAH
1. Pelaksanaan pengembangan Buku-1 KTSP (Dokumen kurikulum yang meliputi visi
sekolah, misi sekolah, dan tujuan sekolah) oleh sekolah
a. Mengembangkan Buku-1 KTSP oleh sekolah sendiri
b. Mengembangkan Buku-1 KTSP oleh sekolah bersama sekolah lain
c. Menerapkan langsung Buku-1 KTSP contoh pusat
d. Meniru/ mencopy Buku-1 KTSP sekolah lain
2. Pelaksanaan pengembangan/penyusunan silabus berdasarkan standar isi (SI) dan
standar kompetensi lulusan (SKL) oleh sekolah
a. Mengembangkan/menyusun silabus oleh guru-guru atau MGMP sekolah sendiri
b. Mengembangkan/menyusun silabus oleh MGMP Kabupaten/Kota
c. Mengembangkan/menyusun silabus dengan meniru sekolah lain
d. Belum//tidak mengembangkan/menyusun silabus
3. Pelaksanaan pengembangan/penysusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan oleh sekolah
a. Mengembangkan/menyusun RPP oleh guru-guru atau MGMP sekolah sendiri
b. Mengembangkan/menyusun RPP oleh MGMP Kabupaten/Kota
c. Mengembangkan/menyusun RPP dengan meniru sekolah lain
d. Belum/tidak mengembangkan/menyusun RPP
4. Guru/saya menyiapkan perangkat pembelajaran (silabus, RPP, dan bahan ajar)
sebelum mengajar
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
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5. Guru/saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode
pembelajaran yang bervariasi, inovaif, dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
6. Guru/saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan fasilitas,
media pembelajaran, dan alat bantu yang tersedia secara efektif dan efisien
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
7. Guru menyusun instrumen evaluasi hasil belajar dan melaksanakan evaluasi hasil
belajar setiap kegiatan pembelajaran (ulangan harian) secara mandiri sesuai dengan
teknik dan metode penilaian kompetensi mata pelajaran
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
8. Guru menyusun instrumen penilaian ulangan tengah semester dan melaksankan
ulangan tengah semester yang dikoordinasi oleh sekolah
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
9. Guru menyusun instrumen penilaian ulangan akhir semester/akhir tahun ajaran dan
melaksanakan ulangan akhir semester/akhir tahun ajaran yang dikoordinasi oleh
sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
10. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga pendidik/guru yang
dilakukan sekolah
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
11. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga kependidikan/karyawan
yang dilakukan sekolah
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
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12. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga pendidik/guru yang
kualifikasinya minimal S1/D4 yang dilakukan sekolah
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
13. Sebanyak 76%-100% guru mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi
pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
14. Sebanyak 76%-100% guru memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai
dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
15. Sebanyak 76%-100% guru berkomunikasi secara efektif dan santun dengan sesama
guru, tenaga kependidikan, dan orang tua siswa
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
16. Sebanyak 76%-100% guru menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir
keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
17. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga kependidikan/karyawan
yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan bidang pekerjaan di sekolah
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
18. Kepala sekolah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan
pengelolaan sekolah/madrasah dengan baik
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
19. Tenaga administrasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam
menyelenggarakan pelayanan administrati dengan baik
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
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20. Tenaga perpustakaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan
pengelolaan sumber belajar di perpustakaan
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
21. Tenaga bengkel/laboratorium melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membantu
guru mengelola kegiatan praktekum di bengkel/laboratorium dengan baik
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
22. Keterlakanaan kegiatan program peningkatan kompetensi pendidik/guru dan tenaga
kependidikan/karyawan yang dilakukan sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
23. Sekolah berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam
kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam
keadaan darurat
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
24. Sekolah berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air,
kebisingan, dan pencemaran udara serta memiliki sarana untuk meningkatkan
kenyamanan
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
25. Bangunan sekolah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang mencukupi
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
26. Bangunan sekolah memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan yang dapat
memenuhi kebutuhan: (1) air bersih, (2) saluran air kotor dan/atau air limbah, (3)
tempat sampah, dan (4) saluran air hujan
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
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27. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang kelas
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
28. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perpustakaan
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
29. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium fisika
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
30. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium kimia
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
31. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium
komputer
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
32. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium bahasa
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
33. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang praktek
gambar teknik
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
34. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang penunjang
yang meliputi ruang kepala sekolah, ruang guru, dan ruang tata usaha
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
35. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang penunjang
yang meliputi ruang konseling, UKS, organisasi kesiswaan, dan lainnya
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
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36. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan
olahraga
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
37. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang praktek
program keahlian teknik gambar bangunan
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
38. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang praktek
program keahlian teknik komputer dan jaringan
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
39. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang praktek
program keahlian teknik permesinan
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
40. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang praktek teknik
kendaraan ringan
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
41. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang praktek
program keahlian teknik audio video
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
42. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang praktek
program keahlian teknik instalasi tenaga listrik
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
43. Keterlaksanaan kegiatan program perawatan/pemeliharaan sarana prasarana sekolah
yang dilakukan oleh sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
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44. Perolehan sumber dana sekolah untuk keterlaksanaan program sekolah berasal dari
pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan usaha lain yang sah
a. Berasal dari 4 sumber atau lebih c. Berasal dari 2 sumber
b. Berasal dari 3 sumber d. Berasal dari 1 sumber
45. Sekolah mampu mendanai progam sekolah tanpa bergantung kepada bantuan dana
dari pemerintah pusat
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
46. Sekolah memiliki unit usaha/income generating untuk penggalian dana, baik berupa
usaha jasa maupun produk
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
47. Sekolah mampu mengoptimasikan potensi sumber daya sekolah (SDM, sarpras,
lingkungan fisik dan lainnya) dan masyarakat sekitarnya untuk menghasilkan
keuntungan ekonomi
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
48. Sekolah mendapatkan bantuan dana secara kontinyu dari daerahnya untuk
mendukung pelaksanaan program, yaitu dianggarkan melalui APBD daerah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
49. Sekolah mampu meningkatkan peran dan fungsi komite sekolah untuk mendukung
pelaksanaan program khususnya dalam bidang pendanaan/keuangan
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
50. Sekolah mampu menjalin kerjasama dengan perusahaan sekitar atau pihak lain untuk
membantu dana pendidikan melalui beasiswa atau lainnya
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
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B. KERJASAMA SEKOLAH
1. Sekolah memiliki team work (kelompok kerja) yang kompak, cerdas, dan dinamis
dalam pelaksanaan program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
2. Pelaksanaan kegiatan piket warga sekolah (siswa, guru, dan karyawan)
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
3. Pelaksanaan kegiatan rapat warga sekolah (siswa, guru, dan karyawan)
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
4. Terciiptanya iklim kerja dan suasana belajar yang kondusif di sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
5. Keluaran (out put) program sekolah merupakan hasil kerja kolektif warga skolah
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
6. Hubungan kerjasama antara sekolah dengan pemerintah (dinas pendidikan atau
lembaga yang lainnya) dalam pelaksanaan program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
7. Hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat (komite sekolah, Du/Di atau
lembaga yang relevan lainnya) dalam pelaksanaan program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
8. Terjalinnya kerjasama dengan dunia usaha/industri (DUDI) atau lembaga yang
relevan lainnya dalam penyiapan input sekolah (pengembangan kurikulum, dana,
sarana prasarana, guru dan karyawan)
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
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9. Terjalinnya kerjasama dengan dunia usaha/industri (DUDI) atau lembaga yang
relevan lainnya dalam proses pembelajaran (melalui prakerin atau lainnya)
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
10. Terjalinnya kerjasama dengan dunia usaha/industri (DUDI) atau lembaga yang
relevan lainnya dalam uji kompetensi siswa
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
11. Terjalinnya kerjasama dengan dunia usaha/industri (DUDI) atau lembaga yang
relevan lainnya dalam pemanfaatan lulusan/penyaluran tenaga kerja
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
12. Tindak lanjut sekolah terhadap nota kesepahaman/memorandum of understanding
(MOU) dengan dunia usaha/industri (DUDI) dalam pelaksanaan program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
C. BENTUK PARTISPASI
Dukungan dana
1. Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan dana dalam penyelenggaraan program
sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
2. Partisipasi dari masyarakat (orang tua siswa, komite sekolah, DUDI, atau lainnya)
berupa dukungan dana dalam penyelenggaraan program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
3. Partisipasi dari warga sekolah/sekolah berupa dukungan dana dalam penyelenggaraan
program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
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Dukungan material/failitas (sarana prasarana sekolah, tempat praktek atau lainnya)
4. Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan material/fasilitas dalam penyelenggaraan
program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
5. Partisipasi dari masyarakat (orang tua siswa, komite sekolah, DUDI, atau lainnya)
berupa dukungan material/fasilitas dalam penyelenggaraan program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
6. Partisipasi dari warga sekolah/sekolah berupa dukungan material/fasilitas dalam
penyelenggaraan program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
Dukungan pemikiran (saran,usul, kritik atau lainnya)
7. Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan pemikiran dalam penyelenggaraan
program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
8. Partisipasi dari masyarakat (orang tua siswa, komite sekolah, DUDI, atau lainnya)
berupa dukungan pemikiran dalam penyelenggaraan program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
9. Partisipasi dari warga sekolah/sekolah berupa dukungan pemikiran dalam
penyelenggaraan program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
Dukungan tenaga (narasumber, penguji atau lainnya)
10. Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan tenaga dalam penyelenggaraan program
sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
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11. Partisipasi dari masyarakat (orang tua siswa, komite sekolah, DUDI, atau lainnya)
berupa dukungan tenaga dalam penyelenggaraan program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
12. Partisipasi dari warga sekolah berupa dukungan tenaga dalam penyenggaraan
program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
D. KETERBUKAAN SEKOLAH
1. Pelaksanaan perumusan program sekolah
a. Dirumuskan bersama guru, karyawan, dan komite sekolah
b. Dirumuskan bersama dari salah satu unsur guru, karyawan, dan komite sekolah
c. Dirumuskan oleh kepala sekolah dan salah satu unsur guru
d. Hanya dirumuskan oleh kepala sekolah
2. Kepala sekolah selalu melibatkan warga sekolah dan masyarakat (komite sekolah)
dalam pengambilan keputusan terkait dengan perumusan program skeolah
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
3. Pelaksanaan perumusan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS)
a. Dirumuskan bersama guru, karyawan, dan komite sekolah
b. Dirumuskan bersama dari salah satu unsur guru, karyawan, dan komite sekolah
c. Dirumuskan oleh kepala sekolah dan salah satu unsur guru
d. Hanya dirumuskan oleh kepala sekolah
4. Kepala sekolah selalu melibatkan warga sekolah dan masyarakat (komite sekolah)
dalam pengambilang keputusan terkait dengan perumusan RAPBS
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
5. Keterbukaan sekolah dalam menginformasikan program-program sekolah kepada
warga sekolah dan masyarakat (komite sekolah)
a. Sangat terbuka c. Kurang terbuka
b. Terbuka d. Tidak terbuka
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6. Keterbukaan sekolah dalam menginformasikan keuangan sekolah kepada warga
sekolah dan masyarakat (komite sekolah)
a. Sangat terbuka c. Kurang terbuka
b. Terbuka d. Tidak terbuka
7. Sekolah membuat media/wadah komunikasi dan informasi untuk memberikan
informasi mengenai program-program sekolah kepada warga sekolah dan masyarakat
dalam bentuk papan pengumuman, website, komunikasi langsung atau lainnya)
a. Sangat terbuka c. Kurang terbuka
b. Terbuka d. Tidak terbuka
8. Sekolah membuat media/wadah komunikasi dan informasi untuk memberikan
informasi mengenai keuangan sekolah kepada warga sekolah dan masyarakat dalam
bentuk papan pengumuman, website, komunikasi langsung atau lainnya)
a. Sangat terbuka c. Kurang terbuka
b. Terbuka d. Tidak terbuka
E. AKUNTABILITAS SEKOLAH
1. Sekolah membuat laporan tertulis pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan
program yang dilaporkan kepada warga sekolah, masyarakat/komite sekolah, dan
pemerintah
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
2. Sekolah membuat laporan tertulis pertanggungjawaban keuangan sekolah yang
dilaporkan kepada warga sekolah, masyarakat/komite sekolah, dan pemerintah
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
3. Sekolah mengadakan pertemuan dengan warga sekolah, masyarakat/komite sekolah,
dan pemerintah untuk membahas pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan
program
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
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4. Sekolah mengadakan pertemuan dengan warga sekolah, masyarakat/komite sekolah,
dan pemerintah untuk membahas pertanggungjawaban keuangan sekolah
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
5. Warga sekolah dan masyarakat/komite sekolah merasa puas terhadap pertanggung-
jawaban proses dan hasil pelaksanaan program yang disampaikan sekolah (tidak
terjadi protes/komplain)
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
6. Warga sekolah dan masyarakat/komite sekolah merasa puas terhadap pertanggung-
jawaban keuangan sekolah yang disampaikan sekolah (tidak terjadi protes /komplain)
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
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Pedoman Wawancara
Kemandirian Sekolah
1. Bagaiamana pengembangan dokumen kurikulum/Buku 1 KTSP sekolah ?
2. Bagaimana pengembangan silabus dan RPP oleh para guru?
3. Apakah guru menyiapkan perangkat pembelajaran (silabus, RPP, dan bahan ajar)
sebelum mengajar?
4. Apakah guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan tepat
untuk mencapai tujuan pembelajaran?
5. Apakah guru menggunakan fasilitas, media pembelajaran, dan alat bantu yang
tersedia secara efektif dan efisisen?
6. Apakah guru menyusun instrumen sendiri secara mandiri sesuai dengan teknik dan
metode penilaian kompetensi mata pelajaran pada ulangan harian, ulangan tengah
semester, dan ulangan akhir semester?
7. Bagaimana ketersedian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dilihat dari
jumlah, kualifikasi dan kompetensinya?
8. Bagaiman peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sekolah?
9. Bagaimana ketersedian sarana dan prasarana sekolah?
10. Bagaimana program pengembangan sarana dan prasarana sekolah?
11. Dari mana saja sumber pendanaan sekolah?
12. Bagaimana pemanfaatan sumber daya sekolah dalam upaya menambah pendapatan
dana sekolah?
13. Apa saja unit-unit usaha yang ada di sekolah?
14. Apakah sekolah mampu menjalin kerjasama dengan pihak perusahan atau pihak
lainnya untuk membantu pendanaan sekolah?
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Pedoman Wawancara
Kerjasama Sekolah
1. Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antar warga sekolah?
2. Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara sekolah dengan pemerintah?
3. Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara sekolah dengan masyarakat?
4. Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara sekolah dengan dunia usaha/
industi (DUDI)?
5. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain yang relevan berkaitan
dengan input sekolah?
6. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain yang relevan berkaitan
dengan proses belajar mengajar sekolah?
7. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain yang relevan berkaitan
dengan output sekolah?
8. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain yang relevan berkaitan
dengan pemanfaatan lulusan sekolah?
9. Apakah kerjasama antara sekolah dengan pihak lain yang relevan memiliki nota
kesepahaman (MoU)?
10. Upaya apa saja yang dilakukan oleh sekolah untuk menjaga hubungan kejasama
dengan pihak-pihak terkait yang relevan lainnya?
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Pedoman Wawancara
Bentuk Partisipasi
1. Apakah ada dukungan dana dari warga sekolah dalam penyelenggaan program
sekolah?
2. Apakah ada dukungan dana dari masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah, Du/Di,
atau lainnya) dalam penyelenggaraan program sekolah?
3. Apakah ada dukungan dana dari pemerintah dalam penyelenggaraan program
sekolah?
4. Apakah ada dukungan material/fasilitas dari warga sekolah dalam penyelenggaraan
program sekolah?
5. Apakah ada dukungan material/fasilitas dari masyarakat (orang tua siswa/komite
sekolah, Du/Di, atau lainnya) dalam penyelenggaraan program sekolah?
6. Apakah ada dukungan material/fasilitas dari pemerintah dalam penyelenggaraan
program sekolah?
7. Apakah ada dukungan pemikiran dari warga sekolah dalam penyelenggaraan
program sekolah?
8. Apakah ada dukungan pemikiran dari pemerintah dalam penyelenggaraan program
sekolah?
9. Apakah ada dukungan pemikiran dari masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah,
Du/Di, atau lainnya) dalam penyelenggaraan program sekolah?
10. Apakah ada dukungan tenaga dari warga sekolah dalam penyelenggaraan program
sekolah?
11. Apakah ada dukungan tenaga dari pemerintah dalam penyelenggaraan program
sekolah?
12. Apakah ada dukungan tenaga dari masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah,
Du/Di, atau lainnya) dalam penyelenggaraan program sekolah?
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Pedoman Wawancara
Keterbukaan Sekolah
1. Siapa saja yang terlibat dalam perumusan program sekolah?
2. Siapa saja yang terlibat dalam perumusan keuangan sekolah (RAPBS)?
3. Apakah sekolah mensosialisasikan program dan keuangan sekolah kepada warga
sekolah dan masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah)?
4. Melalui jalur komunikasi/wadah informasi apa saja sekolah mensosialisasikan
program dan keuangan sekolah?
5. Apakah sekolah memberikan kemudahan akses informasi kepada warga sekolah dan
masyarakat terkait dengan informasi program dan keuangan sekolah?
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Pedoman Wawancara
Akuntabilitas Sekolah
1. Apakah sekolah membuat laporan pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan
program maupun keuangan sekolah?
2. Kepada siapa saja sekolah memberikan laporan pertanggungjawaban proses dan
hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah?
3. Apakah sekolah mengadakan pertemuan dengan warga sekolah, masyarakat (komite
sekolah) maupun yayasan atau pemerintah dinas untuk membahas pertanggung-
jawaban proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah?
4. Apakah warga sekolah dan masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah) merasa
puas terhadap pertanggungjawaban sekolah?
195
Pedoman Dokumentasi
No. Dokumen Hasil
1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)
2 Dokumen Kurikulum
3 Naskah kerjasama (MoU)
4 Pendidik dan tenaga kependidikan
5 Sarana dan prasarana sekolah
6 Data Pokok Sekolah 2010
7 Silabus
8 RPP
9 Program kerja sekolah
10 Laporan keuangan
11 Surat Keterangan Pengurus komite sekolah
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LAMPIRAN 5
DATA HASIL ANGKET
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Skor Kemandirian Sekolah
Res No. Item
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 2 4 2 4 4 2 4 3 3 3 2
3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
7 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2
9 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
10 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
11 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 4 2 4 2 4 3 2 4 3 3 3 2
14 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2
15 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
17 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
18 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
19 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
20 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
21 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
22 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
23 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2
24 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
25 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
26 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
27 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
28 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 s 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
29 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 2 4 3 4 3 2 4 3 3 3 2
30 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
bersambung...
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...lanjutan
32 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
33 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
34 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
35 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
36 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
37 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
38 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
39 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
40 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
41 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
42 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
43 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
44 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
45 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
46 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
47 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
48 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
49 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
50 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
51 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 4 3 2 4 3 3 3 2
52 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
53 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
54 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
55 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
56 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 2
57 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
58 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
59 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
60 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
61 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2
62 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 2
63 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
64 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
bersambung...
199
...lanjutan
65 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
66 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
67 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
68 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
69 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
70 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
71 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
72 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
73 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
74 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
75 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2
76 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
77 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
78 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
79 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
80 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
81 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
82 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
83 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
84 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
85 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
86 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
87 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
88 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
89 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
90 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
91 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 2 4 3 2 4 3 3 3 2
92 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
93 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
94 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
95 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
96 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
97 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
98 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
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Skor Kerjasama Sekolah
Res No. Item1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3
14 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
23 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
29 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
44 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Bersambung...
201
...lanjutan
Res No. Item1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
51 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
55 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3
56 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
62 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
75 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
91 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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Skor Bentuk Partisipasi
Res No. Item1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
2 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
6 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
7 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 4 4 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3
9 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3
10 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
12 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3
13 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3
14 4 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
17 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
18 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3
19 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
23 4 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
25 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
26 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
28 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
29 4 4 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3
32 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
34 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2
35 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
36 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
37 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2
38 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3
39 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
40 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
41 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
42 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
43 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3
44 4 4 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2
45 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
46 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
47 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
Bersambung...
203
...lanjutan
Res No. Item1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
48 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
49 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
50 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
51 4 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2
52 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
54 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3
55 4 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3
56 4 4 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
58 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
59 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
60 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
62 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 2 3
63 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
64 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
66 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
67 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
69 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
70 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
71 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3
72 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
73 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2
74 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
75 4 4 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3
76 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
78 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
79 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
80 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
81 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
83 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
86 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2
88 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
90 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
91 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
92 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
95 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2
96 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
97 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
98 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3
204
Skor Keterbukaan Sekolah
Res No. Item Res No. Item1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 3 4 3 3 3 3 3 50 4 3 4 3 3 3 3 3
2 4 3 4 3 3 3 3 2 51 3 3 3 3 3 2 3 2
3 4 3 4 3 3 3 3 3 52 4 3 4 3 3 2 3 2
4 4 3 4 3 3 3 3 3 53 4 3 4 3 3 3 3 3
5 4 3 4 3 3 3 3 3 54 4 3 4 3 3 3 3 3
6 3 3 3 3 3 3 3 3 55 3 2 3 2 3 2 3 2
7 4 3 4 3 3 3 3 3 56 3 3 3 3 3 2 3 2
8 3 2 3 2 3 2 3 2 57 4 3 4 3 3 3 3 3
9 4 3 4 3 3 3 3 3 58 4 3 4 3 3 3 3 3
10 4 3 4 3 3 3 3 3 59 3 3 3 3 3 3 3 3
11 4 3 4 3 3 3 3 3 60 4 3 4 3 3 3 3 3
12 4 3 4 3 3 3 3 3 61 4 3 4 3 3 3 3 3
13 3 3 3 3 3 3 3 3 62 3 3 3 3 3 2 3 2
14 3 2 3 2 3 2 3 2 63 4 3 4 3 3 3 3 3
15 4 3 4 3 3 3 3 3 64 4 3 4 3 3 3 3 3
16 4 3 4 3 3 3 3 3 65 4 3 4 3 3 2 3 2
17 3 3 3 3 3 3 3 3 66 3 3 3 3 3 3 3 3
18 4 3 4 3 3 3 3 3 67 4 3 4 3 3 3 3 3
19 4 3 4 3 3 2 3 2 68 4 3 4 3 3 3 3 2
20 4 3 4 3 3 3 3 3 69 4 3 4 3 3 3 3 3
21 4 3 4 3 3 3 3 3 70 3 3 3 3 3 3 3 3
22 4 3 4 3 3 3 3 3 71 4 3 4 3 3 3 3 3
23 3 2 3 2 3 2 3 2 72 4 3 4 3 3 3 3 3
24 4 3 4 3 3 3 3 3 73 4 3 4 3 3 3 3 3
25 4 3 4 3 3 3 3 3 74 4 3 4 3 3 3 3 3
26 4 3 4 3 3 3 3 3 75 3 2 3 2 3 2 3 2
27 4 3 4 3 3 3 3 3 76 4 3 4 3 3 3 3 3
28 4 3 4 3 3 3 3 3 77 4 3 4 3 3 3 3 3
29 3 3 3 3 3 2 3 2 78 4 3 4 3 3 3 3 3
30 4 3 4 3 3 2 3 2 79 4 3 4 3 3 3 3 3
31 4 3 4 3 3 3 3 3 80 4 3 4 3 3 3 3 3
32 3 3 3 3 3 3 3 3 81 3 3 3 3 3 3 3 3
33 4 3 4 3 3 3 3 3 82 4 3 4 3 3 3 3 3
34 4 3 4 3 3 3 3 3 83 4 3 4 3 3 3 3 3
35 3 3 3 3 3 3 3 3 84 4 3 4 3 3 3 3 3
36 4 3 4 3 3 3 3 3 85 3 3 3 3 3 3 3 3
37 4 3 4 3 3 3 3 3 86 4 3 4 3 3 3 3 3
38 4 3 4 3 3 3 3 3 87 4 3 4 3 3 3 3 3
39 4 3 4 3 3 2 3 2 88 4 3 4 3 3 3 3 3
40 4 3 4 3 3 3 3 3 89 4 3 4 3 3 3 3 3
41 4 3 4 3 3 3 3 3 90 4 3 4 3 3 3 3 3
42 3 3 3 3 3 3 3 3 91 3 3 3 3 3 3 3 2
43 4 3 4 3 3 3 3 3 92 4 3 4 3 3 3 3 3
44 3 2 3 2 3 2 3 2 93 4 3 4 3 3 3 3 3
45 4 3 4 3 3 3 3 3 94 4 3 4 3 3 3 3 3
46 4 3 4 3 3 3 3 3 95 4 3 4 3 3 3 3 3
47 4 3 4 3 3 3 3 3 96 4 3 4 3 3 3 3 3
48 3 3 3 3 3 3 3 3 97 4 3 4 3 3 3 3 2
49 4 3 4 3 3 3 3 3 98 4 3 4 3 3 3 3 3
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Skor Akuntabilitas Sekolah
Res No. Item Res No. Item1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 3 3 3 3 3 3 50 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 51 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 52 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 53 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 54 3 3 3 3 3 3
6 3 3 3 3 3 3 55 3 3 3 3 3 3
7 3 3 3 3 3 3 56 3 3 3 3 3 3
8 3 3 3 3 3 2 57 3 3 3 3 3 3
9 3 3 3 3 3 3 58 3 3 3 3 3 3
10 3 3 3 3 3 3 59 3 3 3 3 3 3
11 3 3 3 3 3 3 60 3 3 3 3 3 3
12 3 3 3 3 3 3 61 3 3 3 3 3 3
13 3 3 3 3 3 3 62 3 3 3 3 3 2
14 3 3 3 3 3 2 63 3 3 3 3 3 3
15 3 3 3 3 3 3 64 3 3 3 3 3 3
16 3 3 3 3 3 3 65 3 3 3 3 3 3
17 3 3 3 3 3 3 66 3 3 3 3 3 3
18 3 3 3 3 3 3 67 3 3 3 3 3 3
19 3 3 3 3 3 3 68 3 3 3 3 3 3
20 3 3 3 3 3 3 69 3 3 3 3 3 3
21 3 3 3 3 3 3 70 3 3 3 3 3 3
22 3 3 3 3 3 3 71 3 3 3 3 3 3
23 3 3 3 3 3 2 72 3 3 3 3 3 3
24 3 3 3 3 3 3 73 3 3 3 3 3 3
25 3 3 3 3 3 3 74 3 3 3 3 3 3
26 3 3 3 3 3 3 75 3 3 3 3 2 2
27 3 3 3 3 3 3 76 3 3 3 3 3 3
28 3 3 3 3 3 3 77 3 3 3 3 3 3
29 3 3 3 3 3 2 78 3 3 3 3 3 3
30 3 3 3 3 3 3 79 3 3 3 3 3 3
31 3 3 3 3 3 3 80 3 3 3 3 3 3
32 3 3 3 3 3 3 81 3 3 3 3 3 3
33 3 3 3 3 3 3 82 3 3 3 3 3 3
34 3 3 3 3 3 3 83 3 3 3 3 3 3
35 3 3 3 3 3 3 84 3 3 3 3 3 3
36 3 3 3 3 3 3 85 3 3 3 3 3 3
37 3 3 3 3 3 3 86 3 3 3 3 3 3
38 3 3 3 3 3 3 87 3 3 3 3 3 3
39 3 3 3 3 3 3 88 3 3 3 3 3 3
40 3 3 3 3 3 3 89 3 3 3 3 3 3
41 3 3 3 3 3 3 90 3 3 3 3 3 3
42 3 3 3 3 3 3 91 3 3 3 3 2 2
43 3 3 3 3 3 3 92 3 3 3 3 3 3
44 3 3 3 3 2 2 93 3 3 3 3 3 3
45 3 3 3 3 3 3 94 3 3 3 3 3 3
46 3 3 3 3 3 3 95 3 3 3 3 3 3
47 3 3 3 3 3 3 96 3 3 3 3 3 3
48 3 3 3 3 3 3 97 3 3 3 3 3 3
49 3 3 3 3 3 3 98 3 3 3 3 3 3
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LAMPIRAN 6
DATA HASIL WAWANCARA
207
Hasil Wawancara
Kemandirian Sekolah
1. Bagaiamana pengembangan dokumen kurikulum/Buku 1 KTSP sekolah ?
Sekolah menggunakan kurikulum KTSP yang dikembangkan sendiri oleh guru-guru
produktif, normativ, maupun adaptif bersama dengan kepala sekolah dan wakilnya
serta komite sekolah dan Du/Di. Setiap program keahlian membuat dokumen
kurikulumnya sendiri-sendiri.
Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2006 atau KTSP yang dikembangkan
sendiri oleh guru dan komite sekolah. Dokumen pendukung KTSP yang dimiliki
sekolah sangat memadai, demikian keberadaan bahan ajar pendukung. Setiap guru
memiliki program pembelajaran, baik program tahunan, semesteran, sampai
rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Bagaimana pengembangan silabus dan RPP oleh para guru?
Setiap guru mengembangkan silabus dan RPP sendiri, ada juga yang dikembangkan
oleh guru secara bersama dengan sesama guru mata pelajaran
3. Apakah guru menyiapkan perangkat pembelajaran (silabus, RPP, dan bahan ajar)
sebelum mengajar?
Iya, sebelum tahun ajaran baru guru diwajibkan membuat buku administrasi guru
yang berisi perencanaan pembelajaran, seperti program semester, silabus, RPP
dan lainnya. Klo untuk bahan ajar biasanya gurua-guru disini membuat modul
pembelajaran
4. Apakah guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan
tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran?
Penggunaan metode pembelajaran guru bermacam-macam ya, ada yang ceramah,
diskusi, praktek tergantung tujuan pembelajaran tiap mata pelajaran karena karena
karakteristik mata pelajaran itu kan berbeda ada yang harus ceramah, latihan, atau
praktek.
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5. Apakah guru menggunakan fasilitas, media pembelajaran, dan alat bantu yang
tersedia secara efektif dan efisisen?
Iya, fasilitas atau alat bantu belajar di sini bisa dibilang sudah bagus bahkan
hampir semua guru di sini punya laptop dan sering digunakan untuk mengajar
apalagi didukung dengan adanya LCD di setiap kelas, itu sangat membantu gur
dalam proses belajar mengajar. Bahkan kami sudah menerapkan e-learning di
webisite sekolah jadi nanti disitu ada bahan ajar berupa modul yang bisa
didownload oleh para siswa
6. Apakah guru menyusun instrumen sendiri secara mandiri sesuai dengan teknik dan
metode penilaian kompetensi mata pelajaran pada ulangan harian, ulangan tengah
semester, dan ulangan akhir semester?
Iya, setiap guru disini harus menyusun instrumen penilaian proses belajar
mengajar sendiri karena mereka yang lebih tahu kan dengan apa yang mereka
ajarkan dan. Penilaiannya itu disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran jadi
setiap guru menentukan sendiri metodenya sesuai dengan mata pelajaran yang
diampu agar kompetensi siswa dapat terukur. Kemudian untuk hasil penilaiannya,
siswa bisa langsung melihat lewat komputer sekolah yang sudah terhubung dengan
internet atau bisa juga dilihat lewat internet di luar sekolah.
7. Bagaimana ketersedian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dilihat dari
jumlah, kualifikasi dan kompetensinya?
Jumlah guru dan karyawan di sekolah sudah sangat memadai, di sini jumlah
gurunya sekitar ada 102 dan karyawannya ada 36 orang. Untuk kualifikasi latar
belakang pendidikannya hampir semuanya S1 dan karyawannya kebanyakan
lulusan SMA. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di arsip guru dan karyawan
sekolah.
8. Bagaiman peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sekolah?
Peningkatan kualitas sumber daya guru dan karyawan melalui penataran,
lokakarya, KKG, dan pembinaan dinas lainnya. Sekarang ini ada 3 guru yang
sedang magang di Industri untuk meningkatkan kompetensinya.
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9. Bagaimana ketersedian sarana dan prasarana sekolah?
Sarana dan prasarana sekolah sekitar 90% sudah tercukupi, disini sudah ada lab
kamputer, lab bahasa, dan fasilitas lainnya saya kira sudah lengkap, cuma masih
kurang lab fisika, kemudian masih ada beberapa ruangan yang masih kurang tapi
sekarang sedang dibangun. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada arsip
sarpras nanti.
10. Bagaimana program pengembangan sarana dan prasarana sekolah?
Peningkatan srana dan prasarana sekolah setiap tahun telah ditingkatkan baik
kualitas maupun kuantitas. Saat ini sedang membangun lab. Fisika dan lab. Kimia,
dan juga sedang membuat taman-taman sekolah. Program pengembangan sarana
dan prasarana sekolah dilakukan dengan bekerjasama antara sekolah dengan
komite sekolah
11. Dari mana saja sumber pendanaan sekolah?
Sumber pendanaannya terutama dari orang tua siswa yang berupa SPP dan uang
masuk, kemudian bantuan dari pemerintah pusat dana RSBI, dari pemerintah
daerah BOMM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu) dan BKM, kemudian
biasanya ada dari lembaga lain yang sifatnya insidental. Sumber dana sekolah
hampir sepenuhnya dari orang tua siswa, dan ada bantuan dana dari pemerintah.
12. Bagaimana pemanfaatan sumber daya sekolah dalam upaya menambah pendapatan
dana sekolah?
Biasanya kami lewat bantuan komite sekolah untuk ikut memikirkan bahaimana
mendapatkan dana. Kalau yang lain seperti yang ada di depan sekolah, ada warnet
dan photo copy sebagai unit produksi sekolah dan masing-masing juruan
mempunyai unit produksi yang dapat memberikan tambahan penghasilan bagi
setiap jurusan.
13. Apa saja unit-unit usaha yang ada di sekolah?
Di jurusan TKJ ada warnet dan photocopy, teknik kendaraan ringan ada setir
mobil dan penjualan spare part motor, mesin ada bengkel las, teknik audio video
ada servis tv atau radio, gambar bangunan ada konsultan bangunan, dan di jurusan
teknik pemanfaatan listrik ada instalasi listrik rumah tangga dan industri.
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14. Apakah sekolah mampu menjalin kerjasama dengan pihak perusahan atau pihak
lainnya untuk membantu pendanaan sekolah?
Untuk saat ini sekolah belum dapat menjalin kerjasama dengan pihak perusahan
untuk membantu pendanaan sekolah
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Hasil Wawancara
Kerjasama Sekolah
1. Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antar warga sekolah?
Kerjasama antar warga sekolah disini baik, antar guru dapat bekerjasama dengan
baik dan kompak, begitu juga kerjasama guru dengan karyawan. Kerjasama yang
baik antar warga sekolah dapat dilihat dari dapat bekerjanya secara sinergis
semua bagian atau unit kegiatan untuk mencapai sasaran sekolah, dan terjalinnya
hubungan yang baik antara semua warga sekolah. Disini juga ada kegiatan MGMP
untuk setiap mata pelajaran.
2. Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara sekolah dengan pemerintah
(dinas pendidikan)?
Kerjasama dengan dinas terutama dalam pengembangan kurikulum sekolah,
kemudian penyeseuaian program-program dinas dengan program sekolah. Setiap
kegiatan rapat dinas dari pihak sekolah selalu ikut, sehingga terjalin komunikasi
yang baik antara sekolah dengan dinas.
3. Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara sekolah dengan masyarakat
(komite sekolah)?
Komite sekolah itukan sifatnya membantu sekolah yang terdiri dari perwakilan wali
siswa. Sekolah sering mengadakan rapat pertemuan dengan komite sekolah untuk
membahas program-program sekolah. Setiap program dan dana sekolah harus
dilaporkan kepada komite sekolah.
4. Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara sekolah dengan dunia usaha/
industi (DUDI)?
Kerjasama dengan pihak industri biasanya seperti praktek kerja industri, magang
guru, kunjungan industri, pengembangan kurikulum dan uji kompetensi siswa.
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5. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain yang relevan berkaitan
dengan input sekolah (kurikulum, dana, siswa, sarana prasarana)?
Iya, kurikulum yang dikembangkan sekolah sebelum di sah kan harus disinkronkan
dulu dengan dunia industri agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri, jadi pada
saat mengembangkan kurikulum kami minta masukan-masukan dari dunia industri.
6. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain yang relevan berkaitan
dengan proses belajar mengajar sekolah?
Iya, itukan dilkukan dalam bentuk prakerin, biasanya para siswa prakerin di industri
dan instansi-instansi pemerintah.
7. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain yang relevan berkaitan
dengan keluaran (output) sekolah (penilaian kompetensi siswa)?
Iya, dalam uji kompetensi siswa kami bekerja sama dengan dunia industri untuk
menguji kompetensi siswa di sekolah.
8. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain yang relevan berkaitan
dengan pemanfaatan lulusan sekolah?
Tentu saja, di sini ada BKK sekolah yang baru saja kemarin-kemarin habis
melaksanakan tes seleksi di sekolahan. Dari pihak industri kesini untuk menyeleksi
para siswa.
9. Apakah kerjasama antara sekolah dengan pihak lain yang relevan memiliki nota
kesepahaman (MoU)?
Ada beberapa industri yang bersedia membuat MoU dengan sekolah, tapi sebagian
besar industri tidak membuat MoU dengan sekolah karena tidak semua industri mau
membuat MoU.
10. Upaya apa saja yang dilakukan oleh sekolah untuk menjaga hubungan kerjasama
dengan pihak-pihak terkait tersebut?
Setiap bulan kami ada pertemuan dengan komite sekolah, industri, atau dinas.
Kadang-kadang di luar acara formal kami membahas tentang program sekolah,
melalui kunjungan.
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Hasil Wawancara
Bentuk Partisipasi
1. Apa saja dukungan dana dari warga sekolah dalam penyelenggaan program
sekolah?
Dukungan dana dari warga sekolah itu tidak ada kayaknya, kami disinikan guru,
jadi justru kami yang mendapatkan dana atau gaji dari SPP wali murid. Kalaupun
ada biasanya kecil seperti untuk kegiatan latihan qurban atau zakat fitrah.
2. Apa saja dukungan dana dari masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah, Du/Di,
atau lainnya) dalam penyelenggaraan program sekolah?
Dari wali murid berupa dana SPP dan dana non SPP, SPP itu dibayar setiap bulan
sedangkan non SPP itu digunakan untuk mendanai kegiatan siswa seperti kegiatan
ekstrakurikuler, untuk membeli bahan maupun peralatan praktek dan kegiatan yang
lainnya.
3. Apa saja dukungan dana dari pemerintah dalam penyelenggaraan program sekolah?
Biasanya ada bantuan dari pemerintah, dari pemerintah pusat berupa dana RSBI,
kemudian dari pemerintah daerah berupa dana BOMM untuk meningkatkan
manajemen mutu dan beasiswa untuk siswa miskin dana BKM.
4. Apa saja dukungan material/fasilitas dari warga sekolah dalam penyelenggaraan
program sekolah?
Kalau dari guru-guru itu biasanya kami menyiapkan bahan ajar untuk digunakan
siswa, dan dari siswa ya berupa peralatan belajar mereka.
5. Apa saja dukungan material/fasilitas dari masyarakat (orang tua siswa/komite
sekolah, Du/Di, atau lainnya) dalam penyelenggaraan program sekolah?
Dukungan dari industri untuk sekolah yang berupa dukungan fasilitas itu seperti
magang guru di PT-PT atau pratek kerja industri untuk siswa, itu semua kan guru
ataupun siswa mendapatkan fasilitas peralatan praktek disana untuk belajar. Atau
juga dari kegiatan KKN-PPL UNY para mahasiswanya membuat media
pembelajaran atau lainnya yang dibutuhkan oleh sekolah.
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6. Apa saja dukungan material/fasilitas dari pemerintah dalam penyelenggaraan
program sekolah?
Sekolah baru saja mendapatkan bantuan buku-buku dari dinas untuk melengkapi
perpustakaan, terus terang saja koleksi perpustakaan kami saat ini masih sedikit
sehingga masih butuh buku-buku untuk melengkapinya.
7. Apakah ada dukungan pemikiran dari warga sekolah dalam penyelenggaraan
program sekolah?
Dukungan pemikiran warga sekolah bagus, mereka sering memberikan saran
maupun usulan untuk memajukan sekolah dalam kegiatan rapat evaluasi setiap
bulan. Mengusulkan untuk secepatnya menyiapkan SDM yang berkualitas dan
menguasai bahasa asing untuk kelas bilingual.
8. Apakah ada dukungan pemikiran dari pemerintah dalam penyelenggaraan program
sekolah?
Kalau dari dinas pendidikan biasanya dalam rapat-rapat dinas diberikan
pengarahan atau masukan untuk mensinkronkan program dinas dengan program
sekolah.
9. Apakah ada dukungan pemikiran dari masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah,
Du/Di, atau lainnya) dalam penyelenggaraan program sekolah?
Dukungan pemikiran dari masyarakat di sini sudah bagus, sekolah sering
mengadakan pertemuan dengan komite maupun Du/Di. Seperti dalam
pengembangan kurikulum sekolah mendapatkan banyak masukan dari mereka,
karena mereka yang tahu lapangan sehingga sekolah mengetahui apa saja yang
dibutuhkan Du/Di dari para siswa setelah lulus.
10. Apakah ada dukungan tenaga dari warga sekolah dalam penyelenggaraan program
sekolah?
Tentu saja, dukungan tenaga kan berarti ikut serta melaksanakan program sekolah
seperti menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik, para guru mengajar,
karyawan menjalankan tugasnya, dan para siswa datang ke sekolah untuk belajar.
Kemudian ikut serta dalam kegiatan sekolah lainnya selain kegiatan belajar
mengajar, seperti bakti sosial, pengajian, atau lainnya lagi.
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11. Apakah ada dukungan tenaga dari pemerintah dalam penyelenggaraan program
sekolah?
Ada, salah satunya pada kegiatan IHT (in house training) itu ada perwakilan dari
dinas yang menjadi penyaji atau pembicara di sekolah.
12. Apakah ada dukungan tenaga dari masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah,
Du/Di, atau lainnya) dalam penyelenggaraan program sekolah?
Dari masyarakat itu biasanya dalam kegiatan pengajian diundang sebagai
penceramah, bakti sosial, datang ke undangan sekolah, adanya pertemuan. Dari
industri biasanya dalam pelaksanaan uji kompetensi siswa, kemudian dari kegiatan
KKN-PPL UNY seperti Anda-Anda ini kan disini ikut mengajar dan membantu
melaksanakan program-program sekolah
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Hasil Wawancara
Keterbukaan Sekolah
1. Siapa saja yang terlibat dalam perumusan program sekolah?
Warga sekolah disini terlibat dalam perumusan program sekolah. Perumusan
program sekolah diawali dari masukan warga sekolah selanjutnya dirapatkan pada
masing-masing jurusan untuk ditentukan skala prioritasnya atau kelompok kegiatan
kerja, kemudian diteruskan ke waka yang membidangi. Setelah rencana program
sekolah jadi terus dirapatkan dulu dengan komite sekolah, setelah semuanya OK
baru di acc oleh komite dan kepala sekolah untuk disahkan majlis dan dinas.
2. Siapa saja yang terlibat dalam perumusan keuangan sekolah (RAPBS)?
Itu sama dengan perumusan program sekolah kan jadi satu paket, program sekolah
membutuhkan dana kemudian dituangkan ke dalam RAPBS. Jadi warga sekolah
dan komite sekolah ikut terlibat dalam memutuskan proram dan RAPBS itu.
3. Apakah sekolah mensosialisasikan program dan keuangan sekolah kepada warga
sekolah dan masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah)?
Iya, setiap awal tahun ajaran baru kami mengundan masyarakat untuk
mensosialisaikan program-program sekolah beserta kebutuhan dana untuk
pelaksanaan program-program tersebut. Kalau sosialisasi kepada warga sekolah
biasanya melalui rapat dewan.
4. Melalui jalur komunikasi/wadah informasi apa saja sekolah mensosialisasikan
program dan keuangan sekolah?
Ya itu kami mengundan orang tua ke pertemuan, di depan sekolah juga ada layanan
informasi yang dijaga oleh guru piket, siapa saja yang ingin mencari informasi
tentang sekolah bisa lewat situ, melaui papan pengumuman, laporan, dan juga di
website sekolah biasanya kami menginformasikan progam sekolah yang telah
dilaksanakan.
217
5. Apakah sekolah memberikan kemudahan akses informasi kepada warga sekolah dan
masyarakat terkait dengan informasi program dan keuangan sekolah?
Iya, tentu saja sekolah terbuka kepada warga sekolah maupun masyarakat yang
ingin mengakses informasi tentang sekolah bisa datang langsung kesini dan
bertanya langsung ataupun lewat media yang di siapkan sekolah seperti papan
pengumuman dan website sekolah.
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Hasil Wawancara
Akuntabilitas Sekolah
1. Apakah sekolah membuat laporan pertanggungjawaban proses dan hasil
pelaksanaan program maupun keuangan sekolah?
Iya, masing-masing penanggung jawab kegiatan membuat laporan tertulis
pertanggung-jawaban penggunaan dana, proses dan hasil program yang
dilaksanakan, biasanya setelah program selesai dilaksanakan hasilnya dilaporkan
kepada kepala sekolah dulu kemudian dibahas bersama komite sekolah.
2. Kepada siapa saja sekolah memberikan laporan pertanggungjawaban proses dan
hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah?
Laporan pertanggungjawaban sekolah diberitahukan kepada warga sekolah, komite
sekolah, orang tua siswa, dinas pendidikan dan yayasan muhammadiyah. Setiap
program dan dana sekolah dibahas bersama komite sekolah, jadi program dan dana
sekolah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan baik kepada wali murid, warga
sekolah, QMR dari ISO, masjlis pdm, dan dinas.
3. Apakah sekolah mengadakan pertemuan dengan warga sekolah, masyarakat (komite
sekolah) maupun yayasan atau pemerintah dinas untuk membahas pertanggung-
jawaban proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah?
Iya, masing-masing penanggung jawab kegiatan membuat laporan pertanggung-
jawaban kepada kepala sekolah, kemudian disampaikan dan dibahas bersama
dengan komite sekolah dan QMR. Pada akhir tahun ajaran disosialisasikan kepada
wali murid dan warga sekolah, dan biasanya kami adakan evaluasi bersama warga
sekolah setiap akhir tahun ajaran. Program dan dana sekolah juga dilaporkan
kepada masjlis dikdasmen PDM dan dinas pendidikan pada akhir tahun ajaran
4. Apakah warga sekolah dan masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah) merasa
puas terhadap pertanggungjawaban sekolah?
Menurut saya, selama ini baik warga sekolah ataupun komite sekolah sudah merasa
puas dengan pertanggungjawaban sekolah. Selama ini tidak ada protes dari warga
sekolah maupun komie sekolah tentang laporan pertanggungjawaban sekolah
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jl. Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Gedung E Lantai 12-13
Telp (021)52725477 (hunting), 5725468-9, 5725468-4, 5725466
Fax : 5725473; 5725049; 575475 http://www.ditpsmk.net
DATA POKOK PSMK 2010
NPSN : 20403275 ID UN : 04-01-04-125 NSS : 323046008010
Nama SMK : SMK MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA Status : Swasta
No. SK Pendirian : 0266/H/1986 Tanggal SK : 05-08-1986 Penanda Tangan SK : Menteri Pendidikan
PBM : Pagi
Alamat : Jl. Pramuka 62 RT/RW : 02/01
Desa : Giwangan Kecamatan : Umbulharjo Kab/kota : Kota Yogyakarta
Propinsi : D.I. Yogyakarta Kode Pos : 55163
Telepon : (0274) 372778 Fax : (0274) 411106 Website : www.smkmuh3-yog.sch.id
Email : info@smkmuh3-yog.sch.id
Jumlah Guru : Total 102 (PNS : 18 Non PNS : 7) (Guru Tetap : 32 Guru Tidak Tetap : 45)
Rata-rata Nilai UN TP 2009/2010 : Matematika : 6,72 Bhs Indonesia : 6,47 Bhs Inggris : 6,69 Produktif : 6,04
Sertifikat ISO : 9001:2008 Tahun mendapat ISO : 2010
DATA AKREDITASI DAN PENERAPAN KURIKULUM SMK
Kompetensi Keahlian Akreditasi TahunDiakreditasi
KURIKULUM YANG DIGUNAKAN
Tk. 1 Tk. 2 Tk. 3 Tk. 4
Teknik Gambar Bangunan Akreditasi A 2008 KTSP KTSP KTSP KTSP
Teknik Instalasi Tenagan Listrik Akreditasi A 2008 KTSP KTSP KTSP KTSP
Teknik Permesinan Akreditasi A 2008 KTSP KTSP KTSP KTSP
Teknik Kendaraaan Ringan Akreditasi A 2008 KTSP KTSP KTSP KTSP
Teknik Audio-Video Akreditasi A 2008 KTSP KTSP KTSP KTSP
Teknik Komputer dan Jaringan Akreditasi A 2008 KTSP KTSP KTSP KTSP
DATA PSB DAN SISWA PER TINGKAT
Kompetensi
Keahlian
PSB SISWA
Pendaftar Diterima
R
om
be
l
Tk. 1
R
om
be
l
Tk. 2
R
om
be
l
Tk. 3
R
om
be
l
Tk.. 4
Total
Siswa
L + PL P L P L P L P L P L P
Teknik Gambar
Bangunan 55 4 31 3 1 31 3 1 36 3 1 26 2 101
Teknik Instalasi
Tenaga Listrik 45 28 1 28 1 39 2 1 35 104
Teknik
Permesinan 138 109 4 109 4 118 4 125 352
Teknik Kendaraan
Ringan 179 148 5 148 6 195 6 167 510
Teknik Audio-
Video 78 5 54 5 2 54 5 2 52 7 2 54 4 176
Teknik computer
Jaringan 157 12 79 10 3 79 10 2 73 8 2 61 6 237
Total 652 21 449 18 16 449 18 16 513 20 16 468 12 1480
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SISWA MENGULANG DAN PUTUS SEKOLAH
Kompetensi Keahlian
Siswa Mengulang Siswa Putus Sekolah
Tk. 1 Tk. 2 Tk. 3 Tk. 4 Tk. 1 Tk. 2 Tk. 3 Tk. 4
L P L P L P L P L P L P L P L P
Teknik Gambar Bangunan 2 2 2 2 1
Teknik Instalasi Tenaga Listrik
Teknik Permesinan 2 14 9 1
Teknik Kendaraan Ringan 7 3 1 39 15 1 4
Teknik Audio-Video 2 9 1
Teknik computer Jaringan 1 1
Total 12 7 1 64 1 27 1 6
DATA SISWA MENURUT USIA
Umur
Jumlah Siswa
Tk. 1 Tk. 2 Tk. 3 Tk. 4
<=15 Tahun 190
16 Tahun 238 222 202
17 Tahun 39 225 213
18 Tahun 64 65
>=19 Tahun 22
Total 467 533 480
DATA EKONOMI ORANG TUA SISWA DAN ASAL SEKOLAH SISWA BARU
Ekonomi
Orang Tua Siswa
Jumlah Siswa Sekolah Asal
Pendaftar
Jumlah Siswa
Diterima
Hasil UN di Sekolah
Peringkat 1-10Tk. 1 Tk. 2 Tk. 3 Tk. 4
Prasejahtra 1 (Miskin) 347 433 400 MTs 41 0
Menengah Dan Sejahtra 120 100 80 Paket B 2 0
Total 467 533 480 SMP 424 0
Total 467 0
PESERTA UJIAN
Kompetensi Keahlian
Peserta Ujian TP 2009/2010
Peserta UN LULUS Bersertifikat
KompetensiL P L P
Teknik Gambar Bangunan 24 4 23 4 27
Teknik Instalasi Tenaga Listrik 33 33 33
Teknik Permesinan 132 132 132
Teknik Kendaraan Ringan 193 193 193
Teknik Audio-Video 66 2 66 2 68
Teknik computer Jaringan 62 1 62 1 63
Total 510 7 509 7 516
PENELUSURAN LULUSAN
Kompetensi Keahlian
Penelusuran Lulusan TP 2008/2009
Bekerja di DU/DI dan
Instansi Pemerintah Wirausaha
Lanjut
Ke PT
Masa tunggu untuk bekerja
< 1 thn > 1 thn
Teknik Gambar Bangunan 5 5 3 2
Teknik Instalasi Tenaga Listrik 10 4
Teknik Permesinan 7 80 12 10
Teknik Kendaraan Ringan 5 60 7 57 54
Teknik Audio-Video 3 50 5 10 6
Teknik computer Jaringan 10 10 35 10
Total 20 215 25 120 80
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TENAGA KEPENDIDIKAN
Tenaga Kependidikan Total
Status Kepegawaian Pendidikan Usia Kelamin Kebutuhan Pegawai
PNS Non PNS SLTA Dip S1/D4 S2 < 35 35-50 > 51 L P Ideal Kurang
PT PTT PT PTT
Kepala Tata Usaha 1 1 1 1 1 1
Tenaga Teknis Keuangan 4 1 3 2 1 1 1 3 4 4
Tenaga Perpustakaan 1 1 1 1 1 1
Tenaga Laboratorium
Tenaga Teknik Praktek Kejuruan 10 10 10 9 1 10 10
Pesuruh/Penjaga Sekolah 14 1 13 13 1 4 10 14 14
Tenaga Administrasi Lainnya 6 2 4 5 1 2 4 3 3 6
Total 36 5 31 30 3 3 17 18 1 29 7 36
PENDIDIK (GURU)
Nama Mata Diklat/Pelajaran Total
Status Kepegawaian Pendidikan Lulus
Sertifikasi
Profesi
Usia Kelamin Kebutuhan Guru
PNS Non PNS Dip S1/D4 S2 < 35 35-50 > 51 L P Ideal Kurang
GT GTT GT GTT
ADAPTIF
Matematika 7 1 2 4 7 1 4 3 7 7
Bahasa Inggris 8 1 7 1 7 4 4 1 7 8
KKPI 3 3 2 1 3 3 3
Kewirausahaan 3 1 2 3 3 2 1 3
Fisika 3 1 2 3 1 2 1 3 3
Kimia 3 1 2 3 3 2 1 3
NORMATIF
Pendidikan Agama 10 8 2 9 1 4 9 1 7 3 10
PKn & Sejarah 5 4 1 5 5 1 4 5
Bahasa Indonesia 4 2 1 1 4 3 4 1 3 4
Pendidikan Jasmani & Olahraga 3 1 1 1 3 2 3 3 3
Seni & Budaya 1 1 1 1 1 1
Muatan Lokal 1 1 1 1 1 1
BK/BP 4 2 1 1 4 3 4 2 2 4
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PRODUKTIF
Teknik Gambar Bangunan 7 3 4 2 5 3 1 5 1 4 3 7
Teknik Instalasi Tenaga Listrik 3 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3
Teknik Pemesinan 15 5 1 4 5 14 1 5 11 3 1 15 15
Teknik Kendaraan Ringan 12 1 5 6 11 1 1 6 6 12 12
Teknik Audio-Video 5 1 1 2 1 1 4 2 2 3 4 1 5
Teknik Komputer Dan Jaringan 5 1 1 3 4 1 5 4 1 5
Total 102 19 6 37 40 6 91 5 26 47 52 3 65 37 102
PRASARANA SEKOLAH
Nama Ruang/Area Kerja
Kondisi Saat Ini Kebutuhan Ruang
Jumlah
Ruang
Luas
(m2)
Total
Luas (m2)
Jumlah
Baik
Jumlah
Rusak
Sedang
Jumlah
Rusak
Berat
Jumlah
Ruang
Luas
(m2)
Total
Luas (m2)
Ruang Pembelajaran Umum
Ruang Kelas 31 72 2232 13 36 72 2592
Ruang Lab.Fisika 1 72 72 1 2 72 144
Ruang Lab. Kimia 1 72 72 1 2 72 144
Ruang Lab. Bahasa 2 60 120 2 2 60 120
Ruang Lab. Komputer 2 72 144 2 3 72 216
Ruang Lab. Multimedia 1 72 72 2 72 144
Ruang Praktek Gambar Teknik 1 72 72 1 2 72 144
Ruang Perpustakaan konvensional 1 225 225 1 1 225 225
Ruang Perpustakaan Multimedia 1 72 72
Ruang Khusus (Praktek)
Ruang Praktek Teknik Gambar Bangunan 3 72 216 3 4 72 288
Ruang Praktek Teknik Instalasi Tenaga Listrik 2 72 144 2 3 72 216
Ruang Praktek Teknik Pemesinan 3 225 675 3 3 225 675
Ruang Praktek Teknik Kendaraan Ringan 3 150 450 3 4 150 600
Ruang Praktek Teknik Audio-Video 3 72 216 3 3 72 216
Ruang Praktek Teknik Komputer Dan Jaringan 4 72 288 4 5 72 360
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Ruang Penunjang Sekolah
Ruang Kepala Sekolah & Wakil 1 120 120 1 1 120 120
Ruang Guru 1 144 144 1 1 144 144
Ruang Pelayanan Administrasi 1 104 104 1 1 104 104
BP/BK 1 72 72 1 1 72 72
Ruang OSIS 1 20 20 1 1 20 20
Ruang Unit Produksi 1 40 40 1 1 40 40
Ruang Pramuka 1 20 20 1 1 20 20
Koperasi 1 40 40 1 1 40 40
UKS 1 25 25 1 2 25 50
Ruang Ibadah 1 450 450 1 1 450 450
Ruang Bersama (Aula) 1 160 160 1 1 160 160
Ruang Kantin Sekolah 1 180 180 1 1 180 180
Ruang Toilet 5 24 120 5 10 24 240
Ruang Gudang 1 40 40 1 2 40 80
Ruang Penjaga Sekolah 1 12 12 1 2 40 80
Ruang Unit Produksi 1 40 40 1 1 40 40
STATUS LAHAN SMK
Jenis Lahan Luas (m2) Status Kepemilikan Lahan KeteranganLahanYayasan Lainnya (sebutkan)
Luas Lahan Bangunan 9010 √
Luas Taman 800 √
Luas Lapangan Olah Raga 2500 √
Luas Lahan Praktek 2000 √
Lain-lain 7500 √
Total Luas Lahan Seluruhnya 21810
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INFRASTRUKTUR SMK
Sumber Listrik Daya Listrik Voltase Phase Biaya per bulan (Rp)
PLN > 15.000 Watt 220 Volt/110 Volt
1 Phase
3 Phase
500.000
8.000.000
Akses Internet Provider Bandwith (Mbps) Biaya per bulan (Rp)
VSAT/Leasedline/Wireless/Mobile Broadband/
Modem Mobile)
Jardiknas/Telkom 1, 15 Mbps 1.750.000
Sumber Air Bersih Ketersediaan Biaya per bulan (Rp)
Sumur Gali Memadai
PERABOT RUANG PEMBELAJARAN & BUKU TEKS PENUNJANG UJIAN NASIONAL DI PERPUSTAKAAN
Jenis Perabot Jumlahyang Ada
Jumlah
Kebutuhan
Jumlah
Kekurangan Mata Pelajaran
Jumlah
Judul
Jumlah
Eksemplar
Jumlah
Kebutuhan
Jumlah
Kekurangan
Meja Siswa 1200 1200 Bahasa Indonesia 49 314
Kursi Siswa 1640 1640 Matematika 73 454
Lemari 20 30 10 Bahasa Inggris 24 92
Papan Tulis 57 57 Teknik Gambar Bangunan 56 609
Meja Guru 102 102 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 25 227
Kursi Guru 102 102 Teknik Pemesinan 15 504
Rak Buku Perpustakaan 7 10 3 Teknik Kendaraan Ringan 49 699
Lemari Alat & Bahan 12 18 6 Teknik Audio-Video 56 594
Teknik Komputer Dan Jaringan 53 114
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SARANA PENUNJANG PEMBELAJARAN
Nama Sarana
Kondisi Saat Ini Kebutuhan Alat
Jumlah Alat Jumlah Baik Jumlah Rusak Jumlah Alat +/-
Komputer Laptop 30 28 2 38 -10
Komputer PC 255 255 0 295 -40
Komputer Server 6 6 0 8 -2
LCD/Projector 25 25 0 50 -25
Tape / Audio 8 8 0 10 -2
TV/ Video 5 5 0 8 -3
Printer 17 17 0 30 -13
PENERIMA BEASISWA
Jenis Beasiswa
Jumlah Penerima Beasiswa Sumber
Beasiswa Dana/bulan/Siswa
Jumlah Dana Seluruhnya
(dalam Ribuan Rp)L P
Beasiswa Siswa Miskin Jenjang Pendidikan
Menengah (SMK)/Bantuan Khusus Murid (BKM)
235 4 Provinsi 65 186.420
RAPUS 15 1 Provinsi 100 19.200
RETRIEVAL 1 Provinsi 200 2.400
BANTUAN YANG PERNAH DITERIMA 2 TAHUN TERAKHIR
Nama Bantuan Tahun Nilai Dana
Bantuan (Rp)
Sumber Dana Nilai Dana
Pendamping (Rp)
Sumber Dana Pendamping
RKB 2008 170.000.000 Pusat 50.000.000 Komite Sekolah
RSBI 2008 250.000.000 Pusat 30.000.000 Komite Sekolah
BOMM 2008 123.900.000 Pusat 225.000.000 Komite Sekolah
Rehabilitasi Gedung 2008 120.000.000 Pusat 480.000.000 Komite Sekolah
Peningkatan SDM 2008 50.000.000 Pusat 100.000.000 Komite Sekolah
RSBI 2009 600.000.000 Pusat 199.000.000 Komite Sekolah
BOMM 2009 190.080.000 Dekosentrasi 250.000.000 Komite Sekolah
RKK 2009 75.000.000 Pusat 15.000.000 Komite Sekolah
School Business Centre 2009 400.000.000 Pusat 40.000.000 Komite Sekolah
Total 2.078.980.000 1.389.000.000
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KERJASAMA DENGAN DU/DI
Nama DU/DI Alamat Lokasi(DN/LN)
Tahun
MoU No. MoU
Masa
Berlaku Bentuk Kerjasama
Kompetensi
Keahlian Terkait
PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA BOGOR JABAR DN 2010 DIKLAT, UKP, BKK Tek. Mesin, TKR
PT. PORTER TANGERANG DN 2010 PRAKERIN, MAGANG Tek. Mesin, TKR
PT. HINO TANGERANG DN 2008 2013 PRAKERIN, MAGANG TKR
PT. CIPTANING WIRAHARJA JAKARTA DN 2006 01/HUMAS/05 2011 PRAKERIN, BKK Tek. Mesin
PT. IRG GLOBAL SEARCH (M) MALAYSIA LN 2009 E-6/264/a.20/WKS4/VI/09 2014 BKK Tek. Mesin, TKR
PT. MAK YOGYAKARTA DN 2009 E-2//a.20/XII/09 2012 Tek. Mesin
CV. UTILINDO PERKASA YOGYAKARTA DN 2009 E-2//a.20/XII/09 2012 PRAKERIN, UKP Listrik
CV. KUSUMA BAJA INDO KLATEN KLATEN DN 2008 E-2/047/WKS4/a.20 PRAKERIN Tek. Mesin
PT. JARI ALAM SAPUTRA YOGYAKARTA DN 2008 E-6/264/a.20/III/08 PRAKERIN Tek. Mesin
BINA ANTAR BUADAYA JAKARTA DN 2008 E-6/315/a.20/WKS4/IX/09 2013 PERTUKARAN BUDAYA Umum
PEMBELAJARAN
Penerapan Pembelajaran berbasis TIK/e-pembelajaran bagi siswa SMK (proses belajar dan materi pelajaran disampaikan dengan menggunakan perangkat TIK)
 Sudah dilakukan menggunakan : modul interaktif, power point, LCD, jaringan LAN, akses internet, penugasan on-line, ujian on-line, learning
management system (moodie), untuk sebanyak pada 12 mata pelajaran
Penerapan Pembelajaran Kewirausahaan bagi siswa SMK
 Sudah dilakukan dengan menerapkan : teaching industri, unit produksi, modal bergulir, grosir, retail, door to door
Penerapan pembelajaran membangun karakter bangsa
 Sudah dilakukan yaitu dengan menyelenggarakan ekstra/kokurikuler : antara lain osis, pramuka, paskibra, PMR, pecinta alam, olah raga
Yogyakarta, 24 Agustus 2010
Kepala Sekolah
Drs. Sutrisno, M.M.
NIP. 19660207 1991103 1 010
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